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ABSTRAK

Kajian Cepat Pelaksanaan Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima
Program BLT 2005 di Indonesia

Meuthia Rosfadhila, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Silvia Devina,
Robert Justin Sodo, dan Muhammad Syukri

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat mengenai pelaksanaan Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) 2008 dan persepsi masyarakat terhadap stigma yang muncul selama
pelaksanaan program BLT 2005. Pemantauan, penilaian dini, dan evaluasi atas pelaksanaan
program diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahannya
sehingea dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan dan perencanaan
program di masa mendatang.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD serta
dilengkapi dengan data kuantitatif. Meski terdapat sejumlah kelemahan, secara umum hasil
kajian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program BLT 2008 sudah jauh lebih baik
daripada Program BLT 2005, terutama pada proses sosialisasi, pembagian kartu, dan
pencairan dana. Kelemahan tersebut umumnya terkait dengan aspek kelembagaan,
penetapan sasaran, dan penanganan masalah/pengaduan. Berdasarkan persepsi masyarakat,
khususnya penerima BLT 2005, BLT dinilai mampu membantu meskipun terbatas untuk
mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka pendek. Studi ini juga mengungkapkan sejumlah
kasus pemotongan BLT di beberapa wilayah. Walaupun terjadi ketidaktepatan sasaran dalam
jumlah terbatas, BLT bukan merupakan disinsentif bagi partisipasi tenaga kerja. Konflik yang
terjadi pun kasuistik dan tidak menimbulkan tindakan anarki.

Kata kunci: Bantuan Langsung Tunai, evaluasi, pelaksanaan program
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar internasional hingga di atas
US$120 per barel dan kecenderungan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati oleh
kalangan menengah ke atas, serta sebagai upaya menghindari peningkatan aksi
penyelundupan BBM ke luar negeri, pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada 2008.
Kenaikan harga BBM dalam negeri ini mendorong pemerintah kembali meluncurkan
Program Bantuan Langsung Tunai (BL'T) demi meredam dampak negatif kenaikan tersebut.
Melalui Program BLT 2008, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp100.000 per
bulan selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2008 kepada 19,02 juta rumah tangga
sasaran (RTS) yang dicairkan dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp300.000 dan Rp400.000.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program BLT 2008 dan belajar dari pengalaman
pelaksanaan Program BLT 2005, kajian cepat mengenai pelaksanaan Program BLT 2008
dan evaluasi penerima Program BLT 2005 menjadi penting artinya. Dengan dukungan dana
dari Bank Dunia, Lembaga Penelitian SMERU melakukan kajian cepat terhadap
pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama. Selain aspek teknis, penelitian ini juga
mengkaji aspek lain dari sisi penerima (beneficiary assessment), terutama mengenai persepsi
negatif masyarakat terhadap Program BLT 2005, serta mengevaluasi keunggulan dan
kelemahan  program-program  penanggulangan  kemiskinan  yang lain  dan
membandingkannya dengan Program BLT 2008.

Metode Penelitian

Studi ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif dan dilengkapi dengan data
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (focus group
discussion/FGD), wawancara mendalam, serta studi atas dokumen dan hasil penelitian
Program BLT 2005 dan dokumen terkait pelaksanaan Program BLT 2008. Wawancara
mendalam dilakukan dengan informan/responden yang terkait langsung dengan
pelaksanaan Program BLT mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, kecamatan,
desa/kelurahan, hingga ke tingkat rumah tangga.

Ada dua jenis FGD yang dilakukan di setiap kabupaten/kota sampel, yakni FGD
rekomendasi dan FGD Kklasifikasi kesejahteraan rumah tangga yang masing-masing
mensyaratkan adanya peserta perempuan. FGD rekomendasi dilaksanakan untuk menggali
informasi mengenai pelaksanaan Program BLT 2008, permasalahan yang dihadapi, dan
rekomendasinya. FGD rekomendasi di tingkat kabupaten/kota hanya melibatkan unsur
atau instansi terkait Program BLT, sedangkan FGD rekomendasi di tingkat elite
desa/kelurahan melibatkan peserta yang berasal dari unsur aparat desa/kelurahan, tokoh
masyarakat/agama/pemuda, dan kader posyandu. FGD klasifikasi kesejahteraan rumah
tangga bertujuan untuk menggali informasi mengenai peringkat kesejahteraan yang
digunakan untuk mengevaluasi ketidaktercakupan (wndercoverage) dan kebocoran (leakage) di
tingkat dusun/RW. FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di desa/kelurahan
dibedakan antara kelompok penerima perempuan dan kelompok penerima laki-laki dan
melibatkan perwakilan dari satu wilayah/lingkungan di desa/kelurahan.



Studi dilakukan di lima kabupaten/kota sampel yang juga merupakan wilayah kajian
SMERU pada Program BLT 2005. Daerah sampel yang sama sengaja dipilih kembali supaya
dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005. Kegiatan
penelitian, pelaporan, dan lokakarya studi ini semula direncanakan berlangsung selama 15
minggu sejak Agustus 2008 hingga akhir November 2008, tetapi karena masalah teknis dan
situasi politik (pemilihan umum) terjadi penundaan hingga laporan akhir dalam bahasa
Inggris baru dapat diselesaikan pada awal Oktober 2009.

Temuan Umum Studi

Berbagai aspek teknis pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama yang dikaji studi ini
adalah kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran
dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan
program. Beberapa aspek dari sisi penerima dikaji untuk mengetahui persepsi masyarakat yang
sesungguhnya mengenai beberapa stigma yang muncul selama pelaksanaan Program BLT 2005.

Kelembagaan

Dibandingkan dengan Program BLT 2005, peran kelembagaan pada Program BLT 2008
tampak lebih baik, terutama pendelegasian tugas dan wewenang dari tingkat pusat ke tingkat
kabupaten/kota, meski masih terdapat sejumlah kelemahan. Kelemahan yang masih ditemui
adalah dalam hal koordinasi dan konsolidasi antarlembaga dan antartingkat, yang dipicu oleh
sejumlah faktor, yaitu (i) ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi, (i) lambatnya
pencairan dana rapat koordinasi dan operasional BLT-RTS dari tingkat provinsi ke tingkat
kabupaten/kota, (iii) proses birokrasi yang cukup berbelit, dan (iv) kerancuan pemahaman
atas tujuan dan sifat program. Selain itu, persoalan lain yang menyangkut kelembagaan adalah
adanya persepsi negatif dari aparat, LSM, dan media yang menganggap bahwa BLT hanya
membuat masyarakat menjadi malas dan konsumtif. Sebagian pemangku kepentingan
mendorong agar Program BLT diganti dengan program pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi

Secara umum pelaksanaan sosialisasi Program BLT 2008 sudah jauh lebih baik, terutama
mengenai pencairan dana. Namun demikian, masih ada kelemahan dalam sosialisasi
program yang terlihat dari kurangnya penekanan penjelasan mengenai apa itu BLT, latar
belakang dan tujuan pemberian BLT, serta kriteria penerima BLT. Sosialisasi materi ini
amat penting untuk meminimalisasi konflik dan meningkatkan peran pengawasan dari
masyarakat.

Verifikasi dan Ketepatan Sasaran

Berkaitan dengan verifikasi penerima BLT, proses verifikasi lebih banyak dilakukan oleh aparat
desa/kelurahan tanpa melibatkan unsur-unsur masyarakat dengan dalih keterbatasan waktu dan
sumber daya, dan adanya potensi konflik lokal. Selain itu, hampir semua daerah sampel hanya
melakukan proses verifikasi terhadap penerima BLT 2005 yang telah meninggal dan pindah,
tetapi tidak melakukannya terhadap mereka yang tidak berhak atas BLT atau yang telah
meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, jumlah RTS
baru/pengganti tidak boleh melebihi jumlah penetima yang dibatalkan.



Sebagian besar responden dan hasil FGD mengungkapkan bahwa masih ada rumah tangga
miskin yang tidak mendapat BLT dan demikian pula sebaliknya. Kebijakan di tingkat
provinsi/kabupaten/kota  hingga tingkat desa/RW/RT untuk tidak mengalihkan/
mengganti RTS yang pindah, meninggal dunia, atau meningkat kesejahteraannya demi
menghindari konflik lokal justru memperburuk ketidaktepatan sasaran Program BLT 2008.

Penyaluran Dana

Secara umum pembagian kartu kompensasi BBM (KKB) ke RTS berlangsung lancar, meski
masih ditemukan kesalahan cetak nama dan alamat penerima. Penyerahan KKB dari kantor
pos pemeriksa kabupaten/kota (KPRK) ke kepala desa sangat bergantung pada cepat atau
lambatnya proses verifikasi dan dipengaruhi pula oleh letak geografis desa. Semakin jauh
lokasi desa dari KPRK, semakin dekat jarak waktu antara pembagian KKB dan pencairan
dana BLT. Pada saat pembagian KKB tidak ditemukan pungutan/biaya yang dibebankan
kepada RTS.

Pencairan dana Program BLT 2008 relatif lebih baik daripada pencairan dana pada Program
BLT 2005 karena PT Pos telah melakukan beberapa perbaikan dengan menambah jumlah
titik pencairan, loket, staf, dan melibatkan pihak keamanan. RTS pada umumnya menerima
dana BLT secara utuh dari kantor pos.

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Aduan yang disampaikan biasanya menyangkut masalah pendataan berupa ketidakjelasan
kriteria penerima, penetapan sasaran, dan jumlah penerima. Sayangnya, tidak terbentuk unit
khusus penanganan aduan masyarakat di wilayah sampel sehingga aduan yang disampaikan
masyarakat ke berbagai instansi terkait mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat
kabupaten/kota tidak mendapatkan penanganan yang jelas.

Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program BLT 2008

Hasil 5 FGD elite kabupaten/kota dan 10 FGD elite desa/kelurahan terhadap pelaksanaan
Program BLT 2008 menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan elite
kabupaten/kota lebih tinggi daripada tingkat kepuasan elite desa/kelurahan, kecuali untuk
tahapan pembagian kartu. Gambaran ini sama dengan keadaan pelaksanaan Program BLT
2005. Dibandingkan dengan tingkat kepuasan elite desa/kelurahan terhadap tahapan
penetapan sasaran, tingkat kepuasan elite kabupaten/kota terhadap tahapan tersebut jauh
lebih tinggi dan signifikan perbedaannya. Bagi elite desa/kelurahan, tahapan penetapan
sasaran menjadi tahapan yang paling tidak memuaskan karena mereka menjadi sasaran
kemarahan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT akibat adanya kesalahan penetapan
sasaran. Tahapan sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan, terutama
bagi elite kabupaten/kota, baik pada 2005 maupun pada 2008.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan RTS terhadap pelaksanaan Program BLT 2008, hasil
FGD menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan antara
kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Namun, terdapat kecenderungan bahwa
tingkat kepuasan kelompok laki-laki terhadap penanganan masalah, sosialisasi program, dan
pembagian kartu lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kelompok perempuan. Sebaliknya,
kelompok perempuan memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih tinggi terhadap jumlah
dana dan ketepatan sasaran daripada kelompok laki-laki.



Seperti halnya di tingkat elite, pembagian kartu dan pencairan dana juga dianggap sebagai
tahapan yang paling memuaskan bagi RTS, terutama karena kelancaran prosesnya.
Meskipun demikian, RTS menganggap ketepatan sasaran dan jumlah dana sebagai hal yang
paling tidak memuaskan. Walaupun pada 2005 sosialisasi merupakan tahapan yang paling
tidak memuaskan bagi penerima BLT, pada pelaksanaan Program BLT 2008 RTS cukup
puas dengan tahapan sosialisasi dan menganggap informasi yang mereka terima sudah
sesuai yang dibutuhkan, seperti jadwal, syarat, dan tata cara pencairan dana.

Secara umum RTS peserta FGD kesulitan memahami dan mengidentifikasi lembaga
pelaksana BLT secara menyeluruh. Mereka juga tidak mengetahui peran masing-masing
lembaga yang lebih tinggi dari desa/kelurahan, kecuali kantor pos. Oleh karena itu,
penilaian tingkat kepuasan RTS terhadap kinerja kelembagaan hanya terbatas pada lembaga
pelaksana di tingkat desa/kelurahan dan kantor pos.

Persepsi Masyarakat terhadap Stigma yang Muncul selama Pelaksanaan
Program BLT

Ada berbagai stigma yang melekat pada Program BLT, yakni (1) BLT tidak mampu
mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM, (i) BLT tidak tepat sasaran, (iif) BL'T
menciptakan peluang korupsi, (iv) BLT menimbulkan konflik, dan (v) BLT merupakan
disinsentif bagi terhadap partisipasi tenaga kerja. Persepsi masyarakat terhadap stigma-
stigma tersebut adalah sebagai berikut.

1. RTS pada umumnya menyatakan bahwa dana yang mereka terima cukup membantu
meringankan ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, mereka menilai jumlah dana
tersebut kurang memadai. Hal ini terjadi karena mereka hanya membandingkan dana
Program BLT 2008 yang diterima dengan harga nominal berbagai kebutuhan yang terus
naik.

2. Sebagian besar informan di tingkat masyarakat menganggap masih banyak rumah
tangga miskin yang sebenarnya layak menerima BLT tidak masuk dalam daftar
penerima bantuan. Penyebab ketidaktepatan sasaran ini adalah kriteria pemilihan
rumah tangga miskin tidak tepat, mekanisme pendataan tidak menyeluruh (karena ada
kuota) dan tidak sesuai ketentuan (nepotisme), dan integritas pendata sekaligus
masyarakat yang didata meragukan.

3.  Program penyaluran dana bagi masyarakat kerap kali menciptakan peluang korupsi,
yang salah satunya dalam bentuk pemotongan dana bantuan. Pada Program BL'T 2008,
pemotongan dana BLT dilakukan dengan cara yang beragam. Pemotongan yang terjadi
sebagian besar merupakan hasil kesepakatan yang mengikutsertakan pemuka
masyarakat dan RTS. Pemotongan dana BLT juga dimaksudkan untuk menghindari
kecemburuan dan konflik di masyarakat, serta membantu membiayai berbagai kegiatan
kemasyarakatan (agustusan, pembangunan infrastruktur jalan, dan acara keagamaan).

4. Pelaksanaan Program BLT 2008 jauh lebih kondusif dibandingkan dengan Program
BLT 2005 karena, antara lain, masyarakat miskin umumnya sudah pasrah dan putus
asa, dikeluarkannya resolusi lokal membagi sebagian dana BLT kepada nonpenerima,
adanya janji aparat kecamatan bahwa nonpenerima akan mendapat dana BLT pada
tahap berikutnya, menurunnya ketegangan politik di daerah, dan adanya anggapan
bahwa jumlah uang yang dibagikan pada Program BLT 2008 relatif kecil dibandingkan
dengan Program BLT 2005. Konflik yang muncul sebagian besar berupa ketegangan
akibat kecemburuan atau tuduhan nepotisme dalam penetapan sasaran.



5. Anggapan sebagian pihak bahwa pemberian BLT akan mengakibatkan penerimanya
menjadi malas atau mengurangi jam kerja penerima tidak sepenuhnya terbukti. Hampir
semua informan berpendapat bahwa pemberian BLT tidak menjadikan RTS malas bekerja
mengingat nilai BLT tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup RTS.

Perbandingan BLT dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Lain
Berdasarkan Perspektif Penerima BLT

Program penanggulangan kemiskinan yang diterima masyarakat dapat dikelompokkan
menjadi tiga yakni (i) program sosial/karitatif atau program bantuan dan petlindungan
sosial untuk kelompok tertentu seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),
dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (i) program pemberdayaan (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM); dan (iii) program pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Menurut perspektif mayoritas responden penerima dan
nonpenerima program, BLT merupakan program yang paling baik di antara program-
program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Secara keseluruhan, penerima program umumnya lebih menyukai program-program yang
termasuk dalam kelompok program karitatif daripada program pemberdayaan dan program
pengembangan UMKM. Sebaliknya, sebagian besar responden pemangku kepentingan
menyatakan bahwa program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi
Pertanian, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisit (PEMP) lebih baik daripada
program sosial/karitatif. Alasannya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan
keluarga-keluarga miskin tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat mereka.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil temuan studi terhadap Program
BLT 2008 tahap pertama adalah sebagai berikut.

1. Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi
guncangan akibat kenaikan harga BBM.

2. Masih terjadi ketegangan dan bahkan konflik di tingkat masyarakat, meskipun
intensitasnya lebih rendah. Konflik bersumber dari kecemburuan sosial dan tidak
transparannya proses verifikasi penerima program.

3. Pemotongan dana BLT terjadi di tingkat masyarakat dengan jumlah yang cenderung
membesar dan dilakukan secara sistematis. Keadaan ini tidak diantisipasi dan ditangani
oleh aparat terkait.

4. BLT tidak mengakibatkan kemalasan dan perubahan jam kerja RTS. Jumlah dana yang
terbatas menyebabkan masyarakat miskin harus bertindak rasional dengan tetap
bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

5. Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercakupan penerima BLT
karena verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.

Oleh karena itu, perlanjutan program ini mensyaratkan sejumlah perbaikan dalam

pelaksanaannya yang dijabarkan dalam beberapa rekomendasi berikut.

1. Verifikasi RTS hasil pendataan BPS perlu disahkan di tingkat masyarakat melalui
rembuk desa dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan dituangkan dalam
berita acara. Desa juga perlu mensosialisasikan nama-nama calon RTS melalui papan
pengumuman agar masyarakat bisa merespons hasil pendataan bila ada yang keberatan.



Pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa BLT hanya ditujukan bagi rumah tangga
miskin perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut.
a) Memperluas sosialisasi di tingkat masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
maksud, tujuan, mekanisme, dan penetapan sasaran program.
b) Melakukan sosialisasi secara formal maupun informal seperti rapat desa/rapat
dusun, acara keagamaan, arisan, atau kegiatan sosial lain.
¢) Menyebarkan brosur dan poster di tempat-tempat umum dan melakukan
pemuatan informasi, misalnya, iklan layanan masyarakat baik di media cetak
maupun di media elektronik.
Untuk mencegah pemotongan/pemungutan dana BLT dengan tujuan dan alasan apa
pun, bupati/walikota perlu mengeluarkan surat edaran resmi bagi aparat dan instansi
terkait dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan, termasuk RT/RW,
yang memuat larangan pemotongan/pemungutan dana BLT dan disebatluaskan di
tempat-tempat umum.

Selain tiga hal pokok di atas terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan.

1.

2.

Pembagian KKB dilakukan setelah proses verifikasi selesai dilakukan agar KKB RTS
yang sudah dibatalkan tidak disalahgunakan.
Beberapa hal perlu dilakukan terkait pencairan dana BLT, yakni (i) penambahan titik
pencairan, terutama untuk wilayah yang jauh dan aksesnya sulit; (ii) penambahan
jumlah loket dan penyediaan loket khusus untuk RTS lansia, sakit, dan cacat, dan (iii)
penerapan sistem antrean dengan menggunakan nomor antrean, membuat alur
antrean, melibatkan tenaga keamanan, dan sebagainya.
Perlu dibentuk pos komando (posko) pengaduan di beberapa tingkat.
a) Di tingkat kabupaten/kota posko ini melekat pada tugas dan fungsi unit pelaksana
program (UPP) BLT-RTS.
b) Di tingkat kecamatan posko ini menjadi tanggung jawab camat.
¢) Di tingkat desa posko ini menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah dan diawasi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/dewan kelurahan dengan melibatkan
karang taruna dan pekerja sosial masyarakat (PSM).
Perlu adanya penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat
dalam UPP BLT-RTS, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang dituangkan dalam
surat keputusan (SK) bupati/walikota.






|. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan tujuan memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
kepada rumah tangga miskin, pada 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) seperti pada 2005. Keputusan untuk mengurangi subsidi BBM yang
mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik dilatarbelakangi oleh peningkatan harga BBM di
pasar internasional yang terjadi secara terus-menerus, hingga di atas US$ 120 per barel, dan
kenyataan bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah selama ini cenderung lebih
banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas daripada oleh kelompok miskin. Selain itu,
perbedaan harga BBM di dalam dan luar negeri yang cukup besar dapat memicu peningkatan
jumlah penyelundupan BBM ke luar Indonesia.

Kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa untuk kebutuhan
schari-hari sehingga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin, menurun. Melalui
Program BLT untuk rumah tangga sasaran (RTS)', pemerintah memberikan kompensasi
sebesar Rp100.000 per bulan yang diberikan untuk tujuh bulan, mulai Juni hingga Desember
2008, dan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp400.000.
Jumlah RTS mengacu pada data jumlah penerima BLT 2005/06, yaitu 19,1 juta. Terkait
dengan Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah tersebut mengalami pemutakhiran di 1.000
kecamatan sehingga menjadi 19,02 juta RTS.

Pengalaman yang diperoleh dari Program BLT 2005 menunjukkan bahwa pelaksanaan
distribusi BLT masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam hal penargetan dan
sosialisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kembali program ini memerlukan pemantauan dan
penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberi masukan agar program dapat berjalan
secara efektif. Dengan dukungan dana Bank Dunia, Lembaga Penelitian SMERU melakukan
kajian cepat terhadap pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program BLT 2008 yang meliputi
aspek kelembagaan, sosialisasi, verifikasi dan ketepatan sasaran, penyaluran dana, serta
pengaduan dan penyelesaian masalah. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji beberapa
aspek dari sisi penerima (beneficiary assessment), khususnya untuk mengetahui persepsi
masyarakat yang sesungguhnya mengenai lima persepsi negatif yang muncul selama
implementasi Program BLT 2005, yaitu (i) BLT tidak mampu mengatasi guncangan (shock)
akibat kenaikan harga BBM; (if) BLT tidak tepat sasaran; (iii) BLT menciptakan peluang
korupsi; (iv) pelaksanaan BL'T menimbulkan konflik; dan (v) BLT merupakan disinsentif bagi
partisipasi tenaga kerja.

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi keunggulan dan kelemahan program-program
penanggulangan kemiskinan lainnya, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program
Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),

1Sebelum dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2008, Program BLT untuk RTS direncanakan bernama BLT Plus,
yang memberikan uang tunai sebesar Rp100.000 dan bantuan bahan pangan berupa minyak goreng dan gula
kepada para penerimanya.



lalu membandingkan program-program tersebut dengan Program BLT 2008 berdasarkan
sudut pandang masyarakat dan pengalaman penerima.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tahapan dan Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok tetfokus (focus group discussion/ FGD)
dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner pendek.
Di setiap kabupaten/kota dilakukan 9 FGD, yaitu 1 FGD di tingkat kabupaten/kota, 2 di
tingkat desa, dan 6 di tingkat masyarakat dan RTS. Dalam penelitian ini juga dilakukan studi
literatur terhadap dokumen dan hasil penelitian Program BLT 2005 dan dokumen terkait
Program BLT 2008 yang digunakan sebagai bahan pembanding pelaksanaan Program BLT
2008. Sebelum mengunjungi lima daerah sampel, tim peneliti melakukan observasi langsung
terhadap pelaksanaan pencairan dana BLT di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur.

Ada dua jenis FGD vyang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota, yaitu FGD
rekomendasi dan FGD Kklasifikasi kesejahteraan rumah tangga. FGD rekomendasi
dilaksanakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program BLT 2008,
permasalahan yang dihadapi oleh RTS, dan rekomendasi untuk setiap permasalahan yang ada.
Diskusi ini ditkuti oleh delapan sampai sepuluh peserta. Di sisi lain, dilaksanakan FGD
klasifikasi kesejahteraan rumah tangga untuk menggali informasi mengenai peringkat
kesejahteraan, yang digunakan untuk mengevaluasi ketidaktercakupan (wndercoverage) dan
kebocoran (leakage) di tingkat dusun/RW dengan jumlah peserta 10-15 orang. Masing-masing
FGD mensyaratkan adanya peserta perempuan supaya suara perempuan terwakilkan.

Di tingkat kabupaten/kota hanya dilakukan FGD rekomendasi yang melibatkan unsur-unsur
terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), kantor pos, Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah
daerah (pemda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Informasi
dan Komunikasi (Dininfokom), BPM, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
dan media lokal. Di tingkat desa/kelurahan dilakukan FGD rekomendasi dan FGD klasifikasi
kesejahteraan rumah tangga. FGD rekomendasi di tingkat elite desa/kelurahan melibatkan
peserta yang berasal datri unsur staf desa/kelurahan, ketua dusun/lorong/RW/RT, tokoh
masyarakat/agama/pemuda, dan kader posyandu. Di tingkat rumah tangga, pelaksanaan FGD
rekomendasi dibedakan antara kelompok penerima perempuan dan kelompok penerima laki-
laki. Untuk FGD Kklasifikasi kesejahteraan rumah tangga, pesertanya adalah perwakilan dari
satu wilayah/lingkungan di desa/kelurahan (lorong/dusun, RT, RW), yaitu tokoh masyarakat,
kepala dusun/lorong, RT, RW, bidan, kader, dan guru, yang memahami kondisi kehidupan
masyarakat di desa/kelurahan tersebut dan berasal dari berbagai tingkat kesejahteraan
(kaya/miskin).



1.3.2 Pemilihan Daerah Sampel Penelitian

Studi dilakukan di lima kabupaten/kota sampel yang juga merupakan wilayah kajian SMERU
pada kajian cepat evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah
(Tapteng), Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, Kabupaten Bima, dan Kota Ternate (lihat
Tabel 1). Daerah sampel yang sama sengaja dipilih kembali supaya dapat dibandingkan dengan
hasil evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005. Alasan pemilihan kelima kabupaten/kota
tersebut pada studi BT 2005 SMERU adalah karena letaknya tersebar, merupakan wilayah
penelitian studi-studi SMERU lainnya yang menyediakan basis data rumah tangga miskin, dan
mewakili kategori wilayah kondusif dan tidak kondusif pada tahap awal pelaksanaan Program
BLT 2005.

Dari setiap wilayah sampel, kecuali Kota Ternate, dipilih dua desa dari dua kecamatan sampel yang
sama dengan studi BLT 2005. Akibat pemekaran wilayah Kota Ternate, Kelurahan Kampung
Pisang yang pada studi BLT 2005 masih merupakan bagian dari Kecamatan Ternate Selatan kini
masuk ke wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Hal ini juga menjadikan beberapa wilayah di
Kelurahan Kampung Pisang masuk ke wilayah kelurahan lain.

Tabel 1. Daerah Sampel Studi BLT 2008

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan
Sumatra Utara Kabupaten Tapanuli Sibabangun Momb_ang Boru
Tengah Sorkam Pearaja
I Cugenang Cibulakan
Jawa Barat Kabupaten Cianjur Cibeber Girimulya
Jawa Tengah Kabupaten Demak Wedung Berahan Wetan
Karang Tengah Wonoagung
. Monta Simpasai
Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima Wera Nunggi
Maluku Utara Kota Ternate Ternate Tengah K_ampung Pisang
Ternate Selatan Fitu

1.3.3 Jumlah dan Jenis Responden

Informan dan responden dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terkait langsung
dengan pelaksanaan Program BLT mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, kecamatan,
desa/kelurahan, dan rumah tangga (lihat Tabel 2). Informan kelembagaan meliputi Depattemen
Sosial (Depsos), pemda (Dinsos, Bappeda, Dininfokom, Bagian Perekonomian), BPS Pusat dan
kabupaten/kota, PT Pos (Kantor Pos Jakarta Pusat, kantor pos pemeriksa kabupaten/kota
(KPRK) atau kantor pos cabang kabupaten, dan kantor pos kecamatan), camat, kepolisian, dan
kepala/sekretaris desa/lurah hingga ketua RT.

Responden rumah tangga yang diwawancarai sebagian besar adalah responden studi BLT 2005
yang terbagi atas rumah tangga penerima BL'T 2005 dan rumah tangga miskin nonpenerima.
Responden studi BLT 2008 terdiri dari responden studi BLT 2005 ditambah beberapa
responden baru yang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu (i) rumah tangga penerima BLT
2005 dan 2008, (ii) rumah tangga penerima BLT 2008, (iii) rumah tangga penerima BLT 2005,
dan (iv) rumah tangga miskin nonpenerima BLT. Seluruhnya terdapat 128 responden rumah
tangga yang terdiri dari 90 RTS BLT 2005 dan 2008, 6 RTS 2008, 4 RTS 2005, dan 28

nonpenerima.



Tabel 2. Jenis dan Jumlah Responden Studi BLT 2008

Tingkat Responden Jumlah

[En

BPS
1. Pusat . Kantor pos

. Departemen Sosial
BPS

. Kantor pos pemeriksa kabupaten/kota (KPRK)

. Pemda (Bagian Sosial, Sekda/Asda) dan/atau Bappeda
. Dinas Sosial

. Dininfokom

BPM

. Polres

. Media lokal

LSM

. BPS/mantis

. Kantor pos cabang (KPC)

2. Kabupaten/kota

. Camat/sekcam
PMD

. Polsek

. Kepala desa/sekretaris desa (sekdes)/kepala urusan (kaur)
emerintahan

. Mitra/pembantu mitra 4
. RW/dusun 14
. Ketua RT 16
BPD 3
. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) 12
. Rumah tangga penerima BLT 2005 dan 2008 90
. Rumah tangga penerima BLT 2008 6

3. Kecamatan
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4. Desa/kelurahan
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. Rumah tangga penerima BLT 2005
10.Rumah tangga miskin nonpenerima BLT 28

1.3.4 Anggota Tim Peneliti dan Jadwal Penelitian

Tim peneliti SMERU berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang penasihat, yaitu Sudarno
Sumarto, dan 11 orang peneliti, yaitu Meuthia Rosfadhila, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono,
Silvia Devina, Robert Justin Sodo, Muhammad Syukri, Nur Aini Talib, Upik Sabainingrum, Dedi
Ali Ahmad, Eduwin Pakpahan, dan Sinta Satriana. Kesebelas peneliti tersebut terbagi menjadi
lima tim yang masing-masing bertanggung jawab melakukan penelitian di satu kabupaten/kota
dengan bantuan para peneliti lokal, yakni Basyri Nasution, Pitriati Solihah, Fathur Rohman,
Syahbudin Hadid, dan Salha Marasaoly. Dengan demikian, satu tim rata-rata terdiri dari dua
peneliti SMERU dan satu peneliti lokal.

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 15 minggu yang dimulai sejak minggu
kedua Agustus 2008 (lihat Tabel 3). Penelitian lapangan di lima kabupaten/kota dilakukan
secara serentak selama 14 hari, yakni mulai 24 Agustus sampai 6 September 2008. Penulisan
temuan utama dan rekomendasi diagendakan selesai pada akhir September 2008 yang
dilanjutkan dengan penulisan draf laporan sampai dengan akhir Oktober 2008. Laporan akhir
dijadwalkan selesai pada akhir November 2008.



Tabel 3. Jadwal Penelitian BLT 2008

Agustus 2008 September 2008 Oktober 2008 November 2008
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Tahap persiapan dan observasi
peserta
2. Penelitian lapangan -
3. Data entry dan analisis -

Aktivitas

4. Penulisan temuan utama dan -
rekomendasi
5. Lokakarya .
6. Penulisan draf laporan _
7. Penulisan laporan akhir
8. Penerjemahan laporan

Pelaksanaan beberapa aktivitas, yaitu lokakarya, penulisan laporan akhir, dan penerjemahan
laporan, mengalami penundaan karena adanya permasalahan teknis. Situasi politik Indonesia
saat itu—menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2009—juga kurang mendukung sehingga
lokakarya tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Ketentuan Bank Dunia pun tidak
membolehkan diadakannya lokakarya selama masa pemilu. Lokakarya yang seharusnya
dilaksanakan saat penulisan draf laporan baru dapat dilaksanakan bulan Juli 2009, lalu
dilanjutkan dengan penulisan laporan akhir sampai dengan Agustus 2009. Laporan akhir dalam
bahasa Inggris diselesaikan pada awal Oktober 2009.



IIl. EVALUASI PELAKSANAAN BLT

2.1 Kelembagaan

Program BLT dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan
fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres No. 3
Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BLT 2008, penanggung jawab
penyaluran dana BLT adalah Depsos yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah
terkait. Melalui Kepmensos No. 28/HUK/2008, Menteri Sosial menunjuk PT Pos Indonesia
dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BL'T 2008 kepada RTS.

Sebagai wadah kegiatan koordinasi, seperti dapat dilthat dalam Gambar 1, di setiap tingkat
pemerintahan dari pusat hingga kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Program (UPP) dengan
kewenangan melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan program. UPP diketuai oleh
departemen/instansi/dinas sosial dan beranggotakan berbagai instansi pemetintah terkait seperti
Depkominfo, PMD, BPS, dan Bappeda/sekretatis daerah.

PT Pos Indonesia dan
DEFSOS ” 4 Tim Pengendali Terpada * BRI
Tim Pengarsh Tim Koordinasi Pusat 1
UPP-BLT Pusut T
I Prsat
Drings’ Eaglansi Sosial :
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UPPBLT Irevinsi o
Provingi
________ i_-_._.,.--.-.-.-....-....‘.-..-. R RS S S U LU ST s sy 8
Das) instznst Sosial L ! .
Kahi ota ——*  Tim Kooodinasi Kab¥oa [  Kantor Pernerikss Pes
dan BR Enit’ Cabang
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Gambar 1. Struktur organisasi Program BLT 2008
Sumber: Departemen Sosial RI, 2008.



Berbeda dengan peran kelembagaan pada pelaksanaan Program BLT 2005, peran kelembagaan
Program BLT 2008 dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten/kota, terutama pendelegasian tugas
dan wewenang, tampak berjalan efisien. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum
pelaksanaan BLT 2008, yakni Inpres No. 3 Tahun 2008 dan Surat Keputusan (SK) Mendagti No.
541/1336/SJ Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan BLT, sudah diterima sebelum
pencairan dilakukan. Namun demikian, derajat respons terhadap pendelegasian tugas/wewenang

dan koordinasi dari pusat berbeda-beda.

Di Kabupaten Cianjur, pemda setempat merespons pendelegasian tugas dan wewenang
melalui rapat-rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang melibatkan instansi terkait,
termasuk unsur TNI dan Kepolisian, dan dilakukan secara sistematis hingga ke tingkat
kecamatan. Di Kabupaten Bima, Kabupaten Tapteng, dan Kabupaten Demak, kendali
koordinasi berada di tangan Dinsos yang melibatkan instansi terkait seperti Bappeda, PT Pos,
BPS, dan seluruh camat/perwakilannya untuk menghadiri acara sosialisasi teknis program. Di
Kota Ternate, koordinasi antartingkat dilaksanakan sampai ke tingkat lurah. Sifat koordinasi
masih sebatas kegiatan sosialisasi program antartingkat dan antarelite, dan tidak meluas dan
intensif hingea ke aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selain itu, koordinasi tidak
menyentuh pengaturan langkah-langkah lanjutan dan antisipatif untuk melakukan evaluasi dan
pengawasan secara sistematis terhadap pelaksanaan program. Orientasi koordinasi
kelembagaan tampaknya lebih bertujuan sebagai pemenuhan syarat formal.

Berbeda dengan pelaksanaan Program BLT 2005 yang didominasi oleh peran BPS, dalam
pelaksanaan Program BLT 2008 peran dominan dipegang oleh PT Pos. Di wilayah sampel,
pos berperan mulai dari proses sosialisasi, pemberian penjelasan tentang verifikasi data RTS,
pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) ke tingkat desa/kelurahan, pencairan dana,
dan penerimaan pengaduan dati masyarakat. Lembaga/instansi lainnya hanya terlibat dalam
proses sosialisasi dan koordinasi antarinstansi, serta cenderung menunggu informasi dari
pihak kantor pos.

Secara umum persoalan kelembagaan Program BLT berkisar pada persoalan koordinasi dan
konsolidasi antartingkat dan antarlembaga serta kecepatan dan daya tanggap terhadap instruksi
dari lembaga yang memiliki kewenangan penanganan program di tingkat atas kepada pihak-pihak
di bawahnya. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi kelembagaan antarlembaga dan antartingkat
(kabupaten, kecamatan, dan desa) dipicu oleh sejumlah faktor, yaitu (i) ketidakjelasan pembagian
kewenangan antarinstansi, (if) lambatnya pencairan dana rapat koordinasi dan operasional BLT-
RTS dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten, (iif) proses birokrasi yang cukup berbelit, dan (iv)
kerancuan pemahaman atas tujuan dan sifat Program BLT 2008.

Pembentukan UPP BLT-RTS hanya terjadi di tingkat kabupaten/kota, dan tidak sampai ke
tingkat kecamatan seperti yang tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) Program BLT 2008. D1
hampir semua daerah sampel, pembentukan UPP ini dituangkan dalam surat keputusan (SK)
kepala daerah setempat. Namun, di Kabupaten Bima SK pembentukan unit ini ditandatangani
oleh Kepala Dinas Sosial setempat. Surat keputusan tersebut hanya memuat struktur unit
pelaksana teknis BLT 2008 dan tidak memerinci fungsi dan kewenangan pembinaan, supervisi,
dan pengawasan program dari masing-masing instansi yang terlibat di dalamnya.

Akibat lambatnya pencairan dana operasional di Kota Ternate, rapat koordinasi yang seharusnya
dilaksanakan pada awal pelaksanaan program akhirnya dilakukan setelah penyelenggaraan
sosialisasi BLT 2008. Di Kabupaten Bima, UPP BLT-RTS terpaksa membatasi kegiatan
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program karena dana operasionalnya belum
diterima. Sesuai aturan yang berlaku, dana tersebut baru dapat dicairkan bila seluruh laporan



kegiatan operasional dan laporan surat perintah jalan (SPJ) staf sudah ditandatangani dan dikirim
ke pemerintah provinsi. Atas dasar pelaporan tersebut, pemerintah provinsi dapat mencairkan
dana operasional program. Di Kabupaten Tapteng, kegiatan pengawasan dan evaluasi bahkan
tidak pernah dilakukan. Hal ini terjadi tidak saja karena Dinas Sosialnya baru saja terbentuk tiga
bulan sebelum penelitian dilakukan (sekitar Mei 2008), tetapi juga karena belum diterimanya
dana operasional.

Persoalan lain yang menyangkut kelembagaan adalah adanya persepsi negatif terhadap program
dari sebagian aparat pemerintah dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, LSM, dan media.
Mereka menganggap bahwa BLT hanya membuat masyarakat menjadi malas dan konsumtif. Oleh
karena itu, sebagian pemangku kepentingan mendorong agar Program BLT diganti dengan
program pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh desa.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi Program BLT 2008 antatlembaga dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan. Kecuali di Kota Ternate, sosialisasi hanya dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi
(rakor) yang melibatkan muspida dan instansi terkait seperti pemda, Dinsos, BPS, PT Pos,
Bappeda, BPM, dan camat. Kepala desa/lurah dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika)
hanya dilibatkan dalam sosialisasi di tingkat kecamatan. Di Kota Ternate, sosialisasi Program
BLT 2008 dilakukan terpisah sebelum pelaksanaan rakor dan langsung melibatkan lurah.

Pelaksanaan sosialisasi antarlembaga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten umumnya
dimotori oleh Dininfokom, Dinsos, dan kantor pos. Hal ini berbeda dari pelaksanaan
sosialisast BLT 2005 dengan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan sosialiasi
kepada aparat pemda. Selain melalui rakor, Dininfokom juga melakukan sosialisasi melalui
pamflet, siaran radio, dan konferensi pers.

Adapun sosialisasi untuk masyarakat tidak dilakukan secara formal. Masyarakat RTS
umumnya mendapatkan informasi tentang BLT 2008 hanya dari aparat desa/kelurahan. RTS
memperoleh informasi tentang rencana pelaksanaan pencairan dana dari aparat desa,
terutama ketua RT/RW, pada saat menerima KKB. Di sisi lain, masyarakat non-RTS
memperoleh informasi tersebut tidak saja dari mulut ke mulut tetapi juga melalui berita dan
artikel media lokal atau melalui iklan layanan masyarakat. Di Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Demak, sosialisasi kepada masyarakat disisipkan dalam berbagai kegiatan rutin
dinas atau kecamatan. Di salah satu desa di Kabupaten Cianjur sosialisasi juga dilakukan
dalam kegiatan keagamaan (pengajian, khotbah Jumat).

Di semua daerah sampel, kecuali Kota Ternate, materi sosialisasi Program BLT 2008 hanya
terfokus pada teknis pelaksanaan program seperti verifikasi, distribusi KIKB, jadwal pencairan, dan
jumlah dana yang dicairkan. Penjelasan penting mengenai apa itu BLT, latar belakang, tujuan, dan
kriteria penerima BLT kurang mendapat perhatian serius. Sosialisasi materi-mateti tersebut amat
penting untuk meminimalisasi konflik dan meningkatkan peran pengawasan dari masyarakat.

Dibandingkan dengan sosialisasi BLT 2005, pelaksanaan sosialisasi BLT 2008 sudah jauh lebih
baik, terutama mengenai pencairan dana. Pada BLT 2005, kelemahan sosialisasi teknis program
terjadi di hampir semua tahapan, mulai pendataan, pencairan dana, hingga mekanisme
pengaduan. Peningkatan kualitas pencairan dana BL'T 2008 dimungkinkan karena adanya upaya
sosialisasi intensif dari pthak media, kantor pos, dan aparat desa. Pemberitaan mengenai tanggal
pencairan dana telah disebarluaskan tidak hanya melalui media radio dan media cetak, tetapi juga
melalui salinan jadwal pencairan yang disebarkan pihak pos ke aparat desa.



2.3 Verifikasi dan Ketepatan Sasaran
2.3.1 Proses Verifikasi

Dasar penentuan penerima BLT 2008 adalah hasil proses verifikasi pangkalan data RTS
2005/06 yang telah mengalami pemutakhiran di 1.000 kecamatan terkait Program Keluarga
Harapan (PKH) dan dikenal sebagai Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
(SPDKP) 2007. RTS 2005/2006 ditetapkan oleh BPS melalui Pendataan Sosial Ekonomi 2005
(PSE05.RT) yang kemudian dikoreksi dengan penerima susulan pada awal 2006. Penerima
BLT 2008 di daerah sampel, Kabupaten Bima dan Kabupaten Tapteng sudah menggunakan
data hasil pemutakhiran SPDKP 2007, sedangkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan
Kota Ternate masih menggunakan data yang sama dengan BLT 2005/06 (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah RTS di Lima Kabupaten/Kota Sampel

BLT 2008
Pemutakhiran i
Kab::tzten/ BLT 2005/06 PKH KKB yang KK?:ifllalﬁtglrI;asr;:‘tau
(SPDKP 2007) Diterima RTS Pencetakan
Jumlah %

Kabupaten Tapteng 35.861 34.900 34.780 120 0,3
Kabupaten Cianjur 195.579 - 160.324 35.255 18,0
Kabupaten Demak 119.000 - 117.439 1.561 1,3
Kabupaten Bima 52.614 51.815 48.409 3.406 6,6
Kota Ternate 3.915 - 3.877 38 1,0

BPS Pusat selaku pemilik pangkalan data tersebut mengirim data nama dan alamat RTS ke PT
Pos untuk pencetakan KKB. KKB yang telah dicetak oleh PT Pos kemudian dikirim bersama
daftar nominatif RTS ke seluruh kantor pos di Indonesia. Kantor pos kemudian menyerahkan
daftar nominatif tersebut kepada kepala desa/lurah untuk diverifikasi. Di Kabupaten Bima,
Kabupaten Cianjur, dan Kota Ternate, daftar nominatif langsung diserahkan oleh KPRK
kepada kepala desa/lurah. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tapteng, daftar nominatif
diserahkan kepada kepala desa/lurah melalui kantor pos cabang (IKPC).

Sesuai juknis Program BLT 2008, petugas kantor pos bersama aparat desa berkewajiban
melakukan verifikasi data penerima BL'T 2005/06 dari BPS melalui proses rembuk desa yang
melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa/kelurahan. Kecuali di Kabupaten Tapteng dan
Kabupaten Cianjur, proses verifikasi lebih banyak dilakukan oleh aparat desa/kelurahan tanpa
melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT/RW,
kepala dusun (kadus), dan lain-lain dengan dalih keterbatasan waktu, sumber daya, dan potensi
konflik lokal. Di Kabupaten Bima dan Kabupaten Demak, verifikasi dilakukan sepenuhnya
oleh ketua RT tanpa melibatkan unsur masyarakat. Di Kota Ternate, pihak kelurahan
melakukan pengecekan data hanya dengan melibatkan staf internal kelurahan dan tidak
melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur,
selain untuk keperluan verifikasi, rembuk di tingkat RT/RW juga dilakukan untuk membuat
kesepakatan tentang pemotongan dana BLT.

Dalam juknis Program BLT 2008 telah ditegaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk
mengidentifikasi RTS yang telah pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak atas
BLT karena kesejahteraannya meningkat, lalu membatalkan atau menahan KIKB RTS tersebut.



RTS yang semula memegang KKB ini kemudian diganti oleh rumah tangga lain yang
berhak/layak menerima dengan syarat jumlahnya tidak melebihi jumlah yang dibatalkan.
Namun, terjadi berbagai penyelewengan dalam proses verifikasi ini. Hampir di seluruh daerah
sampel proses verifikasi hanya diarahkan kepada penerima BLT 2005 yang telah meninggal
dan pindah. Kecuali di Kabupaten Bima, verifikasi terhadap penerima yang tidak layak
menerima (zuclusion error) tidak dilakukan untuk menghindari potensi konflik atau ancaman
terhadap aparat. Di satu desa di Kabupaten Demak, RTS yang sudah pindah tidak dicoret dari
daftar penerima, dan uang yang menjadi hak RTS yang sudah pindah tersebut dicairkan oleh
ketua RT yang membagikannya secara merata kepada mereka yang tidak menerima BLT.Hal
ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik seperti pada waktu pendataan 2005.

Di Kota Ternate terdapat kesepakatan di tingkat kota untuk tidak mengganti nama penerima
BLT 2005. Di Kabupaten Tapteng kesepakatan yang sama dibuat di tingkat provinsi. Namun
pada praktiknya kesepakatan tersebut tidak selalu ditaati oleh aparat desa. Di salah satu desa di
Kabupaten Tapteng, aparat desa tetap mengalihkan KKB kepada penerima lain yang juga layak
dan membekali penerima baru tersebut dengan surat keterangan dari desa supaya dapat
mengambil dana mereka di kantor pos.

Dalam melakukan verifikasi terhadap penerima yang tidak layak atau mencari pengganti rumah
tangea yang berhak, aparat desa/RT/dusun di sebagian daerah sampel mengaku menggunakan
14 kriteria yang digunakan oleh BPS pada pendataan BLT 2005. Di Kota Ternate, pada saat
sosialisasi BPS memberikan pengarahan kepada lurah mengenai 14 kriteria untuk menentukan
apakah rumah tangga tersebut layak menerima BLT atau tidak. Di Kabupaten Demak, BPS
memberikan pengarahan agar tetap berpegang pada 14 kriteria yang telah ditentukan kepada
aparat desa yang datang ke BPS untuk menanyakan hal ini.

Selain menggunakan 14 kriteria BPS, beberapa daerah sampel juga menggunakan kriteria lokal
untuk menentukan rumah tangga yang tidak layak atau mencari rumah tangga pengganti yang
layak. Di salah satu desa di Kabupaten Tapteng, RTS pengganti adalah rumah tangga yang
masuk dalam kriteria janda miskin, penyandang cacat, atau jompo. Di salah satu RW di
Cianjur, kriteria RTS susulan adalah jika tidak mempunyai rumah dan memiliki dua hingga tiga
orang anak. Sementara itu, di RW yang lain kriteria RTS susulan yang digunakan adalah rumah
tangga yang tidak mempunyai rumah sendiri, sudah lama tinggal di wilayah tersebut, dan tidak
memiliki penghasilan tetap. Di salah satu desa di Kabupaten Demak, kriteria warga yang tidak
layak menerima BLT 2008 yang ditetapkan oleh ketua RT adalah mereka yang memiliki tanah
atau sawah, memiliki motor, dan rumahnya berdinding tembok serta berlantai keramik.

Terbatasnya waktu verifikasi, yakni rata-rata satu sampai dua minggu, merupakan salah satu
hambatan dalam proses verifikasi di tingkat desa/kelurahan. Di salah satu desa di Kabupaten
Bima, aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan RTS yang diganti melakukan unjuk
rasa di depan kantor pos kecamatan menolak hasil verifikasi dan menuntut tetap mendapat
BLT. Petugas kantor pos cabang kecamatan pun terpaksa memenuhi tuntutan mereka.
Berdasarkan hasil verifikasi di Cianjur, terdapat 35.255 RTS yang akan menerima KKB baru
atau sekitar 18% dari jumlah RTS, sebaliknya di Kabupaten Bima sekitar 6,6% dari jumlah RTS
batal menerima KKB. Jumlah RTS di Kabupaten Tapteng, Kabupaten Demak, dan Kota
Ternate yang batal menerima KKB atau KKB-nya dalam proses cetak lebih sedikit, masing-
masing hanya 0,3%, 1,3%, dan 1%. (lihat Tabel 4).



2.3.2 Ketepatan Sasaran

Untuk menganalisis ketepatan sasaran Program BLT 2008, dilakukan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengamatan tim SMERU dan berdasarkan
jawaban sebagian besar responden yang menyatakan bahwa masih ada ketidaktepatan sasaran
(mistargeting) pada BLT 2008. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa masih ada
rumah tangga miskin yang tidak mendapat BLT dan sebaliknya, masih ada rumah tangga
mampu yang menerima BLT 2008. Hal ini didukung oleh hasil FGD dengan elite di tingkat
kabupaten dan desa yang menegaskan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu masalah
dalam program ini dan bahwa perbaikan pendataan harus dilakukan. Penggunaan data
2005/2006 yang tidak mutakhir dan validitasnya masih meragukan, ditambah proses verifikasi
yang juga tidak valid dan cenderung diwarnai oleh subjektivitas aparat RT/RW atau aparat
desa/kelurahan menyebabkan tetjadinya ketidaktepatan sasaran pada BLT 2008. Selain itu,
kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat desa/RW/RT untuk tidak
mengalihkan atau mengganti RTS yang pindah, meninggal dunia, atau meningkat
kesejahteraannya demi menghindari konflik justru memperparah ketidaktepatan sasaran pada
Program BLT 2008.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, tim SMERU melakukan pendataan ulang atas
responden penerima BLT 2005 dari studi BLT SMERU terdahulu, lalu menambahkan
beberapa responden baru yang juga merupakan penerima BLT dengan menggunakan
kuesioner PSEO5.RT seperti yang dilakukan oleh BPS untuk BL'T 2005. Sekitar 60% dari total
96 responden penerima BLT 2008 adalah responden penerima dari studi BLT 2005;
selebihnya yang tidak dapat ditemui karena pindah atau meninggal dunia digantikan oleh
responden lain yang memenubhi kriteria yang sama.

Dengan menggunakan sistem dan nilai pembobotan yang sama dengan BLT 2005, untuk 14
indikator kemiskinan yang terdapat dalam kuesioner PSE05.RT, masing-masing responden
rumah tangga dihitung skornya untuk mengukur tingkat kelayakan responden tersebut
menerima BLT 2008. Skor akhir yang diperoleh setiap rumah tangga berkisar antara 0 dan 1.
Semakin tinggi skor responden berarti semakin tidak mampu responden tersebut; semakin
rendah skor responden berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraan responden tersebut.
Selanjutnya, untuk penetapan layak tidaknya rumah tangga menerima BLT, digunakan batas
(cut-off poin?) 0,2 pada skor yang dihasilkan. Artinya, mereka yang memiliki skor 0,2 atau lebih
ditetapkan sebagai rumah tangga miskin.

Pada cut-off point 0,2 (lihat Tabel 5) terdapat 98,9% RTS yang layak menerima BLT 2008. Hasil
perhitungan ini menunjukkan tingkat ketepatan sasaran yang cukup tinggi pada BLT 2008.
Namun, fakta tentang tidak betjalannya proses verifikasi data BLT 2005/06 di sebagian daerah
menyiratkan bahwa angka (cut-off point 0,2) tersebut terlalu tinggi untuk menggambarkan
tingkat ketepatan sasaran BLT 2008 di daerah sampel.

Untuk mendapatkan tingkat ketepatan sasaran yang lebih menggambarkan kondisi lapangan,
dilakukan analisis sensitivitas dengan menaikkan cuz-off point menjadi 0,4 dan 0,6. Hasilnya,
proporsi RTS yang layak menerima BLT 2008 mengalami penurunan seiring dengan
peningkatan cut-off point. Dart sini terlihat bahwa penentuan cut-off point dalam proses penetapan
sasaran sangat penting karena semakin tinggi cut-off point, semakin efektif penyaringan yang
dapat dilakukan sehingga hanya rumah tangga yang sangat miskin sajalah yang terjaring dan
rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan akan tereliminasi.



Jika dibandingkan dengan BLT 2005, proporsi RTS yang layak menerima BLT 2008 tidak
mengalami perubahan pada cut-off point 0,2. Sebaliknya, pada cut-off point 0,4 dan 0,6 terjadi tren
penurunan proporsi RTS jika dibandingkan dengan 2005. Penurunan proporsi RTS yang layak
menerima BLT 2008 dibandingkan dengan 2005 pada cut-off point 0,4 dan 0,6 menandakan
telah terjadi peningkatan kesejahteraan pada sebagian RTS dalam kurun waktu 2005-2008.
Dengan kata lain, sebagian penerima yang dulu menerima BLT 2005 sebenarnya sekarang
sudah tidak layak lagi menerima bantuan serupa. Selain itu, jika ketiga cut-off point itu saling
diperbandingkan, penurunan proporsi RTS yang layak menerima BLT terbesar antara 2005
dan 2008 terjadi pada cut-off point 0,6. Hal ini menandakan bahwa antara 2005 dan 2008
peningkatan kesejahteraan terbesar terjadi pada RTS yang sangat miskin, bukan pada rumah
tangga yang hampir miskin.

Berdasarkan hasil perhitungan per daerah, terlihat bahwa Kota Ternate memiliki proporsi
terendah untuk RTS yang layak menerima BLT 2008, sedangkan Kabupaten Bima memiliki
proporsi yang tertingei. Rendahnya proporsi RTS yang layak menerima BLT di Kota Ternate
berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan yang rendah di daerah tersebut’. Untuk itu,
seperti halnya penentuan bobot yang berbeda-beda untuk setiap variabel di masing-masing
daerah, seharusnya cut-off point juga dibedakan antardaerah.

Tabel 5. Proporsi RTS yang Layak Menerima BLT

Cut-off points

Daerah 0,2 0,4 0,6 N
2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Kabupaten Tapteng 100 100 94,4 88,2 83,3 47 18 17
Kabupaten Cianjur 100 100 95 79 95 68 20 19
Kabupaten Demak 100 100 94,1 42,8 64,7 14,3 17 7
Kabupaten Bima 100 100 100 100 88,8 80 18 25
Kota Ternate 95 95,4 90 63,6 50 9,1 20 22
Total 98,9 98,9 94,6 80,0 76,3 48,9 93 90
Responden Panel 98,2 100 94,6 80,3 78,5 44,6 56

2.4 Penyaluran Dana
2.4.1 Pembagian KKB

RTS menerima KKB yang berisi identitas penerima untuk digunakan saat pengambilan dana.
Data RTS disiapkan oleh BPS Pusat yang kemudian diserahkan ke PT Pos Indonesia untuk
dicetak KKB-nya. Pencetakan KKB dilakukan untuk 434 kabupaten/kota oleh PT Pos
Indonesia yang terbagi atas 5 tahap. Periode pencetakan KKB dimulai 15 Mei sampai dengan
16 Juni 2008. Dari kelima kabupaten/kota sampel, hanya Kota Ternate yang termasuk dalam
tahap kedua pencetakan KKB, sedangkan keempat kabupaten lainnya masuk ke dalam tahap
kelima (lihat Tabel 6).

?Tingkat kemiskinan di Kota Ternate berdasarkan perhitungan BPS pada 2007 sebesar 4,26%.



Tabel 6. Jadwal Pencetakan KKB

Tahap Jumlah Jumlah Data Proses Pencetakan KKB
Kabupaten/Kota Diterima Periode Jumlah Cetak
| 10 778.790 15-21 Mei 778.790
I 26° 699.092 22-26 Mei 699.092
Il 98 3.348.166 27-31 Mei 3.348.166
\Y 139 5.534.246 1-5 Juni 5.534.246
\% 161° 8.657.764 6-16 Juni 8.657.764
Total 434 19.018.058 - 19.018.058

#Kota Ternate adalah satu-satunya daerah sampel yang termasuk dalam tahap Il pencetakan KKB.
bKabupaten Tapteng, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Bima termasuk dalam tahap V pencetakan KKB.

Setelah dicetak, KKKB langsung dikirim ke KPRK di seluruh Indonesia. Untuk beberapa
kabupaten/kota yang tidak memiliki KPRK, KKB dikirimkan ke KPRK yang terdekat dengan
kabupaten/kota tersebut. Untuk Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Demak, KKB dikirim
masing-masing ke KPRK Sibolga dan ke KPRK Semarang. Untuk Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Bima, dan Kota Ternate, KKB langsung dikirim ke KPRK masing-masing
kabupaten/kota tersebut.

Dalam proses pencetakan KIKB masih ditemukan kesalahan cetak nama dan alamat RTS. Hal
ini khususnya masih ditemukan di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Bima. Di satu desa di
Kabupaten Tapteng bahkan terdapat kasus satu nama memiliki tiga KKB.

Berbeda dengan BLT 2005, pembagian KKB pada BLT 2008 hanya melibatkan KPRK dan
aparat kecamatan/desa dan tidak melibatkan BPS kabupaten/kota. Secara umum alur
pembagian KKB ke RTS dimulai dari penyerahan KKB secara langsung oleh KPRK ke kepala
desa/lurah dengan penandatanganan berita acara serah terima KKB oleh lurah. Penyerahan
KKB dilakukan di kantor pos atau kantor kecamatan. Kepala desa/lurah atau staf
desa/kelurahan kemudian menyerahkan KKB tersebut langsung ke RTS atau melalui
RT/RW/kepala dusun, atau RTS langsung mengambil KKB masing-masing di kantor
desa/kelurahan.

Di Kabupaten Tapteng, setelah KIKB diambil oleh kantor pos pembantu dari KPRK Sibolga,
pihak pos menghubungi kepala desa (kades) untuk mengambil KKB. Kepala desa kemudian
menyerahkan KKB kepada kepala lorong (keplor)’ untuk dibagikan langsung ke rumah RTS.
Di salah satu desa, ada kades yang memberitahukan kepada RTS-RTS untuk langsung
mengambil KKB di rumahnya karena di desa tersebut hanya ada satu keplor yang berperan
aktif. Di Kabupaten Demak, KPRK Semarang menurunkan petugasnya di bawah koordinasi
koordinator pelaksana untuk membagikan KKB ke setiap kecamatan. Pihak kecamatan lalu
memanggil kades untuk menerima KKB dan kemudian kades menyerahkan KKB tersebut
kepada ketua RT untuk dibagikan kepada RTS.

Di Kabupaten Cianjur, kantor pos menyerahkan KKB kepada kades pada saat rapat di
kecamatan. Kades kemudian menyerahkan KKB kepada ketua RT untuk dibagikan ke rumah
RTS. Di Kabupaten Bima dan Kota Ternate, KKB langsung diserahkan oleh KPRK setempat
kepada kades yang meneruskannya kepada ketua RT untuk dibagikan langsung kepada RTS.
Di Kota Ternate, KKB dibagikan kepada RTS dengan cara yang beragam. Selain melalui RT,
ada KKB yang langsung diserahkan oleh staf kelurahan kepada RTS atau diambil sendiri oleh

Lorong adalah wilayah administrasi yang setara dengan dusun. Satu desa terdiri atas beberapa lorong,



RTS di kelurahan. Informasi bahwa RTS harus mengambil KKB di kelurahan tidak selalu
berasal dari staf kelurahan atau ketua RT. Informasi tersebut dapat bersumber dari tetangga
atau RTS lain yang sudah lebih dulu mengambil KKB. Untuk menghindari kecemburuan sosial
dan konflik, sebagian daerah melakukan pembagian KKB secara tertutup. Bahkan di Kota
Ternate, menurut salah satu responden, staf kelurahan berpesan kepada para responden yang
mengambil KKB di kelurahan supaya tidak menunjukkan KKB tersebut ke orang lain karena
dikhawatirkan akan menimbulkan rasa cemburu pada masyarakat yang tidak menerima BLT.

Penyerahan KKB dari KPRK ke kades sangat bergantung pada cepat atau lambatnya proses
verifikasi dan letak geografis desa. Pada umumnya tahapan penyerahan KKB ke kades diawali
dengan penyerahan daftar RTS yang sudah diverifikasi, dan kantor pos hanya menyerahkan
KKB berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Namun, di Kabupaten Tapteng ditemukan
KKB yang sudah dibatalkan tetapi masih berada di tangan kades dan hingga saat ini belum
dikembalikan ke kantor pos. Semakin jauh lokasi desa dari KPRK, semakin dekat jarak waktu
antara pembagian KKB dan pencairan dana BLT. Di sebagian daerah, pembagian KKB
dilakukan satu sampai dua hari menjelang pencairan dana. Bahkan di Kota Ternate, RTS yang
berdomisili di tiga pulau (Batang Dua, Moti, dan Hiri) baru menerima KKB pada saat
pencairan dana BLT.

Pada saat pembagian KKB tidak ada pungutan/biaya yang dibebankan kepada RTS. Secara
umum pembagian KKB ke RTS berlangsung lancar. Kantor pos menetapkan aturan bahwa
KKB yang sudah diterima oleh RTS tidak boleh hilang karena tidak ada penggantian atas
KKB yang hilang oleh kantor pos. Ketentuan ini menyebabkan seorang ketua RT di
Kabupaten Demak menarik kembali KKB setelah pencairan BLT tahap pertama karena
alasan keamanan KKB. Akan tetapi RTS keberatan karena, selain tidak ada jaminan bahwa
ketua RT bisa memberikan kartu pengganti jika kartu itu hilang, hal ini memberikan
peluang terjadinya pemotongan dana BLT.

Pelaksana pembagian KKB di setiap kecamatan mendapat insentif yang disalurkan melalui
kantor pos. Insentif tersebut dihitung per jumlah KKB yang dibagikan, yaitu Rp2.500 per
KKB dengan perincian Rp250 untuk camat, Rp500 untuk kades/lurah, Rp750 untuk RW, dan
Rp1.000 untuk RT. Insentif sebesar Rp2.500 per KKB tersebut juga dikenai PPH Pasal 21
sebesar 5%. Akan tetapi, kurang transparannya informasi mengenai honor tersebut
menyebabkan pengetahuan antara daerah yang satu dan daerah yang lain tentang keberadaan
dan pembagian honor distribusi KKB berbeda-beda. Di Kabupaten Bima, keberadaan honor
pembagian KKB sama sekali tidak diketahui oleh para aparat desa dan ketua RT/RW. Di Kota
Ternate, keberadaan honor tersebut hanya diketahui oleh lurah yang belum mengambilnya. D1
Kabupaten Tapteng, walaupun sebagian aparat desa mengetahui tentang honor tersebut,
mereka belum mengambilnya. Di Kabupaten Cianjur, honor tersebut hanya diketahui dan
diterima oleh aparat desa (kades atau sekdes), dan tidak dibagikan ke ketua RT/RW. Di
Kabupaten Demak, honor tersebut dibagikan sampai ke ketua RT/RW berdasarkan jumlah
RTS atau dibagi rata.

2.4.2 Pencairan Dana

Terkait dengan jadwal pencetakan KKB, Kota Ternate merupakan wilayah sampel yang
mendapat jadwal pencairan dana paling awal dibandingkan dengan empat kabupaten sampel
lainnya. Namun, masih terdapat 168 (4,5%) yang belum dibayarkan. Pada saat peneliti datang
ke lapangan, proses pencairan di masing-masing daerah sampel mencapai kisaran antara
88,3%-97,8% (lihat Tabel 7).



Tabel 7. Jadwal Pencairan BLT dan Jumlah KKB yang Sudah/Belum Dibayarkan di
Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota Jadwal Pencairan BLT giﬁsyi?f;ha giﬁzyiﬁi:?a
1. Kabupaten Tapteng 11-29 Juli 2008 30.461 3.555
2. Kabupaten Cianjur 17 Juli-23 Agustus 2008 156.930 3.394
3. Kabupaten Demak 14-24 Juli 2008 n.a. n.a.
4. Kabupaten Bima 21-27 Juli 2008 46.081 2.328
5. Kota Ternate 19-25 Juni 2008 3.709 168

& Jumlah terakhir saat peneliti datang ke lapangan (23 Agustus—6 September 2008).

Sama seperti BLT 2005, penyaluran dana BLT 2008 juga dilakukan oleh kantor pos. Proses
pencairan dana BLT 2008 relatif lebih baik dibandingkan pada 2005 karena PT Pos melakukan
beberapa perbaikan untuk menjamin kelancaran pencairan dana BLT 2008, antara lain dengan
menambah jumlah titik pencairan, jumlah loket, serta staf. Karena tidak semua kecamatan di
kabupaten/kota sampel memiliki kantor pos cabang, PT Pos menambah jumlah titik pencairan
di lokasi-lokasi yang jauh. PT Pos menerapkan sistem “jemput bola” terutama kepada penerima
yang sudah lanjut usia (lansia), yang sakit, dan yang berada di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Cianjur, PT Pos melaksanakan sistem ”jemput bola” dengan cara menambah
tittk pencairan di beberapa desa yang melapor tentang keberadaan orang jompo/sakit. Selain
itu, kantor pos juga menyediakan loket khusus untuk penerima lansia, cacat, dan sakit. Di
Kabupaten Tapteng, agar mekanisme “jemput bola” ini bisa dijalankan, PT Pos mensyaratkan
surat permohonan dari kepala desa beserta tanda tangan minimal setengah dari jumlah RTS di
desa tersebut. Dengan menggunakan prosedur tersebut, PT Pos melakukan pencairan dana di
beberapa desa yang berlokasi jauh. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Bima, untuk lokasi
yang jauh PT Pos menambabh titik pencairan yang bertempat di kantor kecamatan setempat. Di
Kota Ternate, pencairan dana di tiga pulau difasilitasi dan didanai oleh pemda yang, antara
lain, menyediakan speedboat sewaan.

Walaupun di beberapa daerah PT Pos sudah menerapkan sistem “jemput bola”, informasi
mengenai sistem tersebut tidak diketahui oleh seluruh masyarakat pada saat sebelum
pencairan. Dengan demikian, sebagian RTS menganggap titik distribusi yang ada masih terlalu
jauh. Biaya transportasi untuk pencairan dana umumnya berkisar Rp5.000—Rp25.000 pulang
pergi (pp). Di Kabupaten Cianjur biaya transportasi RTS lansia bisa mencapai Rp40.000
karena mencakup ongkos transportasi bagi pengantar.

Untuk kenyamanan penerima BLT saat menunggu giliran menerima dana dan demi kelancaran
pencairan BLT 2008, seluruh kantor pos menyediakan tenda, kursi, air minum, dan pengeras
suara. Di sebagian daerah, kantor pos memperpanjang waktu pelayanan selama pencairan BLT.
Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, pelayanan sudah dimulai sejak pukul 06.00
hingga sekitar pukul 17.00. Kantor pos juga melakukan penjadwalan (hari dan jam) berdasarkan
desa/kelurahan dan menerapkan sistem nomor antrean atau membuat/mengatur alur antrean
untuk mengantisipasi penerima yang datang bersamaan dan berdesakan pada hari pertama.
Umumnya kantor pos menyediakan waktu pelayanan pencairan dana selama seminggu. RTS
yang melakukan pencairan di luar batas waktu tersebut harus mengambil di KPRIK/kantor pos
cabang kabupaten. Berbeda dengan BLT 2005, batas akhir pencairan dana BLT 2008 ditetapkan
hingga 31 Desember 2008. Akan tetapi, informasi mengenai batas akhir pencairan dana ini tidak
diketahui secara luas oleh RTS. Yang umum diketahui oleh RTS adalah waktu pencairan dana
hanya satu hati saja sesuai jadwal per desa/kelurahan yang ditetapkan.



Penyampaian informasi kepada RTS mengenai waktu pencairan dana dilakukan dengan
berbagai cara. Di Kabupaten Tapteng, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kabupaten
Bima, penyampaian informasi mengenai waktu pencairan dana dilakukan oleh aparat desa pada
saat membagikan KKB atau datang ke rumah RTS. Di salah satu kecamatan di Kabupaten
Cianjur terjadi percepatan waktu pencairan yang diumumkan hanya beberapa jam sebelum
pencairan dilaksanakan. Percepatan waktu pencairan ini terjadi karena proses pencairan dana
untuk desa lainnya lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Di Kota Ternate, informasi mengenai waktu pencairan dana dilakukan dengan cara yang
bervariasi. Di salah satu kelurahan, informasi mengenai jadwal pencairan dana disampaikan
melalui pengeras suara di masjid/musala. Selain itu, pembetitahuan mengenai jadwal pencairan
juga dilakukan melalui pengumuman yang ditempel di kantor pos dan radio. Informasi ini
kemudian disampaikan dari mulut ke mulut sesama RTS. Penempelan pengumuman di kantor
pos menurut beberapa RTS dinilai tidak efektif karena beberapa RTS harus bolak-balik ke
kantor pos sekadar untuk mengecek apakah jadwal pencairan sudah ditempel.

Supaya keamanan proses pencairan terjamin, PT Pos melibatkan aparat keamanan (polisi,
TNI, satpol PP) selama pencairan dana dilakukan. Di salah satu kecamatan di Kabupaten
Cianjur, aparat keamanan ikut membantu PT Pos selama proses pencairan berlangsung dengan
cara melakukan pengecekan terhadap KKB RTS sebelum diserahkan kepada petugas pos. Di
Kabupaten Tapteng, kewenangan aparat keamanan diselewengkan dengan membantu “potong
kompas” bagi RTS yang ingin menghemat waktu atau RTS yang tidak kuat mengantre karena
sudah lanjut usia. Biaya "jasa" ini berkisar Rp10.000—Rp15.000 per RTS.

Berdasarkan juknis penyaluran BLT untuk RTS, selain KKB, pencairan BLT mensyaratkan bukti
diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu keluarga, surat keterangan dari kelurahan, dan lain-lain.
Akan tetapi, terdapat variasi dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Cianjur,
untuk menghindari penundaan pencairan tahap pertama, dengan bantuan aparat, ahli
waris/penerima baru memalsukan identitas KTP penerima lama dengan cara mengganti foto
penerima lama dengan fotonya. Selain itu, ditemukan pula RTS yang membuat KTP baru yang
namanya disesuaikan dengan KKB. Di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Bima, PT Pos
mencairkan dana BLT kepada RTS baru/ahli watis tanpa menggantd KKB. Di Kabupaten
Demak, KKB RTS yang pindah tetap bisa dicairkan oleh aparat RT/RW, lalu dibagi rata kepada
nonpenerima. Di Kabupaten Bima, KIKKB milik RTS yang pindah bahkan yang sudah meninggal
sekali pun bisa dicairkan oleh aparat desa, lalu dibagi rata kepada rumah tangga miskin
nonpenerima.

Di sebagian daerah, pencairan dana dapat dilakukan tanpa menunjukkan bukti diri. Di Kota
Ternate bukti diri bisa digantikan dengan KKB 2005 atau dengan jaminan lurah/RT yang
hadir saat pencairan dana. Umumnya dana BLT diambil langsung oleh penerima yang
namanya tercantum pada KKB. Pencairan BLT RTS yang diwakilkan karena alasan sakit atau
jompo atau merupakan ahli waris dari RTS tersebut, harus disertai bukti diri dan KKB, serta
surat keterangan dari kepala desa/lurah. Dalam pelaksanaannya petrsyaratan ini bervariasi
antardaerah.

Secara umum RTS menerima dana BLT secara utuh dari kantor pos sebesar Rp300.000,
kecuali di salah satu kecamatan di Kabupaten Tapteng. Dengan sengaja, petugas pos
menyediakan uang pecahan dengan nominal tertentu (Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000,
Rp50.000, dan Rp100.000) agar mempermudah petugas pos melakukan pungutan liar (pungli)
sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 per RTS.



2.5 Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Tidak dibentuknya unit penanganan pengaduan BLT 2008 secara khusus di seluruh daerah
sampel menyebabkan tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat. Di
Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur, responden di tingkat kabupaten beranggapan
bahwa penanganan pengaduan dilakukan oleh tim Koordinasi Pengaduan dan Pemantauan
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), dibentuk
berdasarkan Surat Mendagti Nomor 541/2338/S] tertanggal 13 September 2005, yang berada
di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) atau Kapermas (Kantor
Pemberdayaan Masyarakat). Dalam praktiknya, di seluruh daerah sampel pengaduan
disampaikan langsung ke pelbagai lembaga terkait (BPS, PT Pos, Dinsos, Bawasda).
Responden di tingkat desa/kelurahan umumnya menyampaikan pengaduan ke aparat
desa/kelurahan dan ketua RT/ketua RW/kadus/bekel*/keplor. Pemda Kabupaten Demak,
misalnya, menyatakan telah membuka ho#zzail dan menerima pengaduan lewat SMS, meskipun
tidak ada aduan yang masuk terkait pelaksanaan BLT 2008 hingga penelitian ini dilakukan.

Umumnya aduan yang disampaikan menyangkut masalah pendataan berupa ketidakjelasan
kriteria penerima, penetapan sasaran, dan jumlah penerima. Aduan tersebut umumnya
direspon dengan membeti jawaban bahwa daftar RTS masih mengacu pada data 2005/06 dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di Kabupaten Demak, pengaduan yang disampaikan
umumnya tidak ditanggapi atau sekadar ditampung, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

Di Kabupaten Bima, semua instansi pengelola program seperti Dinsos, kantor pos, BPS,
Bappeda, kecamatan, dan desa/kelurahan, mengaku menerima berbagai aduan dari
masyarakat. Setiap hari, BPS bahkan menerima rata-rata dua aduan. Isi aduan umumnya
berkaitan dengan dugaan penahanan KKB oleh aparat desa dan keluhan beberapa rumah
tangga penerima BLT 2005 yang tidak lagi menerima bantuan pada Program BLT 2008. Tidak
adanya unit penanganan pengaduan menyebabkan respons atas setiap aduan cenderung tidak
jelas dan membingungkan. Jawaban instansi-instansi tersebut atas setiap aduan yang diterima
beragam, yakni “tidak tahu”, “silahkan tanya ke pos”, “ketentuan pusat”, dan lain-lain.

Di salah satu desa di Kabupaten Tapteng, kepala desa menerima pengaduan mengenai penggunaan
dana BLT yang tidak semestinya oleh RTS penerima, seperti untuk membeli minuman keras dan
main judi dan biliar. Kepala desa merespons pengaduan itu dengan mendatangi tempat-tempat
tersebut untuk memberikan peringatan kepada RTS yang diadukan. Di Kota Ternate, pengaduan
yang diterima oleh instansi terkait umumnya berupa pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan BLT,
seperti syarat pencairan dana yang tidak bisa diwakilkan. Selain itu, terdapat aduan berkaitan
penetapan sasaran, yakni mengapa mereka tidak menerima BLT 2008 padahal dulu menerima BLT
2005. Respons yang kemudian diterima atas aduan ini adalah bahwa data yang diterima berasal dari
pusat dan tidak bisa diubah lagi.’

Di sebagian daerah sampel, masyarakat menganggap kesepakatan untuk membagi rata hasil
pemotongan dana BLT kepada warga nonpenerima BLT di sebagian daerah sampel dianggap
masyarakat sebagai upaya yang tepat untuk menjamin ketenteraman warga. Di Kabupaten
Cianjur, kesepakatan serupa dianggap sebagai upaya yang mampu meredam konflik sehingga
tidak ada aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian

4Jabatan bekel setara dengan jabatan kadus.

5Di Kota Ternate terdapat satu orang yang mendapat BL'T 2005 tetapi tidak mendapat BL'T 2008 karena namanya
tidak ada dalam daftar yang diterima oleh kantor pos. Dengan ditemani oleh staf kelurahan orang tersebut
melapor ke kantor pos yang kemudian memintanya melapor ke BPS setempat. Menurut BPS data tersebut berasal
dari Jakarta sehingga tidak bisa diubah lagi.



aparat dalam menangani masalah sehingga hanya mengikuti tuntutan masyarakat yang tidak
menerima BLT.

2.6 Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program BLT 2008
2.6.1. Tingkat Kepuasan Elite Kabupaten/Kota dan Elite Desa

Pengukuran tingkat kepuasan elite terhadap pelaksanaan BLT 2008 dilakukan melalui FGD di
tingkat kabupaten/kota dan desa. Di setiap kabupaten/kota sampel dilakukan satu FGD elite
kabupaten/kota dan satu FGD elite desa. Hasil 5 FGD elite kabupaten/kota dan 10 FGD elite
desa menunjukkan bahwa tingkat kepuasan elite kabupaten/kota lebih tinggi datripada tingkat
kepuasan elite desa, kecuali untuk tahapan pembagian kartu. Gambaran ini sama dengan keadaan
pelaksanaan Program BLT 2005. Dampak negatif yang dirasakan oleh elite desa lebih besar
dibandingkan dengan yang dirasakan oleh elite kabupaten/kota untuk setiap masalah yang terjadi
selama pelaksanaan BLT, misalnya, menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak
mendapatkan BLT. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepuasan elite desa cenderung lebih kecil
daripada tingkat kepuasan elite kabupaten/kota (lihat Gambar 2). Sama sepetrti BLT 2005, tahapan
pembagian kartu dan pencairan dana dinilai sebagai tahapan dengan tingkat kepuasan tertinggi baik
oleh elite desa maupun oleh elite kabupaten/kota. Lancar dan amannya proses pelaksanaan kedua
tahapan tersebut menjadi alasan tingginya tingkat kepuasan.

Kelembagaan ﬁﬁ_fﬂ_{‘ 50,49
Penanganan Masalah Mﬂl@s 45

Sosialisasi Program 52.57

. M Desa
Pencairan Dana 5‘I 73.29

O Kab

Pembagian Kartu/KKB

Ketepatan Sasaran M gEH:
Penetapan Sasaran hﬁﬂﬁ% 5021

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tingkat Kepuasan (%)

Gambar 2. Tingkat kepuasan elite desa dan kabupaten/kota di lima kabupaten/kota
sampel

Pada BLT 2005, sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan baik bagi elite
desa maupun bagi elite kabupaten/kota. Pada BLT 2008, tahapan yang paling tidak
memuaskan bagi dua elite tersebut berbeda. Bagi elite desa, penetapan sasaran merupakan
tahapan yang paling tidak memuaskan karena merekalah yang paling merasakan dampak yang
timbul karena adanya kesalahan penetapan sasaran. Secara umum perbedaan antara tingkat
kepuasan elite kabupaten/kota dan tingkat kepuasan elite desa pada tahapan penetapan
sasaran cukup signifikan. Selain itu, elite kabupaten/kota mengganggap sosialisasi program
merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan karena, menurut mereka, sosialisasi di
tingkat masyarakat masih kurang.



2.6.2 Tingkat Kepuasan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Pengukuran tingkat kepuasan RTS terhadap pelaksanaan BLT dilakukan melalui FGD RTS di
tingkat desa. Di setiap kabupaten/kota sampel dilakukan empat FGD RTS, yaitu dua FGD
kelompok perempuan dan dua FGD kelompok laki-laki. Hasil 10 FGD kelompok perempuan
dan 10 FGD kelompok laki-laki yang dilakukan di kelima wilayah sampel menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan kelompok laki-laki dan tingkat
kepuasan kelompok perempuan terhadap tahapan pelaksanaan Program BLT 2008. Namun,
terdapat kecenderungan bahwa tingkat kepuasan kelompok laki-laki terhadap sebagian tahapan
pelaksanaan BLT (penanganan masalah, sosialisasi program, dan pembagian kartu) lebih tinggi
dibandingkan tingkat kepuasan kelompok perempuan. Sebaliknya, kelompok perempuan
memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih tinggi terhadap jumlah dana dan ketepatan sasaran.
Di sisi lain, baik kelompok laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kepuasan yang
hampir sama pada kelembagaan dan pencairan dana program ini (lihat Gambar 3).
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Gambar 3. Tingkat kepuasan RTS di lima kabupaten/kota sampel

Seperti halnya di tingkat elite, di tingkat RTS pembagian kartu dan pencairan dana juga
dianggap sebagai tahapan yang paling memuaskan terutama karena kelancaran prosesnya. Hal
serupa terjadi pada pelaksanaan BLT 2005. RTS menilai bahwa tidak ada hambatan berarti
dalam pelaksanaan kedua tahapan tersebut, bahkan sebagian dari mereka menerima KKB yang
diantar langsung oleh aparat desa atau ketua RT ke rumah mereka. Pelaksanaan pencairan
dana juga berlangsung lebih cepat dan aman dibandingkan pencairan BLT 2005. Meskipun
demikian, RTS menganggap ketepatan sasaran dan jumlah dana sebagai hal yang paling tidak
memuaskan. Ketidakpuasan ini timbul karena masih banyak warga tidak mampu yang tidak
menerima BLT, sedangkan ada warga mampu yang menerima BLT. Selain disebabkan oleh
jumlah dana yang dinilai kurang memadai, tingkat kepuasan terhadap jumlah dana makin
rendah karena adanya pemotongan.

RTS memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap penanganan masalah karena tidak
banyak konflik yang terjadi dalam pelaksanaan BLT 2008. BLT 2008 relatif lebih aman
dibandingkan BLT 2005 yang menimbulkan konflik berupa unjuk rasa yang mengancam
aparat desa dan merusak sarana umum. Berbeda dari BLT 2005, tingkat kepuasan RTS
terhadap sosialisasi BLT 2008 cukup tinggi. Meskipun sosialisasi program tidak berlangsung
secara optimal, RTS cukup puas dan menganggap informasi yang mereka terima sudah sesuai



yang dibutuhkan, yaitu hal-hal terkait proses pencairan BLT seperti jadwal, syarat, dan tata cara
pencairan. Pada pelaksanaan BLT 2005, sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak
memuaskan bagi penerima BLT.

Berkaitan dengan penilaian terhadap kelembagaan, peserta FGD umumnya kesulitan
memahami atau mendefinisikan dan mengidentifikasi lembaga pelaksana BLT secara
menyeluruh. Mereka juga tidak mengetahui peran masing-masing lembaga yang lebih tinggi
dari desa/kelurahan, kecuali kantor pos. Oleh karena itu, penilaian tingkat kepuasan RTS
terthadap kinerja kelembagaan hanya terbatas pada lembaga pelaksana di tingkat
desa/kelurahan dan kantor pos.



lll. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STIGMA YANG
MUNCUL SELAMA PELAKSANAAN BLT 2005

3.1 Apakah BLT Tidak Mampu Mengatasi Guncangan Akibat Kenaikan
Harga BBM?

Umumnya RTS menyatakan dana yang mereka terima cukup membantu meringankan
ckonomi rumah tangga. Namun, mereka menilai jumlah dana tersebut kurang memadai. Hal
ini terjadi karena mereka hanya membandingkan dana BLT yang diterima dengan harga
nominal berbagai kebutuhan, seperti beras dan bensin premium sehingga yang tampak adalah
nilai BL'T 2008 lebih rendah dibandingkan BLT 2005. Apabila mengacu pada tujuan BLT,
yaitu memberikan kompensasi akibat kenaikan harga BBM yang selalu diikuti kenaikan harga
kebutuhan lainnya, seharusnya nilai BLT yang diterima dibandingkan dengan perubahan
kenaikan harga barang. Seperti dapat dilihat pada Tabel 8, jika dibandingkan dengan
perubahan harga rata-rata beras dan bensin premium satu bulan sebelum dan setelah kenaikan
harga BBM, nilai dana BLT 2008 sebenarnya lebih tinggi daripada dana BLT 2005. Akan
tetapi, masyarakat tidak memerhatikan hal tersebut. Penilaian masyarakat atas menurunnya
nilai BLT lebih disebabkan oleh makin besarnya potongan yang dikenakan kepada RTS.

Tabel 8. Perbandingan antara Nilai BLT dan Perubahan Harga Beras dan Premium?

Perbandingan antara
Nilai BLT® dan
Perubahan Harga (Rp)

Sebulan Sebelum dan Setelah Harga Nominal Perubahan Harga
Kenaikan Harga BBM (Rp) Antarbulan (Rp)

1. Beras (kg)

September 2005 3.460
212 472

Oktober 2005 3.672

Mei 2008 5.332
) 185 541

Juni 2008 5.517

2. Premium (I)

September 2005 2.400
2.100 48

Oktober 2005 4.500

Mei 2008 4.500
) 1.500 67

Juni 2008 6.000

Sumber: Bulog, 2009; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009.

#Perubahan harga BBM yang mendorong dijalankannya Program BLT 2005 dan BLT 2008 terjadi pada 1 Oktober 2005 dan
24 Mei 2008.

® Nilai BLT = Rp100.000/bulan.

Dana BLT yang diterima biasanya langsung dibelanjakan dan habis dalam waktu kurang dari satu
minggu, meskipun sebenarnya dana tersebut dapat digunakan dalam kurun waktu lebih dari satu
minggu. Umumnya RTS menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan yang paling
mendesak. Di sebagian daerah ada imbauan mengenai penggunaan dana BLT oleh petugas PT Pos
kepada RTS pada saat pencairan BLT. Petugas pos rata-rata menganjurkan agar dana digunakan
untuk membeli kebutuhan pokok. Di Kabupaten Tapteng imbauan juga diberikan oleh aparat desa
kepada warga yang berkumpul di kedai-kedai minuman supaya tidak menggunakan dana BLT yang
diterima untuk membeli minuman keras atau berjudi. Meskipun demikian, penggunaan dana BLT
sepenuhnya tetap diputuskan oleh RTS.



Meskipun dana dicairkan oleh kepala rumah tangga (suami), sebagian besar dana BLT dikelola
oleh istri. Perubahan pola konsumsi tidak terjadi dan, kalaupun ada, hanya berlangsung
beberapa hari setelah pencairan BLT. Dalam pengelolaan dana, mayoritas RTS menggunakan
dana BLT untuk konsumsi dengan proporsi penggunaan rata-rata sekitar 45% dari dana BLT
(lihat Lampiran 2). RTS lebih memprioritaskan ketersediaan bahan pokok, terutama beras,
untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang relatif lebih panjang. Untuk penggunaan selain
konsumsi, masing-masing wilayah memiliki prioritas yang berbeda. Di Kabupaten Tapteng,
selain digunakan untuk ongkos (biaya transportasi), mayoritas RTS menggunakan dana BLT
untuk berobat dan perbaikan rumah. Proporsi penggunaan untuk berobat rata-rata mencapai
87%, sedangkan untuk perbaikan rumah rata-rata menghabiskan 89,2%—rata-rata pengeluaran
terbesar di Kabupaten Tapteng.

Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bima, RTS cenderung lebih berani berutang dengan
mengandalkan dana BLT yang akan diterima. Penggunaan dana BLT untuk membayar utang
merupakan pengeluaran terbesar di Kabupaten Bima dan pengeluaran terbesar kedua di
Kabupaten Cianjur setelah konsumsi. Selain itu, di Kabupaten Bima banyak RTS berutang
kepada pemilik kios kebutuhan rumah tangga dengan bunga 50%-100%, bergantung pada
masa peminjaman yang biasanya berkisar satu hingga tiga bulan. Selain untuk membayar utang,
mayoritas RTS di Kabupaten Cianjur menggunakan dana BLT untuk ongkos, yaitu rata-rata
sebesar 5,2%. Di Kabupaten Bima dana tersebut digunakan untuk biaya sekolah dan membeli
pakaian dengan rata-rata proporsi masing-masing sebesar 20,3% dan 19,9%.

Di Kota Ternate, mayoritas RTS menggunakan dana BLT untuk ongkos, modal usaha, dan biaya
sckolah. Rata-rata 12,8% dana BLT digunakan untuk ongkos dan 46,2% untuk modal usaha.
Untuk biaya sekolah penggunaannya mencapai 83,3%, yakni rata-rata pengeluaran terbesar di Kota
Ternate. Hal serupa terjadi di Kabupaten Demak, yakni mayoritas RTS menggunakan dana BLT
untuk biaya sekolah dengan rata-rata pengeluaran sebesar 20,8%.

Penggunaan lain dana BLT adalah untuk membayar rekening listrik, biaya pembuatan KTP, dan
zakat, membeli rokok dan pulsa, dan lain-lain. Meski relatif sedikit, ditemukan pula penggunaan
dana BLT untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti membeli telepon genggam, pulsa,
cakram VCD dan pemutar cakram DVD, dan main biliar, bahkan untuk hal-hal negatif seperti
berjudi dan minum minuman keras.

Jika dibandingkan dengan hasil studi BLT 2005 (Hastuti et al., 2000), terdapat perbedaan
prioritas penggunaan dana BLT 2008. Perbedaan prioritas tersebut terkait dengan jadwal
pencairan dana BLT. Mayoritas responden menggunakan dana BLT 2005 untuk konsumsi,
bayar utang, membeli pakaian, dan modal usaha. Karena pencairan BL'T 2005 tahap pertama
berdekatan dengan Lebaran, sebagian besar penerima menggunakannya untuk membeli
pakaian. Di sisi lain, selain untuk konsumsi dan bayar utang, mayoritas responden
menggunakan dana BLT 2008 untuk ongkos transportasi dan biaya sekolah. Tampaknya hal
ini terjadi karena jadwal pencairan BL'T 2008 tahap pertama di sebagian daerah sampel jatuh
pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan momen tahun ajaran baru.

3.2 Apakah BLT Tidak Tepat Sasaran?

Penetapan rumah tangga sasaran BLT 2008 tidak ditentukan berdasarkan pencacahan baru,
tetapi berdasarkan hasil verifikasi data penerima BLT 2005/06. Namun, masyarakat umumnya
tidak mengetahui bahwa telah dilakukan verifikasi atas data penerima BLT 2005/06. Tidak
dilibatkannya masyarakat dalam proses verifikasi data untuk penetapan RTS BLT 2008



menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa ada proses verifikasi pada
BLT 2008. Masyarakat menganggap data penerima BT 2008 sama persis dengan data penerima
BLT 2005/06 schingga ketika terjadi salah sasaran dan ketidaktercakupan pada BLT 2008
masyarakat langsung menghubungkan hal tersebut dengan pelbagai persoalan pendataan 2005.

Terkait hasil pendataan pada 2005 dan hasil verifikasi pada 2008, sebagian besar informan di
tingkat masyarakat menganggap masih banyak rumah tangga miskin yang sebenarnya layak
menerima BLT tetapi tidak menerimanya. Sebaliknya, ada rumah tangga yang relatif mampu
yang menerima BLT. Namun secara umum jumlah rumah tangga mampu yang menjadi RTS
lebih sedikit daripada jumlah rumah tangga miskin yang tidak menerima BLT.

Hasil FGD RTS, wawancara mendalam dengan RTS dan elite desa, dan wawancara mendalam
dengan rumah tangga nonpenerima menunjukkan beberapa hal yang menjadi penyebab
ketidaktepatan sasaran, yaitu (i) kriteria pemilihan rumah tangga miskin tidak tepat; (ii)
mekanisme pendataan tidak menyeluruh (karena ada kuota) dan tidak sesuai ketentuan
(nepotisme); dan (iii) integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Menurut
masyarakat, tidak tepatnya kriteria yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan
keluarga miskin yang akan menjadi RTS merupakan salah satu penyebab ketidaktepatan
sasaran BLT. Meskipun tidak sepenuhnya memahami kriteria yang digunakan pemerintah,
masyarakat mengangeap berbagai kriteria tersebut kurang tepat karena masih banyak rumah
tangga miskin yang belum menjadi RTS.

Untuk mengetahui lebih jauh pemahaman masyarakat tentang kemiskinan beserta kriterianya,
SMERU melakukan FGD Kklasifikasi kesejahteraan rumah tangga. Tujuan FGD ini adalah
untuk mengetahui bagaimana masyarakat membedakan kelompok sosial berdasarkan taraf
kehidupan dengan kriteria yang mereka rumuskan sendiri. Hasil FGD tersebut
memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat membedakan kelompok sosial menjadi
empat kategori, yaitu kaya, sederhana, miskin, dan sangat miskin. Di salah satu desa di
Kabupaten Bima ada penambahan kategori sangat kaya pada klasifikasi kesejahteraan.

Meskipun ada kemiripan dalam pembagian kelompok sosial antara daerah yang satu dan yang
lain, terdapat perbedaan mengenai kriteria masing-masing kelompok di masing-masing daerah
sampel, misalnya, kriteria keluarga miskin di Kota Ternate berbeda dari kriteria keluarga
miskin di Kabupaten Demak. Perbedaan tersebut juga berlaku bagi kriteria sangat miskin,
sederhana, kaya, dan sangat kaya. Kriteria kelompok sosial desa-desa yang ada di wilayah
kabupaten/kota yang sama pun berbeda-beda (lihat Lampiran 1). Secara umum kriteria yang
digunakan mengacu pada kepemilikan aset dan benda-benda berharga (tanah, sawah, rumabh,
perabot, ternak, emas, tabungan), kendaraan, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan gaya
hidup. Untuk kriteria yang sama, seperti memiliki tanah, perbedaan antara keluarga kaya,
sedang, dan miskin didasarkan pada luas tanah yang dimiliki. Artinya, orang yang memiliki luas
tanah lebih banyak akan dianggap lebih kaya. Hal ini juga berlaku untuk kriteria lainnya.

Selain kriteria kelompok sosial, tiap-tiap daerah sampel juga mempunyai kriteria lokal. Di
Kabupaten Cianjur dan Kota Ternate, masyarakat menggunakan kriteria keagamaan untuk
menentukan taraf kehidupan mereka, seperti apakah sudah naik haji atau belum. Di Kabupaten
Bima ada kriteria keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pernikahan, syukuran, dan
lain-lain. Selain itu, kriteria lokal lain di Kabupaten Bima yang digunakan untuk menentukan
taraf kehidupan seseorang adalah jumlah tiang penyangga rumah orang tersebut. Bila jumlah
tiang penyangga orang tersebut kurang dari enam, ia dianggap miskin; bila lebih dari enam, ia
dianggap cukup atau kaya.



Hasil pendataan BPS tentang jumlah rumah tangga miskin berbeda dari hasil FGD yang
mengacu pada persepsi masyarakat tentang kemiskinan.’ Proporsi rumah tangga miskin hasil
FGD Klasifikasi kesejahteraan selalu lebih besar daripada proporsi RTS (lihat Tabel 9).
Proporsi keluarga miskin berdasarkan hasil FGD berkisar 17%—-90%, sedangkan jumlah RTS
berkisar 10%—68% jika dibandingkan dengan total jumlah keluarga di masing-masing desa.
Dengan kata lain, kalau mengacu pada kriteria masyarakat, masih banyak keluarga miskin yang

belum menjadi penerima BLT.

Tabel 9. Proporsi RTS dan Keluarga Miskin di Desa/Kelurahan Sampel

Proporsi Perkiraan Proporsi
Kabupaten/Kota Kecamatan Desa RTS? (%) Keluarga Miskin® (%)
Sibabangun Mombang Boru 48 64
1. Kabupaten Tapteng
Sorkam Pearaja 68 920
o Cugenang Cibulakan 26 63
2. Kabupaten Cianjur
Cibeber Girimulya 37 33
Wedung Berahan Wetan 33 74
3. Kabupaten Demak
Karang Tengah Wonoagung 40 81
] Monta Simpasai 38 68
4. Kabupaten Bima
Wera Nunggi 39 78
Ternate Tengah Kampung Pisang 10 17
5. Kota Ternate
Ternate Selatan Fitu 24 62

a Proporsi jumlah RTS terhadap jumlah rumah tangga di desa sampel.
Hasil FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang persepsi masyarakat mengenai salah sasaran
dan ketidaktercakupan, SMERU beserta masyarakat melakukan verifikasi pada RTS dan rumah
tangga miskin di satu dusun atau satu RW berdasarkan kriteria miskin yang telah dirumuskan
masyarakat. Pilithan terhadap satu dusun atau satu RW selain didasarkan pada pertimbangan
keterbatasan waktu dan tenaga, juga atas dasar pertimbangan batas kemampuan peserta FGD
mengenali seluruh rumah tangga di lingkungan tersebut beserta taraf hidupnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, salah sasaran dan ketidaktercakupan Program BLT 2008 terjadi di
hampir semua desa/kelurahan. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan
pendekatan antara pendataan dengan PSEO5.RT dan pendataan dengan FGD. Data PSE05.RT
bersifat objective measure of poverty atau pengukuran kemiskinan secara objektif, sedangkan data FGD
lebih bersifat subjective measure of poverty atau pengukuran kemiskinan secara subjektif. Hanya satu
desa di Kabupaten Tapteng yang tidak mengalami kasus salah sasaran; proporsi salah sasaran
di daerah lain antara 3% dan 80%. Selain itu, ada pula kasus ketidaktercakupan dengan
proporsi kejadian antara 9% dan 78% (lihat Tabel 10).

¢Pembandingan jumlah RTS dengan proporsi KK miskin seperti dalam Tabel 9 tidak sepenuhnya akurat karena
beberapa alasan. Pertama, karena jumlah KK miskin menurut masyarakat hanyalah perkiraan berdasarkan pengamatan
mereka di desa. Kedua, jumlah RTS ditentukan berdasarkan satuan rumah tangga, sementara perkiraan keluarga miskin,
maupun hasil pendataan di masing-masing desa, didasatkan pada konsep keluarga, yakni ketika dalam satu rumah
tangga bisa terdapat lebih dari satu keluarga.



Tabel 10. Proporsi Rumah Tangga Miskin di RW/Dusun Sampel?

Proporsi RTS

Nonmiskin di satu Proporsi Rumah

Kabupaten/

Kota Kecamatan Desa RW/Dusun (Salah nggfyg_rl\éizg)n
Sasaran) (%)
1. Kabupaten Sibabangun Mombang Boru 4 9
Tapteng Sorkam Pearaja 0 n.a.
2. Kabupaten Cugenang Cibulakan 12° 52"
Cianjur Cibeber Girimulya 40 63
3. Kabupaten Wedung Berahan Wetan 8 15
Demak Karang Tengah ~ Wonoagung 3 15
4. Kabupaten Monta Simpasai 80 71
Bima Wera Nunggi 23 57
5. Kota Temate Ternate Tengah Kampung Pisang 20 64
Ternate Selatan Fitu 16 78

 Hasil FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.
® Data RTS hanya untuk tiga RT, yaitu RT 2, 3, dan 4.

Menurut persepsi masyarakat setempat, tidak terjadinya salah sasaran di salah satu desa sampel di
Kabupaten Tapteng karena kriteria kesejahteraan yang dirumuskan masyarakat di desa tersebut
relatif tinggi (lihat Lampiran 1). Di desa ini, kepemilikan lahan dan rumah berpenerangan listrik
dimasukkan ke dalam kriteria miskin. Selain itu, masyarakat juga menetapkan standar pendapatan
per bulan yang tinggi, yaitu Rp1.000.000. Tingginya standar kesejahteraan menurut persepsi
masyarakat setempat membuat jumlah keluarga miskin di desa itu membengkak, mencapai 90%
dari total jumlah KK di desa tersebut. Oleh karena itu, dari 166 RTS tidak satu pun yang dianggap
tidak miskin.

Salah satu sebab tingginya tingkat salah sasaran dan ketidaktercakupan pada pelaksanaan
Program BLT 2005 dan 2008 di salah satu desa sampel di Bima bersumber dari
ketidakakuratan hasil pendataan BLT 2005. Mekanisme pendataan yang tidak benar dan
adanya nepotisme dalam penetapan RTS menyebabkan konflik yang berujung pada penyegelan
kantor desa pada pelaksanaan BL'T 2005. Pada BLT 2008, berdasarkan hasil verifikasi SMERU
dan masyarakat, terjadi kelebihan cakupan (overcoverage) di dua dusun di desa tersebut, yakni
jumlah RTS di dua dusun tersebut melebihi jumlah rumah tangga miskin kedua dusun itu.
Berdasarkan kriteria kemiskinan masyarakat setempat, terdapat 220 keluarga miskin di dua
dusun tersebut. Jumlah ini lebih sedikit dari alokasi RTS di kedua dusun itu, yaitu 318 RTS.
Menurut masyarakat, hanya 63 dari 318 RTS yang merupakan keluarga miskin dan sisanya, 255
RTS, bukan keluarga miskin. Banyaknya jumlah keluarga miskin di kedua dusun tersebut
ditambah dengan banyaknya RTS yang salah sasaran menyebabkan angka ketidaktercakupan di
kedua dusun tersebut tinggi. Di Kabupaten Cianjur dan Kota Ternate, selain disebabkan oleh
ketidaktepatan sasaran, tingginya ketidaktercakupan terjadi karena alokasi RTS untuk daerah
tersebut masih kurang.

Selain kriteria pemilihan RTS, penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran BL'T 2008 menurut
masyarakat adalah mekanisme pencacahan pada BLT 2005 yang tidak menyeluruh dan tidak
sesuai dengan ketentuan. Pendataan pada BLT 2005 hanya dilakukan terhadap orang miskin
tertentu berdasarkan data awal yang tersedia atau informasi dari orang yang dianggap
memahami kondisi suatu desa. Pencacah tidak selalu datang ke rumah setiap keluarga miskin.



Sebagian informan juga menganggap pencacah tidak memiliki integritas ketika melakukan
pendataan pada 2005. Tidak adanya integritas pencacah dibuktikan oleh masyarakat dengan
banyaknya orang yang dekat dengan pencacah, bahkan si pencacah itu sendiri, yang menerima
BLT, padahal masih banyak rumah tangga lain yang lebih miskin dari mereka. Di samping
integritas pencacah, kejujuran masyarakat yang didata juga diragukan oleh sebagian informan.
Tidak semua masyarakat yang didata memberikan informasi yang benar tentang kondisi
kehidupan mereka. Hasil pencacahan juga tidak pernah dikonfirmasikan lagi ke masyarakat
schingga mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan silang. Tidak adanya pemeriksaan silang
ini, menurut masyarakat, berpengaruh pada ketidaktepatan sasaran.

3.3 Apakah BLT Menciptakan Peluang Korupsi?

Semua RTS mengetahui bahwa jumlah dana BLT 2008 yang berhak mereka terima adalah
Rp300.000 untuk tiga bulan, meskipun kenyataannya RTS tidak selalu menerima bantuan
tersebut secara utuh. Dari lima kabupaten/kota sampel, dengan jumlah responden sekitar 6
hingga 25 RTS per daerah, hanya Kota Ternate yang semua respondennya menerima dana
BLT secara utuh (lihat Tabel 11)

Tabel 11. Persentase Jumlah Potongan BLT dan Jumlah Responden RTS yang
Terkena Pemotongan di Lima Kabupaten/Kota Sampel, 2008

Kabupaten/Kota Jumlah RTS Terkena Kisaran Eﬁg:;;i

Responden Pemotongan (%) Potongan (%) (%)

1. Kabupaten Tapteng 18 22 1-3 15

2. Kabupaten Cianjur 22 91 16-55 32,2

3. Kabupaten Demak 6 100 33-50 41,3
4. Kabupaten Bima 25 48 3-6 3,7
5. Kota Ternate 19 0 0 0

Total 90 46,67 1-55 22,4

Dengan adanya pemotongan tersebut, besarnya dana yang benar-benar dinikmati oleh RTS
berbeda antardaerah penelitian, yakni berkisar Rp135.000—Rp300.000. Potongan dana BLT
terbesar terdapat di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Dari total jumlah dana BLT,
rata-rata jumlah dana yang diterima RTS di Kabupaten Cianjur dan di Kabupaten Demak
adalah, masing-masing, 67,8% dan 58,7%.

Pemotongan dana BL'T 2008 dilakukan dengan beragam cara dan terjadi di dua titik, yaitu di
kantor pos dan di tingkat masyarakat. Pemotongan di kantor pos hanya terjadi di satu kantor
pos di Kabupaten Tapteng. Meskipun masyarakat menyatakan bahwa dana yang dipotong
merupakan bentuk ucapan terima kasih yang mereka berikan secara sukarela dan besarannya
mereka tentukan sendiri, ada hal lain yang “mendorong” mereka melakukan hal tersebut.
Petugas pos ditengarai sengaja menyediakan uang receh dengan nominal tertentu saat
pencairan dana BLT, yakni dalam pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000 atau Rp10.000,
dan Rp5.000 seperti yang diakui oleh sebagian responden, agar pemotongan lebih mudah
dilakukan. Besaran potongan sekitar Rp5.000—Rp10.000 per RTS.



Pada BLT 2005 sebagian penerima BLT mengaku telah terbiasa memberikan sejumlah uang
kepada petugas pos, rata-rata sebesar Rp5.000, sebagai bentuk terima kasith. Hanya yang
bersedia saja yang memberikan uang tersebut. Akan tetapi, penerima BL'T 2005 wajib membeli
kupon undian berhadiah seharga Rp10.000 terkait momen piala dunia yang diedarkan oleh
petugas pos.

Pemotongan dana BLT di tingkat masyarakat terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak,
dan Kabupaten Bima, dan dilakukan oleh ketua RT/RW atau kadus dengan jumlah yang
bervariasi, mulai Rp10.000 hingga Rp165.000. Pemotongan dana BLT tersebut sebagian besar
merupakan hasil kesepakatan di tingkat desa dengan besar potongan yang ditentukan
sepenuhnya melalui rembuk warga di tingkat RT/RW/dusun yang melibatkan pemuka
masyarakat dan RTS. Berikut beberapa kasus terkait kesepakatan yang dibuat.

a) Di salah satu dusun di Kabupaten Demak, RTS yang menolak hasil kesepakatan di tingkat RT
tentang pemotongan dana menerima ancaman, yaitu tidak akan diberi KKB, tidak akan
mendapatkan Raskin, dan akan dikucilkan masyarakat. Dalam praktiknya, ancaman yang
dilontarkan sekadar untuk menakut-nakuti dan tidak dilaksanakan.

b) Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, kesepakatan mengenai pemotongan dana
dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang menegaskan kerelaan setiap
RTS menyerahkan/menyumbangkan sebagian dana BLT-nya. Format surat pernyataan
tersebut dibuat oleh pihak aparat desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya
tuntutan dari pihak berwajib kepada aparat desa dan ketua RT/RW atau kadus.

Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, pemotongan dana BLT dilakukan untuk
menghindari konflik dengan masyarakat nonpenerima yang juga ingin mendapatkan dana BLT.
Pemotongan dengan alasan seperti ini sudah dilakukan semenjak pencairan BLT 2005 dan
dianggap sebagai mekanisme efektif untuk menanggulangi konflik. Tidak adanya
pencegahan/pelarangan dari pemetintah daerah terhadap pemotongan dana pada BLT 2005
tersebut menyebabkan pemotongan berlanjut dan meningkat jumlahnya pada BLT 2008—baik
dalam hal nominal jumlah potongan maupun dalam hal jumlah kasus pemotongan dana. Hasil
pemotongan tersebut kemudian dibagikan kepada rumah tangga nonpenerima BLT. Berikut
mekanisme pembagian dana BLT dan jumlah dana kolektif hasil pemotongan dana BLT 2008,
yang berbeda-beda antara daerah yang satu dan yang lain.

a) Dana kolektif hasil pemotongan dana BLT dibagi rata ke seluruh rumah tangga nonpenerima
BLT, tanpa mempertimbangkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Cara ini
ditemukan di beberapa RT/RW/dusun di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur. Di
Kabupaten Demak, jumlah dana yang diterima oleh rumah tangga nonpenerima BLT berkisar
Rp100.000-Rp125.000 sementara di Kabupaten Cianjur berkisar Rp20.000—Rp50.000.

b) Dana kolektif hasil pemotongan dana BLT dibagi rata ke seluruh rumah tangga
nonpenerima BLT, dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan rumah tangga
tersebut. Cara ini ditemukan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur dengan jumlah
dana berkisar Rp20.000—Rp80.000 per rumah tangga nonpenerima BLT.

Alasan-alasan lain yang dipakai untuk pemotongan dana BLT 2008 adalah membantu
membiayai berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti agustusan, pembangunan infrastruktur
jalan, dan acara keagamaan seperti MTQ, bahkan memberikan insentif untuk aparat desa.
Jumlah potongan untuk berbagai alasan tersebut rata-rata lebih kecil daripada jumlah potongan
yang dilakukan untuk alasan pertama, yaitu pemerataan dana BLT untuk semua rumah tangga.
Terkait penggunaan dana, sebagian masyarakat tidak bisa memastikan bahwa hasil
pemotongan dana betul-betul disalurkan untuk berbagai keperluan tersebut di atas karena
tidak transparannya pengelolaan dana BLT. Ketidaktransparanan ini sangat rawan korupsi.



Tidak terjadinya pemotongan dana BLT di Kota Ternate kemungkinan karena jumlah dana
BLT yang diberikan dianggap sangat kecil nilainya dibandingkan dengan biaya hidup di kota
tersebut yang tinggi. Dana BLT sebesar Rp100.000 per bulan dianggap kurang, bahkan
menurut salah seorang penerima BLT uang tersebut akan habis dalam waktu sehari untuk
belanja di pasar dan memenuhi kebutuhan lainnya. Tuntutan untuk memperoleh dana
dianggap tidak sepadan dengan jumlah dana yang akan didapat. Selain itu, masyarakat miskin
di Kota Ternate umumnya mempunyai lahan perkebunan.” Para nelayan di kota tersebut dapat
mencari ikan di laut untuk mencukupi konsumsi sehari-hari; jika ada kelebihan hasil, barulah
mereka jual ke pasar.

3.4 Apakah BLT Menimbulkan Konflik?

Pelaksanaan BLT 2008 jauh lebih kondusif dibandingkan dengan pelaksanaan BLT 2005. Dari
lima desa sasaran penelitian yang dipilih karena pernah mengalami konflik terkait BLT 2005,
hanya satu desa di Kabupaten Bima yang masih mengalami kejadian serupa. Konflik ini
bermula dari pengajuan hasil verifikasi oleh aparat desa setempat yang menetapkan bahwa 55
RTS penerima BLT 2005 di desa tersebut tidak layak lagi menerima BLT 2008. Para anggota
keluarga kelima puluh lima RTS yang dipimpin oleh salah seorang anggota BPD setempat
mendatangi kantor pos untuk melakukan aksi protes dan menuntut agar pihak kantor pos
menyerahkan KKB mereka. Karena khawatir aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi
anarki, pthak pos akhirnya membatalkan hasil verifikasi desa dan mengembalikan KIKB kelima
puluh lima RTS tersebut.

Konflik yang muncul sebagian besar berupa ketegangan, baik antara non-RTS dan RTS
maupun antara non-RTS dan aparat pemerintah. Biasanya ketegangan tersebut dipicu oleh
adanya komentar sinis dari non-RTS kepada RTS dan adanya tuduhan nepotisme serta
ketidakadilan aparat desa dalam penetapan sasaran penerima BLT. Komentar sinis dan
tudingan nepotisme ini biasanya muncul dari warga yang merasa lebih miskin dari RTS tetapi
tidak menerima BLT, misalnya, seorang informan nonpenerima di Kabupaten Bima yang
berkata, “Ya wdah, kalau ada program pemerintah, biar mereka saja yang kerja.” Tidak ada
mekanisme resolusi yang diterapkan untuk mengatasi konflik-konflik yang muncul karena
ketegangan tersebut.

Selain memicu konflik di tingkat masyarakat, BLT ternyata juga menimbulkan konflik di
tingkat keluarga. Di Kabupaten Tapteng terjadi kasus perkelahian pasangan suami istri karena
si suami memakai dana BLT untuk berjudi dan membeli minuman keras. Konflik-konflik
keluarga semacam ini sebagian bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal
keluarga dan sebagian harus diselesaikan oleh kepala desa.

Hingga saat penelitian ini dijalankan, pemerintah belum menyusun mekanisme penanganan
konflik BLT. Pelaksanaan BLT 2008 yang relatif kondusif bukan disebabkan oleh semakin
baiknya mekanisme penyelesaian konflik terkait persoalan BLT atau telah diselesaikannya
persoalan yang menjadi pemicu konflik 2005, melainkan oleh karena lima faktor berikut.

a) Masyarakat miskin sudah pasrah dan putus asa setelah lama memperjuangkan BLT tetapi
tidak pernah berhasil. Menurut mereka, keluhan atau protes apa pun dari mereka tidak akan
berdampak apa-apa karena yang menentukan penerima BLT bukan petugas di tingkat desa.

"Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di Kota Ternate relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan
mereka yang digolongkan miskin di daerah lain.



b)

d)

Adanya mekanisme resolusi konflik lokal berupa pembagian sebagian dana BLT 2008 kepada
nonpenerima, seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Pembagian
dana kepada nonpenerima BLT ini merupakan respons aparat dan pemuka masyarakat
setempat terhadap tuntutan masyarakat nonpenerima yang ingin turut menikmati dana BLT.
Selain itu, aparat desa memilih memenuhi tuntutan tersebut demi keamanan diri mereka
sendiri karena di sebagian besar daerah aparat desa selalu menjadi sasaran ketidakpuasan
masyarakat. Setelah pembagian dana tersebut dilakukan, situasi membaik dan protes
masyarakat pun mereda. Meskipun cara seperti ini sebenarnya tidak diizinkan, aparat desa dan
pemuka masyarakat yang menerapkannya tidak mau disalahkan karena menurut mereka
pemerintah daerah tidak pernah memberikan solusi bagi persoalan tersebut. Namun
demikian, RTS menganggap pemotongan ini sebagai permasalahan tersendiri. Di satu sisi
mereka dituntut untuk berbagi, padahal di sisi lain mereka sangat membutuhkan dana
tersebut. Mekanisme semacam ini berpotensi menciptakan persoalan baru di kemudian hari.

Adanya informasi dari aparat kecamatan bahwa akan ada pendataan ulang bagi yang belum
menerima BLT, sebagaimana terjadi di satu kecamatan di Kabupaten Tapteng. Informasi
tersebut membuat masyarakat menahan diri untuk tidak terus-menerus melakukan protes
dan menunggu datangnya pendataan ulang. Pada September 2008 BPS melakukan
pendataan ulang keluarga miskin, tetapi kegiatan ini bukan untuk mendata ulang mereka
yang belum menerima BLT. Pendataan ulang BPS tersebut dilakukan untuk keperluan basis
data program perlindungan sosial secara umum (PPLSO08).

Menurunnya ketegangan politik daerah di tingkat desa/kelurahan pada pelaksanaan BLT 2008
serta meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang apa itu BLT. Salah satu
penyebab konflik terkait BLT 2005 adalah tingginya suhu politik di daerah serta rendahnya
pemahaman masyarakat tentang BLT, yang kemudian berdampak pada rentannya politisasi
BLT untuk kepentingan pihak tertentu. Penelitian studi BLT 2005 SMERU menyimpulkan
bahwa banyaknya aksi protes dari masyarakat lebih bermuatan politis lokal daripada
menyangkut persoalan teknis pelaksanaan BLT.® Sebaliknya, pada saat pelaksanaan BLT 2008,
tidak satu pun daerah penelitian sedang melaksanakan hajat politik lokal seperti pemilihan
kepala desa/lurah.

Sebagian informan beranggapan bahwa jumlah dana BLT 2008 yang diterima RTS hanya
selama tujuh bulan tidak sebesar total dana BL'T 2005 yang diterima selama setahun. Oleh
karena itu, tuntutan atau pun protes dianggap tidak sepadan dengan jumlah uang yang akan

didapat.

3.5 Apakah BLT Merupakan Disinsentif bagi Partisipasi Tenaga Kerja?

Anggapan sebagian pihak bahwa pemberian BLT akan mengakibatkan penerimanya menjadi malas
atau mengurangi jam kerjanya tidak terbukti. Semua responden RTS bahkan menepis anggapan
tersebut. Responden nonpenerima pun menolak anggapan tersebut.. Di seluruh daerah sampel,
hampir semua informan berpendapat bahwa pemberian BLT tidak menjadikan RTS malas bekerja
mengingat nilai BT tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup RTS. Uang BLT yang
diterima RTS untuk tiga bulan biasanya habis dibelanjakan dalam waktu satu minggu, terutama
untuk membeli kebutuhan pokok. Terbatasnya jumlah dana BLT yang diberikan tidak
memungkinkan mereka untuk bermalas-malasan. Jam kerja RTS hanya terpengaruh pada saat hari
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pengambilan BLT karena RTS harus mengambil dana BLT ke kantor pos. Setelah menerima uang
pada hari pencairan, mereka pun kembali bekerja seperti biasa.

Sikap sebagian besar RTS untuk tetap bekerja semakin diperkuat dengan terbatasnya pekerjaan
yang tersedia di wilayahnya. Ketersediaan pekerjaan juga sangat bergantung pada musim dan
tuntutan pemberi kerja. Di Kabupaten Cianjur, pekerjaan bagi RTS yang sebagian besar adalah
buruh tani hanya tersedia pada musim pengolahan tanah, musim penanaman, dan musim
penyiangan. Di luar musim-musim tersebut banyak buruh tani yang menganggur dan baru bisa
menggarap ladang jika air hujan mencukupi. Demikian pula halnya dengan kuli-kuli bangunan
di wilayah ini. Meskipun pekerjaan pembangunan rumah yang tersedia di Kabupaten Cianjur
sangat jarang, penghasilan yang didapat para kuli bangunan di wilayah ini relatif lebih besar
dibandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh jika mereka mencari pekerjaan
pembangunan ke luar daerah, bahkan hingga ke Jakarta. Di Kabupaten Tapteng, buruh harian
lepas di perkebunan karet dan kelapa sawit akan kehilangan pekerjaan dan diambil alih oleh
buruh lain bila mangkir bekerja selama sehari.

Sebagian kecil RTS menggunakan dana BLT yang mereka terima untuk modal usaha,
meskipun hal ini tidak sampai membuat mereka mengubah jenis pekerjaan. Uang BLT
digunakan untuk menambah modal usaha yang telah mereka miliki, seperti menambah ternak
peliharaan, menambah modal usaha pembuatan kue, dan membeli alat-alat pertanian, pupuk,
bibit, dan lain-lain.



V. PERBANDINGAN BLT DENGAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAIN

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk

membantu kehidupan keluarga/rumah tangga miskin. Dengan mengombinasikan metode

“ikan” dan “kail”’, pemerintah membagi program penanggulangan kemiskinan menjadi tiga

kelompok.

a) Program yang memberikan “ikan” kepada masyarakat atau program bantuan dan petlindungan
sosial kelompok sasaran, antara lain, sepertt BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dan BOS.

b) Program yang mengajari masyarakat “memancing” atau program [emberdayaan masyarakat
seperti PNPM Mandiri.

c) Program untuk membantu masyarakat agar punya “pancing dan perahu” sendiri seperti
Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Setiap program mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan
menggunakan pendekatan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap program, penelitian ini
mencoba membandingkan BLT 2008 dengan program-program penanggulangan kemiskinan
lainnya yang dilaksanakan pada kurun waktu yang bersamaan lalu meranking program mana
yang dianggap terbaik berdasarkan penilaian para penerima program, nonpenerima, dan
pemangku kepentingan yang diperoleh melalui wawancara.

4.1 Penerima Program

Di seluruh daerah penelitian, responden penerima program secara keseluruhan pernah atau
masih menerima lima macam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh
pemerintah, yaitu BLT, Raskin, Jamkesmas/Askeskin, BOS, dan UMKM (lihat Tabel 12).
Selain itu, di Kabupaten Tapteng juga terdapat program bantuan pupuk dan bibit yang berasal
dari pihak nonpemerintah.

Tabel 12. Perbandingan antara BLT 2008 dan Beberapa Program Penanggulangan
Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Responden Penerima Program

Nama Program Lebih Baik Sama Saja Iéﬁ?l'ﬁ( -.I;':r?llj Rerl;)?rL?jhena
BLT 2005 18,60% 23,26% 45,35% 12,79% 86
Raskin 18,06% 47,22% 27,78% 6,94% 72
Jamkesmas/Askeskin 50,94% 26,42% 22,64% 0 53
BOS 38,10% 45,24% 16,67% 0 42
UMKM 83,33% 8,33% 8,33% 0 12
Bantuan Pupuk dan Bibit° 44,44% 0 55,56% 0 9

®Angka ini menunjukkan jumlah responden yang dapat menjawab pertanyaan mengenai program tertentu, bukan
menunjukkan jumlah responden per daerah penelitian atau per program.
bProgram ini dijalankan di Kabupaten Tapteng.

Sekitar 45% penerima Program BLT 2005 menilai program ini lebih buruk daripada Program
BLT 2008. Dengan kata lain, mayoritas penerima program menilai pelaksanaan BLT 2008
sudah lebih tertib daripada pelaksanaan BLT 2005. Untuk mencairkan dana BLT 2008,
misalnya, RTS tidak perlu pergi ke kantor pos yang jauh, tidak lagi antre, dan tidak berdesak-
desakan. Selain itu, konflik pada BLT 2005 tidak terulang pada pelaksanaan BLT 2008.



Meskipun demikian, beberapa kelemahan Program BLT 2008 berdasarkan pendapat para

penerimanya adalah sebagai berikut.

a) Tidak adanya peningkatan jumlah dana yang diterima dibandingkan BLT 2005.

b) Jumlah dana yang diberikan tidak dapat mengimbangi kenaikan harga saat ini.

c) Potongan yang lebih besar yang diberlakukan pada BLT 2008 dengan alasan pemerataan
menyebabkan jumlah uang yang diterima RTS makin berkurang.

d) Pengalokasian BLT 2008 untuk kurun waktu selama tujuh bulan dinilai kurang
dibandingkan dengan BL'T 2005 yang diberikan untuk satu tahun.

e) Masih ada ketidaktepatan sasaran dan masih ada rumah tangga miskin yang belum
mendapat bantuan pada program ini.

Berbeda dengan penerima BLT 2005, mayoritas penetima Program Jamkesmas/Askeskin dan
UMKM menyatakan bahwa Program Jamkesmas/Askeskin dan Program UMKM lebih baik
daripada Program BLT 2008. Sebanyak 50,94% penerima program menyatakan
Jamkesmas/Askeskin lebih baik daripada BLT 2008. Jamkesmas/Askeskin sangat menolong
masyarakat yang berada dalam situasi yang mendesak dan tidak punya biaya untuk berobat ke
rumah sakit. Penerima program yang sedang sakit merasakan manfaat besar pengobatan gratis
yang mereka terima karena adanya program ini. Beberapa responden menilai pengobatan gratis
lebih baik daripada dana BLT 2008 karena biaya pengobatan dianggap lebih tinggi daripada
nilai uang yang didapat dari BLT.

Akan tetapi, kelemahan Jamkesmas/Askeskin, menurut para responden tersebut, adalah
Jamkesmas/Askeskin hanya membantu orang yang sakit saja. Beberapa penerima Program
Jamkesmas/Askeskin juga menyatakan bahwa mercka mendapat pelayanan yang buruk saat
berobat dan berbeda dari pelayanan yang diterima oleh pasien nonpenerima
Jamkesmas/Askeskin. Selain itu, obat untuk beberapa penyakit tidak bisa ditebus dengan
menggunakan kartu Jamkesmas/Askeskin.

Sebanyak 83,33% responden penerima program menyatakan bahwa Program UMKM lebih
baik dari BLT 2008. Menurut mereka, pemberian modal usaha berguna untuk jangka panjang
dan membuat mereka lebih mandiri. Kelemahan program ini adalah tidak semua orang miskin
bisa mendapat modal dari Program UMKM. Selain itu, bunga pinjaman yang besar
mempersulit pengembalian pinjaman modal tersebut.

Lain halnya dengan Program Raskin dan Program BOS. Mayoritas responden penerima
program-program tersebut menyatakan bahwa baik Program Raskin maupun Program BOS
sama saja dengan Program BLT 2008, tidak lebih baik ataupun lebih buruk. Sebanyak 47,22%
penerima Program Raskin menilai program ini dan BLT 2008 sama saja karena meskipun beras
bisa mereka peroleh dengan harga murah dan dapat dinikmati oleh semua orang dan lebih
merata, kualitas beras yang mereka terima kurang bagus dan pasokannya sering terlambat hingea
tiga bulan. Selain itu, penerima program juga berpendapat bahwa bentuk bantuan Raskin yang
tidak cuma-cuma merupakan kelemahan program ini. Menurut beberapa responden penerima
program, uang yang diperoleh dari BLT dapat dipakai untuk membeli apa saja, termasuk beras.
Dilihat dari nilai dan jumlahnya Raskin terlalu sedikit, bahkan di sebagian daerah responden
hanya menerima 4-5 kg per bulan.

Untuk Program BOS, 45,24% responden penerima Program BOS menyatakan bahwa program ini
tidak lebih baik ataupun lebih buruk daripada Program BLT 2008. Hal ini karena BOS hanya dapat
dinikmati oleh mereka yang mempunyai anak usia sekolah saja. Selain itu, tidak semua biaya
sekolah gratis dan BOS tidak untuk membiayai buku atau transportasi ke sekolah. Keunggulannya
adalah BOS membantu biaya pendidikan anak, bahkan di beberapa daerah sekolah sudah gratis.



Berdasarkan penilaian responden penerima Program Bantuan Pupuk dan Bibit di Kabupaten
Tapteng, 55,56% menyatakan program bantuan pupuk dan bibit lebih buruk daripada BLT
2008. Kelemahan program bantuan pupuk dan bibit menurut responden karena pupuk dan
bibit tersebut (i) tidak rutin diberikan, (ii) jumlahnya masih kurang, (iii) harganya masih terlalu
mahal, dan (iv) pasokan sering datang bukan pada musim panen. Keunggulan program
bantuan ini adalah karena sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Kabupaten
Tapteng yang mata pencahariannya adalah bertani.

Tabel 13. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan
Penilaian Responden Penerima Program?

2 Peringkat Peringkat Peringkat

Pertama kedua Ketiga
BLT® 43,08% 33,85% 13,85%
Raskin 24,62% 33,85% 18,46%
Jamkesmas/Askeskin 23,08% 12,31% 21,54%
BOS 3,08% 12,31% 13,85%
PNPM Mandiri 0 0 1.54%
UMKM 1,54% 6,15% 6,15%
Lainnya 4,62% 0,00% 1,54%

#Jumlah Responden=65.
bProgram BLT secara keseluruhan, tidak merujuk pada BLT 2005 saja atau BLT 2008 saja.

Darti program-program yang petnah/masih ditetima tersebut, mayoritas responden penerima
program (43%) menyatakan bahwa BLT merupakan program yang paling baik di antara program-
program penanggulangan kemiskinan yang ada (lihat Tabel 13). Selain BLT, program lain yang
tergolong baik menurut mereka adalah Raskin (25%) dan Jamkesmas/Askeskin (23%). Secara
keseluruhan, mayoritas penerima program lebih menyukai program-program yang termasuk dalam
kelompok satu, yakni program bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran seperti BLT,
Raskin, dan Jamkesmas/Askeskin, daripada program-program pemberdayaan yang termasuk
dalam kelompok dua dan tiga.

4.2 Nonpenerima Program

Dari enam program penanggulangan kemiskinan yang mereka ketahui, mayoritas responden
nonpenerima di daerah penelitian hanya dapat menilai dan membandingkan dua program,
yakni Program BLT 2005 dan Program Raskin, dengan Program BLT 2008. Sebagian besar
responden  nonpenerima  tidak  bisa memberikan  penilaian ° untuk  Program
Jamkesmas/Askeskin, BOS, PNPM Manditi, dan UMKM (lihat Tabel 14).

Ketika diminta membandingkan Program BLT 2005 dengan Program BLT 2008, 37,50%
responden nonpenerima menyatakan Program BLT 2005 lebih buruk, 37,50% menyatakan
sama saja, dan hanya 4,17% yang menyatakan lebih baik. Keunggulan Program BLT 2008,
menurut nonpenerima, adalah tidak menimbulkan keributan seperti yang terjadi pada 2005;
kelemahannya adalah masih banyak warga tidak mampu yang tidak menerima Program BLT
dan jumlah penerimanya dinilai terlalu sedikit.

9Tidak bisa memberikan penilaian atau tidak bersedia menjawab dan memberikan penilaian.



Tabel 14. Perbandingan antara Program BLT 2008 dan Beberapa Program Lainnya

Berdasarkan Penilaian Responden Nonpenerima Program

Nama Program Lebih Baik Sama Saja Lebih Buruk  Tidak Tahu Re‘;gg]rizgn a
BLT 2005 4,17% 37,50% 37,50% 20,83% 24
Raskin 37,50% 29,17% 12,50% 20,83% 24
Jamkesmas 9,52% 14,29% 4,76% 71,43% 21
BOS 15,00% 0 0 85,00% 20
PNPM Mandiri 5,00% 5,00% 0 90,00% 20
UMKM 0 5,26% 0 94,74% 19

®Angka ini menunjukkan jumlah responden yang dapat menjawab pertanyaan mengenai program tertentu, bukan
menunjukkan jumlah responden per daerah penelitian atau per program.

Untuk Program Raskin, mayoritas nonpenerima (37,50%) menilai Program Raskin lebih baik
daripada Program BLT 2008. Mereka menilai Program Raskin lebih merata dan beras yang
disediakan bagi mereka murah. Kelemahan Raskin adalah walaupun beras yang disediakan
harganya murah, pasokannya sering terlambat dan kualitasnya kurang bagus.

Tabel 15. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan
Penilaian Responden Nonpenerima Program®

Nama Program Ppeé:?gnl:? Pirégalgat Peringkat Ketiga
BLT" 36,84% 21,05% 5,26%
Raskin 31,58% 26,32% 26,32%
Jamkesmas/Askeskin 15,79% 15,79% 26,32%
BOS 5,26% 31,58% 10,53%
UMKM 0 0 10,53%
Lainnya 10,53% 5,26% 5,26%

#Jumlah Responden =19.
bProgram BLT secara keseluruhan, tidak merujuk BLT 2005 saja atau BLT 2008 saja.

Setelah membandingkan program-program yang mereka ketahui, mayoritas nonpenerima
menilai Program BLT, Raskin, dan Jamkesmas sebagai program-program yang paling tepat
untuk menanggulangi kemiskinan (lihat Tabel 15). Dari 19 responden nonpenerima, berturut-
turut 37%, 32%, dan 16% menilai Program BLT, Raskin, dan Jamkesmas/Askeskin sebagai
yang terbaik. Sama seperti penilaian responden penerima program, responden nonpenerima
menilai program bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran sebagai pilihan terbaik
untuk menanggulangi kemiskinan dibandingkan dengan program pemberdayaan.

4.3 Pemangku Kepentingan

Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
nonpemerintah, mayoritas pemangku kepentingan hanya bisa menilai dan membandingkan
Program BLT 2005 dan Program Raskin dengan Program BLT 2008 (lihat Tabel 16).
Kesembilan program lainya tidak bisa dinilai dan dibandingkan dengan Program BLT 2008
oleh sebagian besar pemangku kepentingan di daerah penelitian.



Tabel 16. Perbandingan antara BLT 2008 dan Program-Program Penanggulangan
Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Pemangku Kepentingan?

Nama Program Lebih Baik Sama Saja Lebih Buruk Tidak Tahu
BLT 2005 1,33% 33,33% 48,00% 17,33%
Raskin 36,00% 32,00% 16,00% 16,00%
Jamkesmas/Askeskin 26,67% 18,67% 17,33% 37,33%
BOS 25,33% 8,00% 10,67% 56,00%
PKH 9,33% 5,33% 2,67% 82,67%
PNPM Mandiri 13,33% 12,00% 2,67% 72,00%
UMKM 17,33% 4,00% 10,67% 68,00%
Revitalisasi Pertanian 5,33% 4,00% 2,67% 88,00%
PEPM 9,33% 1,33% 5,33% 84,00%

#Jumlah Responden = 75.

Dari 75 responden pemangku kepentingan, 48% menyatakan bahwa Program BLT 2005
lebih buruk daripada Program BLT 2008. Sebagai pelaksana Program BLT, mayoritas
responden menyatakan bahwa mereka telah menjadikan pengalaman pelaksanaan BLT
2005 sebagai pelajaran bagi pelaksanaan BLT 2008 schingga dalam pandangan mereka
BLT 2008 lebih lancar dan lebih terorganisasi serta tidak menimbulkan konflik di sebagian
besar daerah penelitian dibandingkan dengan BLT 2005. Walaupun demikian, sebagian
responden masih melihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan BLT 2008, yaitu
koordinasi antarinstansi yang lemah, tidak adanya verifikasi data RTS di beberapa daerah,
dan adanya potongan dana dalam jumlah besar. Selain itu, banyaknya rumah tangga miskin
yang belum mendapat BLT menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Ketidaktepatan sasaran seperti ini biasanya membuat aparat menjadi sasaran ketidakpuasan
masyarakat. Beberapa responden pemangku kepentingan menyarankan BLT diganti
dengan program lain karena mereka menilai BLT hanya memanjakan masyarakat dan tidak
mendorong masyarakat menjadi mandiri.

Jika dibandingkan dengan Program Raskin, mayoritas responden pemangku kepentingan
(36%) menilai Raskin lebih baik daripada BLT 2008. Raskin dianggap tidak menimbulkan
konflik dan lebih jelas manfaatnya bagi keluarga miskin dibandingkan bantuan yang diberikan
dalam bentuk tunai. Kelemahan program ini adalah masyarakat masih harus membayar untuk
mendapatkan Raskin dan masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian
Raskin. Selain itu, pasokan Raskin sering terlambat, kualitasnya tidak bagus, beratnya kurang,
dan jatahnya sedikit karena harus dibagi rata ke semua anggota masyarakat.

Untuk Program Jamkesmas/Askeskin, BOS, PKH, PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi
Pertanian dan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), walaupun mayoritas pemangku
kepentingan telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan penilaian, mereka
beranggapan bahwa program-program tersebut lebih baik daripada BLT 2008. Jamkesmas
dinilai lebih baik daripada BLT 2008 karena BLT merupakan program sesaat atau hanya
berjalan pada kurun waktu tertentu, sedangkan Jamkesmas memiliki manfaat jangka panjang
karena dapat menyokong kesechatan orang miskin schingga mereka dapat terus bekerja.
Kelemahan Jamkesmas adalah birokrasinya berbelit-belit, tidak semua pelayanannya gratis, dan
petugas kesehatan kurang ramah saat memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesmas. Selain
itu, ada pula kasus korupsi obat-obatan dan pasien fiktif Jamkesmas yang diklaim oleh rumah
sakit di suatu daerah.



Para pemangku kepentingan menilai Program BOS lebih baik daripada Program BLT 2008
karena program tersebut lebih tepat sasaran dan dengan BOS anak-anak keluarga miskin tidak
akan putus sekolah. Menurut para pemangku kepentingan tersebut, pengadaan pendidikan
gratis lebih baik daripada pemberian uang tunai yang bisa digunakan dengan tidak tepat.
Adapun kelemahan BOS menurut para pemangku kepentingan ini, antara lain, adalah (i)
pencairannya lambat sehingga mengganggu proses belajar mengajar, (i) program BOS di
beberapa daerah belum menggratiskan biaya sekolah, dan (iif) banyak sekolah yang kurang
transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Sebagian besar responden pemangku kepentingan menyatakan bahwa program-program
pemberdayaan seperti PKH, PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi Pertanian, dan Program
Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEPM) lebih baik daripada BLT 2008, Raskin, BOS, dan
Jamkesmas. Program-program pemberdayaan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin.

Tabel 17. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan
Penilaian Pemangku Kepentingan?®

Nama Program Peringkat Peringkat Perin_gkat
Pertama Kedua Ketiga
BLT 13,79% 20,69% 18,97%
Raskin 25,86% 24,14% 10,34%
PKH 8,62% 1,72% 1,72%
Jamkesmas/Askeskin 8,62% 13,79% 22,41%
BOS 1,72% 13,79% 12,07%
PNPM Mandiri 17,24% 3,45% 8,62%
UMKM 3,45% 6,90% 517%
Revitalisasi Pertanian 0 1,72% 0
PEPM 1,72% 1,72% 0
Lainnya 18,97% 10,34% 6,90%

#Jumlah Responden = 58.

Dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, Program Raskin adalah program
yang terbaik menurut penilaian responden pemangku kepentingan di seluruh daerah penelitian
(lihat Tabel 17). Dari 58 responden, sekitar 26% menyatakan bahwa Program Raskin adalah yang
terbaik. Program terbaik kedua dan ketiga yang dipilih oleh 17% dan 14% pemangku kepentingan
adalah, berturut-turut, PNPM Mandiri dan Program BLT. Berbeda dari penilaian penerima dan
nonpenerima BLT, pemangku kepentingan menilai program pemberdayaan sebagai salah satu
program terbaik untuk menanggulangi kemiskinan.



V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan studi dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

a)

b)
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Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi
guncangan akibat kenaikan harga BBM. Meskipun masyarakat miskin merasa terbantu,
sebagian aparat pelaksana program mengaku keberatan atas perlanjutan program ini dan
menyarankan supaya program ini diganti dengan program pemberdayaan masyarakat.

Dukungan terhadap dilanjutkannya Program BLT terlihat pula dari analisis perbandingan
antara BLT 2008 dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Sebagian besar responden
rumah tangga penerima dan nonpenerima menilai Program BLT 2008 paling bagus karena
bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak dan pelaksanaannya
sudah jauh lebih baik daripada BL'T 2005.

Masih terjadi ketegangan dan bahkan konflik di tingkat masyarakat, meskipun
intensitasnya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada 2005. Konflik bersumber dari
kecemburuan sosial dan tidak transparannya proses verifikasi penerima program. Di
beberapa daerah konflik tersebut bisa diredam melalui mekanisme lokal, yakni dengan
membagikan sebagian dana BLT kepada nonpenerima.

Pemotongan dana BLT terjadi di tingkat masyarakat dengan jumlah yang cenderung
bertambah dan dilakukan secara sistematis. Keadaan ini tidak diantisipasi dan ditangani
oleh aparat terkait, bahkan aparat cenderung menutup mata atas kondisi tersebut.

BLT tidak mengakibatkan kemalasan dan perubahan jam kerja RTS. Jumlah dana yang
terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek
menyebabkan masyarakat miskin harus bertindak rasional dengan tetap bekerja untuk
memenubhi tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercakupan penerima BLT karena
verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlanjutan program ini mensyaratkan sejumlah perbaikan
dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pendataan, sosialisasi, dan pencegahan pemotongan
dana BLT. Berikut ini beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan.

a)

Verifikasi RTS hasil pendataan BPS perlu disahkan di tingkat masyarakat melalui rembuk
desa dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan dituangkan dalam berita
acara. Sebelum rembuk desa dilakukan, perlu disosialisasikan nama-nama calon RTS
melalui papan pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat agar masyarakat bisa
menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan mereka
atas hasil pendataan. Keberatan masyarakat dibahas dalam rembuk desa yang kemudian
menetapkan RTS yang layak menerima manfaat program.



b)

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang BLT yang hanya ditujukan untuk rumah
tangga miskin perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut.

(1) Memperluas sosialisasi di tingkat masyarakat, terutama yang berkaitan dengan
maksud, tujuan, mekanisme, dan penetapan sasaran program.

(2) Melakukan sosialisasi secara formal melalui rapat desa/rapat dusun dan lain-lain,
dan sosialisasi secara informal melalui acara keagamaan, arisan, atau kegiatan sosial
lainnya.

(3) Menyebarkan brosur dan poster di tempat-tempat umum dan melakukan pemuatan
informasi, misalnya iklan layanan masyarakat, di media cetak dan elektronik.

Dalam hal pencegahan pemotongan dan pemungutan dana BLT untuk tujuan dan alasan
apa pun, termasuk pembagian BLT secara merata dengan alasan meredam konflik,
bupati/walikota perlu mengeluarkan surat edaran resmi bagi aparat dan instansi terkait dari
tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan, termasuk RT/RW, yang memuat
larangan pemotongan dan pemungutan dana BLT. Surat edaran ini juga harus
dipublikasikan di tempat-tempat umum, seperti kantor kelurahan, tempat ibadah, posyandu,
kedai, dan lain-lain.

Selain tiga hal pokok di atas terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan.

a)

b)

d)

Pembagian KKB dilakukan setelah proses verifikasi selesai dilakukan agar KKB RTS yang
sudah dibatalkan tidak disalahgunakan.

Terkait pencairan dana BLT, perlu dilakukan:

(1) penambahan titik pencairan, terutama untuk wilayah yang jauh dan aksesnya sulit;

(2) penambahan jumlah loket dan penyediaan loket khusus untuk RTS lansia, sakit, dan
cacat; dan

(3) penerapan sistem antrean agar pencairan berjalan tertib dan teratur, seperti dengan
menggunakan nomor antrean, membuat alur antrean, melibatkan tenaga keamanan,
dan sebagainya.

Perlu dibentuk posko pengaduan di beberapa tingkat.

(1) Di tingkat kabupaten/kota posko ini melekat pada tugas dan fungsi UPP BLT-RTS.

(2) Di tingkat kecamatan posko ini menjadi tanggung jawab camat.

(3) Di tingkat desa posko ini menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah dan diawasi oleh
BPD atau dewan kelurahan dengan melibatkan karang taruna dan pekerja sosial
masyarakat (PSM).

Posko pengaduan ini berfungsi sebagai penampung aduan dan penyelesai masalah terkait

BLT. Masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat ini disampaikan ke tingkat yang lebih

tinggi. Penyelesaian masalah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Perlu adanya penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat
dalam UPP BLT-RTS, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang dituangkan dalam SK
bupati/walikota.
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Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 327 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 tentang
Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga
Sasaran Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Ketja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Cianjur No. 466.1/1729/DSTKC Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP-BLT).

Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 151 Tahun 2008 Tanggal 18 Juli 2008 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai
Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate.

Surat Keputusan Menteti Sosial Republik Indonesia No. 28/HUK/2008 Tanggal 16 Mei 2008
tentang Penunjukan PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai
Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Surat Kesepakatan Rapat Koordinasi BLT-RTS 2008 Kabupaten Bima Tanggal 9 Juli 2008
tentang Verifikasi Rumah Tangga Sasaran.

Surat Menteri Dalam Negeri No. 541/1336/S] Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pelaksanaan dan
Pengawasan BLT Tahun 2008.
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Lampiran 1

Tabel Al. Perbedaan Kriteria Kemiskinan di Dua Desa
di Kabupaten Tapanuli Tengah

Desa Pearaja

Desa Mombang Boru

Sangat Miskin Miskin Sangat Miskin Miskin
(20%) (70 %) (23%) (41 %)
Rumah berlantai tanah, Rumah semi Rumah sangat Rumah papan, pakai

beratap rumbia dengan
ukuran 4x5 m; kadang-
kadang berstatus rumah
sewaan atau dipinjamkan
tanpa disewa tanahnya

Anak banyak

Pendidikan orang tua
maksimal SD, anak tidak
tamat SD

Berobat ke dukun dan
bidan desa (bides)

Kebanyakan pendatang

Pekerjaan menderes, buruh
harian lepas

Tidak punya tanah, sawah
dipinjam dari orang kaya
Membeli pakaian satu setel
satu tahun

Menggunakan MCK umum

permanen, beratap
seng, dan berukuran
5x6 m atau 4x6 m

Punya 1 unit sepeda
Punya pohon kelapa

Punya sawah, kebun
maksimal 1 ha

Berobat ke
puskesmas,
menggunakan
Askeskin, dan
berobat ke dukun

Anak sekolah
maksimal SMP

Penerangan listrik
450 watt

Pekerjaan buruh
harian lepas di lahan
orang, tukang becak
motor (becak motor
sewaan) untuk
menutupi kebutuhan
sehari-hari

Ada keluarga yang
tamat SD dan ada
yang tidak
Sumber air dari
sumur

Menggunakan
fasilitas MCK umum

Jumlah anak 5 hingga
15 org

Penghasilan
maksimal
Rp1.000.000

Beli pakaian 1-2 kali
setahun

sederhana berupa
gubuk dengan atap
rumbia, lantai tanah, dan
dinding bambu. Ukuran
rumah 3x4 m, dan tidak
semua rumah milik
sendiri

Tidak memiliki
penerangan listrik

Sumber air dari sungai

Mata pencaharian
sebagai buruh lepas di
kebun orang

Memiliki anak = 5 orang
karena pendidikan
rendah

Berobat ke dukun dan
posyandu

Umumnya anak
merantau

Sering sakit

Sering mendapat
bantuan dari orang lain
untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-
hari

Jumlah pendapatan <
Rp250.000 per bulan, itu
pun belum tentu ada
setiap bulan

kolong (bobrok), atap
rumbia, lantai tanah,
ukuran rumah 6x5 m,
tidak memiliki listrik

Sumber air sumur, MCK di
luar rumabh tidak
permanen

Pendidikan anak sampai
SMP; ada juga yang tidak
tamat SMP

Memiliki sawah 1 ha yang
bisa dikerjakan untuk
menggarap, sering banjir,
tidak bisa membeli pupuk.
Berobat ke dukun

Makan 2 x sehari,
komsumsi hanya ikan asin
saja

Pergi ke pasar untuk
berbelanja sekali dalam 3
bulan

Buruh harian lepas

Tidak memiliki sepeda
motor dan sepeda

Penghasilan < Rp700.000

itu pun tidak tentu ada
setiap bulan

Sumber: Hasil FGD Klasifikasi di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam dan Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapteng.



Lampiran 2

Tabel A2. Persentase Penggunaan Dana BLT 2008

Jenis K?g“;?&ﬁn Kabupaten Kabupaten Kabupaten  Kota Total
P Cianjur Demak Bima Ternate
Tengah
Min 0,0 10,0 0,0 10,0 70,0 10,0
. Maks 0,0 15,0 0,0 35,0 70,0 70,0
Pakaian
Mean 0,0 12,5 0,0 19,9 70,0 22,4
N 0,0 2 0,0 11 1 14
Min 16,0 4,00 23,0 4,0 30,0 4,0
. Maks 100,0 83,0 50,0 66,0 100,0 100,0
Konsumsi
Mean 48,6 34,7 35,6 43,8 60,6 449
N 11 19 5 24 13 72
Min 33,0 1,0 10,0 8,0 50,0 1,0
. Maks 66,0 34,0 50,0 33,0 100,0 100,0
Biaya Sekolah
49,5 13,2 20,8 20,3 83,3 27,9
N 2 4 5 15 3 29
Min 66,0 0,0 16,0 10,0 53,0 10,0
Maks 100,0 0,0 16,0 33,0 100,0 100,0
Berobat
Mean 87,0 0,0 16,0 19,7 77,7 61,9
N 5 0,0 1 3 3 12
Min 66,0 3,0 8,0 16,0 0,0 3,0
Maks 100,0 100,0 8,0 83,0 0,0 100,0
Bayar Utang
83,0 23,1 8,0 30,5 0,0 30,8
N 2 10 1 13 0,0 26
Min 56,0 16,0 NA 43,0 20,0 16,0
Tambahan Maks 56,0 16,0 NA 43,0 66,0 66,0
Modal Mean 56,0 16,0 0,0 43,0 46,2 42,8
N 1 1 0,0 1 4 7
Min 1,0 16,0 33,0 3,0 0,0 1,0
Potongan Aparat 3,0 55,0 50,0 6,0 0,0 55,0
Desa/Kantor
Pos Mean 15 32,1 41,3 3,7 0,0 22,4
N 4 20 6 12 0,0 42
Min 16,0 1,0 6,0 6,0 6,0 1,0
. Maks 16,0 16,0 6,0 10,0 6,0 16,0
Listrik
Mean 16,0 8,0 6,0 8,7 6,0 8,6
N 1 4 1 3 1 10
Min 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0
Maks 10,0 13,0 0,0 3,0 40,0 40,0
Ongkos
Mean 5,6 5,2 0,0 2,9 12,8 6,0
N 7 12 0,0 15 9 43
Min 0,0 5,0 0,0 1,0 0,0 1,0
KTP Maks 0,0 8,0 0,0 1,0 0,0 8,0
Mean 0,0 6,0 0,0 1,0 0,0 4,6
N 0,0 3 0,0 1 0,0 4
Min 0,0 1,0 0,0 8,0 0,0 1,0
Maks 0,0 1,0 0,0 16,0 0,0 16,0
Zakat
Mean 0,0 1,0 0,0 11,3 0,0 8,7
N 0,0 1 0,0 3 0,0 4

... bersambung



..sambungan Tabel A.2

Min 66,0 0,0 0,0 0,0 33,0 33,0
Perbaikan  Maks 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Rumah Mean 89,2 0,0 0,0 0,0 77,7 84,3
N 4 0,0 0,0 0,0 3 7
Min 6,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0
Maks 13,0 16,0 4,0 10,0 3,0 16,0
Rokok
Mean 9,5 6,0 3,5 6,2 2,3 54
N 2 3 2 4 3 14
Min 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Maks 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Pulsa
Mean 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
N 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1
Min 66,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0
) Maks 66,0 91,0 0,0 33,0 1,0 91,0
Lainnya
Mean 66,0 25,7 0,0 10,8 1,0 16,0
N 1 4 0,0 14 1 20
Jumlah
Responden 18 22 6 25 19 90
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Lampiran 3

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS)

EAESITKESE
TN LRI I

Al &

INSTRUKS FRESIDEN KEFUDLIK INDONEIIA
NOMOR 3 TAHUN 20085
TRHTANG
FELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI

UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

FRESIDEN REFUBLIK INDONESLA,

Upiuk kclapcaran pelaksanaan program pemberian pantuan langsung tamm kepada
rumah mngga sasaran delam mngks kompensast pengurangan subsidi Pahan Bakar

Minyak (PEM), dengan ini menginsteulsiinn:

Kepsuls 3 I. Menteri Koordinator Bidang Polittk, Hulnm dan Keamanan,
2. Menteri Koordinator Bidang, Perekonomian;
3. henteri Koordinawor Bidenyg Koacjabhicouan Rekyal,
4. Menteni Keuangan;
5. Menteri Megers Ferenvansan Ponmbanguoan Nasional/Kepals
Badan Perencangan Pembangunan Nasional;
o Menleri Soxial,
. Menteri Dalam Negeri;
. Mented Borunikasi dan Informaka;

w W o= ;m

. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negam,
. Jaksa Agung Republik Indonea:a;

Ll, Panglima Tentars Masional Indonesia;

12. Eepaln Bepolisiar Negzon Republik Indoness;

13 Kepals .

Lembaga Penelitian SMERU
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13, Kepala Badan Pusat Staiistk;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
15. Para Gubernur;

16, Fara Bupati/ Walikota.

Menteri Koordinawn Bidang Fulitik, Hukum dan Keamanan segera
mengkoordinasikan  langkah-langkah vang  diperlukan  dulum
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksansan
program pemberian pantuan langsung tunai kepada rumah tangya

sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM,

Menteri Keordinator Bidary Ferckonomian sferd
mengkoordinasikan  penyispan  kondisi  perckonomian  yang
mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan
fangsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam  rangka
kompensasi pangurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menter -
menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusal Statistik.

Menteri  Koordinator Bidang Kesejahterasn Rakyat  segera
mengkoordinasikan  pelaksanaan program pemberian  bantuan
langsung tunai kepada rumali lnggs sasaran dalam rangxa

kompensasi pengurangan subsidi BRM, dan penanganan penguduan

masyarakat ..,

46
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masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan

menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusai

Statistik,

4. Menteri Keuangan segera melakukan:

a.  penyedizan pendanaan setelah menerima usulan dar Menter:
sosial;

b. penyusunan dan pengendalian angsaran untuk pelaksanaan
program permbcrian buntuen langsung tunal kepada rumah

tRNEIR sAsAran;

dalarn rangka kempensasi pengurangan subsidi BEM,

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Fercncanaan Fembangunan Masional segera melaksanakan:

a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana progran
pemberian bantuan langsung tunai kepada rumuh angga
sasaran dalam rangka kompensast pengurangan subsidi BEM;

b. penyusunan organisasi pelaksanaan program  pemberian
bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam
rungka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;

«.  melakukan cvaluasi pelaksanaan program bantuan langsung

tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasamn.

B. Menlen ..,
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Menteri Sosial:

a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam  peclaksanaan

pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga
sasaran;

- mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuargan
sesuan data rumah tangga untuk program pemberian bantuan
langsuny tunai kepada rumah tengga sasaran yang disediakan
oleh Badan Pusat Statistik;

- segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah
tangga sasaran sesual program yang telah disusun aleh Menteri
MNegars FPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Ferencanaan Fembangunan Nasional;

- menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran banman langsung

bunai scbagaimana dimaksud pisda huruf o

dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Menleri Dalum Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pengendalian program pembenan bantuan langsung tunai kepuds

rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan

subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.

8. Menten |
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Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam
Negeri segern  mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan
konsultasi publik mengenai program pemberian bantwan langsung
tunal kepadas rumah tangga sasaran dslam rangks kemperzas
pengurangan subsidi BEM.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan
program BUMN Feduli dan mengambil langksh-langksh yang
diporlukan berkaitan dengan poran Badan Uszha Milik Negara
dalam rangka mendukung pelakisanaan program pemberian bantuar:
langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka
kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Jeksa Agung Republik Indonesia segera melakukan pencgakan
hukum terhadap setiap phak yang melakukan penyunpangan dan
penyslewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan
langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka
kompensasi pengurangan subsidi BBM.

FPanglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan
dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan
langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka

kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia segers melakukan langkah-
langkah komprehensif dalam menjagn keamanan dan ketertibar

masyarakat

Lembaga Penelitian SMERU
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masyarakal untuk pelaksanagn program pemberian  baniuzn

langsung tunal kepada rumah langga sasaran dalam rangka

kompensas pengurangan subsidi BBM,

Kepala Radan Pusat Stanistik segera:

a. melakukan kegiatan penvediaan data rumah tangga sasaran
untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada
rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupmien/Kola;

h. memherikan akses dala rumah targga sasaran kepada ingtansi
Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahicraan sosial.
Kepala Badan Fengawasan Keuangan dan Pembangunan segera
melaksanakan audic atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung
funzai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi

penguranzan subsidi BEM.

Fara Gubernur beserta jajarannya memberikan dubungan serhadap

pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung

munai kepada rumah langge sasaran dalam rangka kompensasi
pengurangan subsidi BBEM di wilayah maring - mazing.

Para Bupati/Waliketa beserta jajarannyas memberikan dukurgan

terhadap pelaksanaan dan pengawasan prozram pembermn bantuan
langsung  tunzi kepada rumah tangga sasaran dalam rangks

kompensasi pengurangan subsidi RBM di wilayah masing-masing,

KEDUA ...
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Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden i
adalah rumah mngga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin,
dan Hampir Miskan.

Segala biaya yang diperlukan dalam runghka penyiapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung
tunai kepada rumah tanges sasaran  dalam rangka  kompensasi
pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Fendapatan dan
Belanja Negasa,

Melakukan findakan hubwm yang tegas scsual dengan  ksientuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang,
perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau pant diduga
melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan
pelaksanaan program pemberian bantuan langsung funai kepada rumah
tangza sasaran.

Dantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana
dimalesud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tangal 31 Desamber
2008.

Agar melaksanalkan Instruksi Presiden i secars terkoordinasi dan dengan
penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilinea kepada Presiden.
Dengan dikeluarkannya Instruksi Fresiden ini, maka Instruksi Presiden
Nomor 12 Tahun 2005 tenlang Pelaksarmun Bantuun Langsung Tunal

Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tdak berlaku lagi.

Instrukst ...
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Instruksi Fresiden ini mulai berlaku pada tangzal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tangzal 14 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tidl,

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOQ

52
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Lampiran 4

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28/HUK/2008 tentang Penunjukan
PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyalur Dana Bantuan

Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 / HUK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN PT. POS INDONESIA DAN BRI
(PERSERO) Thbk., SEBAGAI PENYALUR DANA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK
RUMAH TANGGA SASARAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : o. bahwa untuk keloncoron pelaksonaan
program pemberian Bontuan Langsung
Tunai Untuk Rumoh Tangga Sasaran
dalem rongko kompensasi pengurangan
subsidi bahan bokar minyok perlu ditunjuk
badon/ lembaga sebagai penyolur dano
bantuan dimalsud:

b. bahwa berdaosarkan pertimbangan
sebogaimana huruf o perlu menunijuk PT.
Pos Indonesio dan Bank Rakyat Indenesia
(Perserc) Tbk sebagai penyclur Dano
Bantvan Langsung Tunai Untuk Rumah
Tangga Sasaran dalam svatu Keputusan
Menteri Sasial.

Lembaga Penelitian SMERU

53



==
il Bl e

Mengingat :

el

. Undang-Undang Nomer é Tahun 1974

tantang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Rl Tahun 1974 Momor 53, tambaohan
Lembaran Negara Rl Nomeor 303%);

. Undang Undang Momor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 60,
tambahan Lembaran Megara 3839);

Peraturmn Pemeriniah Nomaor 47 Tahun
1981 lentuny Ff.—:|uyuf|un Keseiuhlemun
Sosial bagi Fakir Miskin (Lembar Negara
Rl Tohun 1981 Nemeor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3206);

Keputusan Presiden Rl Momeor 187/M
lahun 2004 tentang Pembentukan
Kahinet Indanesia Bersntu, sshagaimana

teloh beberapo kali divboh terckhir
dengon Keppres Rl Nomeor 171/M/2005;

. Keputusan Presiden Presiden Rl Nomor 9

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tota Kero
Kementerian Negara Ri;
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Memperhatikan:

Peraturan Presiden Rl Nomor 7 Tohun
2005 tentang Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Nasional Tohun 2004-
2009;

Peraturan Presiden Rl Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon | Kementerian Negara Rl;

. Keputusan Menteri Sosial Momor 84/

HUK/1997 tentang Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sesial bagi Keluarga
Fakir Miskin;

. Peraturan Menler Sosial Rl Nomor B2/

HUK/2005 tentang Organisasi dan Tota
Kerja Departemen Sosial.,

Instruksi Presiden Rl Nomor 3 Tahun
2008 tentang Peloksonoan Bantuan
Langsung Tunai Untuk Rumah Tanggo
Sasaran,

Lembaga Penelitian SMERU
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA . Menujuk PT. Pos Indonesia dan Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai
Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai
Untuk Rumah Tangga Sasaran.

KEDUA :  Jumloh Dana Bantuan Langsung Tunci
Untuk Rumah Tangga Sasaren akan
ditentukan besarnya dalam DIPA
Sekretariat Jenderal Departemen Sosial Rl
Tahun 2008,

KETIGA : Data penerima Dana Bantuan Langsung
Tunai Untuk Rumah Tanggae Sasaran
sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDLIA, barsumber dar Badan Pusat
Statistik (BPS).

KEEMPAT :  Mekanisme penyaluran Dana Bantuan
Langsung Tunai dimaksud dimuat dalom
kesepakatan kerjasama antara

Depurlemen Swusiul, dengun PT. Pos
Indonesia dan PT. Bank Rekyat Indonesia
{Parsaro) Thk.
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KELIMA

KEENAM

Seluruh biaya dan pelaksancan
penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai
Untuk Rumah Tangga Sasaran
sebagaimana dimaksud dolom Dikium

PERTAMA dibebankan pada DIPA
Departemen Sesial Rl Tahun 2008.

Keputusan ini berlaku poda tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dibetulkan sebagaimana mesfinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2008

MENTERI SOSIALRI

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE
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Salinan Surst Reputuson ini dsampoikan kepoda Yih.:

I

9.
10.
1
12

Ketwa Bodan Pemenksa Reuangan [BPK).

Menfer Koondinator Hidang Kesejahteraan Kakyperd.

Porc Pejabat Eselon | di lingkungon Departemen Sosial RL

Pore Gubernur di Seluruh Indonesia.

Paro Pejobat Eselon Il di Lingkungon Departernen Sosial Rl
Kepala Bodan Pengowasan Keuangan don Pembangunan (BPKP).
Paro Kepcls Dinos/ Instonsi Scsial Selervh Indonesia.

Kepala Pusat Penyusunan Perundeng-LUndongan dan Bantuan Hukem
Deporemen Sosiol R

Kepala Bire Xeuongan Deporemen Sosicl RL

Kepola Biro Perenconoan Deparemen Sosiol Bl

Marekher L tnma PT. Poa Indonesin

Chrektur Ltoma PT. Bank Bakyot Indonesia [Persers) TRk
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Lampiran 5

Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 537.2/Sosnakertrans/2008 tentang
Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP BLT) Kabupaten
Tapanuli Tengah

BUPATI TAPA ULI TENGAH

HEPUTUSAN BUPATI TAPANUL] TENGAH
NOMOR : 537 2 / Sosnakertrans/2008

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (UPP-BLT) KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUFATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang t a. bahwa dengan kennikan hargn dosar bahan bakar minyalk
mengakihatkan harga kehutuhan pakak meningknt, hal ini
akan menambah kesulitan bag wargs miskin untuk
beradaptasi dengen perkembangan harga dipasar;

b. bahwa untuk mendukung upaya perlindungan sosial
masyarakat  miskin, sesum denpan [asiruks Pressden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 wnggal 14 Mei
2008, Hal Pemerintuh Republik Indonesia  memberikan
Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
{(BLT-RT3] wuntuk #u pocrlu Penctapan wait Polaksuna
Program Bantuan langsung Tunoi [UPP-BLT) EKabupaten
Tapanuli Tengah:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan humul "a® dan humf "b°
diatas perlu menciapkan Reputusimm Bupan teniang
Pﬂncl‘.np;m Unit Pelokwinag Progrom  Hantuan l.llrigs.ﬂn.ﬁ
Tuna: (UPP-BLT) Tahun 2008 Kabupaten Tapanuh Teagah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 7 Dri Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah Utonom: Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Dacrah Previns: Sumatcra Utars (Lembaran
MNegara Republik  Indonesin Tahon 1956 Nonmor 58
Tambahun Lembaran MNepara Hepublik Indonesia Momor
1092},

2. Undang-Undang  MNomor 10 Talwun 2044 tenltang
Pembentukan FPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389],

3. Undang-Undang Nemor 32 Taohun 3004 tentang
Pemernintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4437):
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Menetapkan

PERTAMA

4, Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004  lentlang
Penmbangan Keuangan aniara  Pemerintab Pusal dan
Pemerintah Dacrah [Lembaran Nepars Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 438}

5. Undang-Undang ¥omear 43 Tahun 2007 woiang Anggaran
PMendapatan Belanjo Nasional Tahun 2008 {Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 133, Tambabin
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

6.  Peraturan Pemeriniah Nomes 79 Tabun 2005 tontang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggarnan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tahun 2005 MNemer 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4593),

7. Peraturnn Pemerintah Momor 38 Tahun MO7  rentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ HKota (Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomaor 4737);

& Peraturan Presiden Republik [ndonesia Momor 54 Tahun
2005, tentang Tim Keordinasi Penanggulangan Kemiskinan
THPE];

9. Instruksi Presiden Republik [ndonesia Nomor © 03 Tahun
2003 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung
Tunai untuk Bumah Tangga Sasaran [ BLT - K75 |

10 Kepuatusan Cubermur Sumatara Lltars Momor - GOOS 22047
K/ 2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana  Program
Bantuan Langsung Tunal { UPP - BLT | Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008,

11. Peraturan Duerah Kabupaten Tapanoh Tengah Nomor 26
Talun 2007 tentang Orpamisasi dan Tata kenpa Dmnas -
Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah,

MEMUTIUSKAN :

KEFUTUBAN BUFATL TENTANG FENETAFPAN T
PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANCEUNG TUNAI (UPP-
BLT] KARITPATEN TAPANULI TENGAH.

Menetapian Umit Pelaksana Program Banmuan Langsung Turnai
Rumah Tangga Sasaran HKabupaten Tapanuli Tengah dengan
musunan angenia  schagaimana  tercantum  dalam  lampiran
Keputusan ini.
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KEDUA : Unit Pelaksana sebapoimana dimaksud diklum pertama

bertugas:

1. mengelola Unit Pelaksana Progrim Bantuan Langsung T
{UPP-BELT] untuk dapal berivgas secara intensil selama proses
Pelaksanaan Program Bantuan Langsuag Tunai di Kabupaten

Tapanul Tengalh.

2. nwelakukan Poonbinaan, Sugervisi, dan Pongawasan torhadap

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunat

Humah  Tanpgsa

Sasaran Kabupaten dan Unit Pelaksana Program Bantuan

Langsung Tunai Kecameatan

3. mengkoordinasikan dalam l'claksanaan Fendamping eriadap

FT. Pus Indonesia pada saat FPembagian

KRartu Baniuan

Langsung Tunai dengun melibatkan Tenagas Kessjahreraan

Masyarakat (Karang Taruna, Taruna

Biaga Bencane

JTAGANA, PSM, Tokoh Agama. Toksh Masyarakat].

4. memben Perlindungan  khusus  bagt

Keompok RKentan

(Peoyundang Cocat, [bu Hamil, dan Lanjut Usta scria Bumakh
Tanggs Sssaran vang sakit] pencrima Bantuan langong

Tunai.

5. membuat laporan Felaksanaan Program Bantuan Langsung
Tunai Rumah Tanggs Sasaran sesuan dengan TUgEs dan

kewenangan  vang  dimbiks ke Meoteo

Sosaal  Hepublik

Indonesia melalul Gubernur Sumatera Uiars.

KETIGA ¢ Scgala biaya vang timbul akibat ditctapkannya keputlusan ini

dibebankan pada dana APBN.

KEEEMPAT : Hepurusan imi mulai berlal sejok tanggal ditctaphsn dengan

kerenmian  apahila  rerdapat  kekeliruan
diadala.. perbaikan schagsimana mestiny.

Diteraphan di Puonduan
i . 2008

prada tan Fil

BUPATT

didalamnya  ahkan

s Ao
AN e e
T SRR

Tembusan &

1. Menter Sosial Republik Indonesia di Jakarta

2. Ketua DPRD Kebupaten Tapanuli Tengah di Pundan

3. Inspektur Kabugpsaten Tapanuli Tengah di Pandan

4. Masing- masing yang tersciput dalam Luppian Reglilusan ink

62

Lembaga Penelitian SMERU



Lampiran : Kepomusan Bupat Tapanoli Tengsh
Nomwhe: %Pf!’ﬁmmm;’fu;
VEEE % 20 9un 2edd

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PELAKSANA
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPP-BLT)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2008

1. Ketus - Kepala Dinas Snsial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli
Tengah
I. Sekretaris  :© Kepala Bidang Kesejuhieraan, Banian Sosiol dis Ponfodayean Mazyarakaot
3. Bemdahara © Togu Sibombing
4 Anggota 1. Kepala Bog peda Kabupaten Tapanuli Teugah
2. Kepala Dadan Musat Sestistik Kabupaten Tapoanuh Tengak
3. Kepala Bagian Humesy Sctdakab Tapaauli Tengsh
4. Kepala Kantor Pemberdaysan Miasyarzkal [3esa dan Perempuan Kabupaen
Tapanuli Tengah
3. Managara Mambaton, SE
6. H. Solehuddin |farahap. 5. Ay
7. Asmaria Batuhara
£ Demetria Tampubolon, 51

9, Jusman MNur Siftonga

UMBANTOBING
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Lampiran 6

Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Program BLT 2008

dan Verifikasi serta Pemutakhiran Database Rumah Tangga Sasaran

o -J'-'.: ) Badan Pusat Statistik
7 (#-"." Kabupaten Tapanufi Tengal
M. N, Datlay No.- Pandian.- Tapamdi Tengan 23610 TelpFaks . (0d31) 371082
— __ ____}
Nomor  : 12041.... Pandan. 19 Juni 2008
Lampiran ; =

Perihal Program DLT 2008 dan Verifikasi
sorta Pemuotuhiran Data hawe RTS

l-..:pa.tlu "e"n.ng Terharmnt +

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
di.

Pandan

Menanggapi surat Kewa Dewan Perwakilan Rakyat Deernh Kabupaten Tapanuli
Tengah nomor 170068 12008 tanggal 17 Juli 2008, dengan honnot kami berkan penjelasan
tentang migas Badan Pusat Seatistik (BPS) dalam penvaluran program BLT 2008, antars Jain :

1. Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2008, teatang Pelaksanasn Program Bantuen Langsung
Tunai (BLT) untuk Rumah Tanggs Sasaran (RTS) maka pelaksana dari Inpres tersebut
adalah® Menko Polhukam, Merko Perckonomian. hMenke Kesra, Menteri Keuangan,
Meneg PPN/Hupala Bapponas, Menteri Sosial, Mendagd, Menterd Kominfo, Mency
BUMN, Jaksa Agung, Panglims TNI, Kepala BPS, Kepala DPKP, Gubsmur das
Fupati Walikota,

2. Tugas BES melipud :
- Melakukan kepiatan Penyedia datz K15-BL 1 bersama Pemkab/Pemio.
- Memberikan akses datz Rumah Taneea Sasaran (RT5) kepada Instnsi Pemenintals [ain
yang melakukan kegiatan kescjahterazn sosial,

3. Zebagui penyedia dam RTS-BLT 2008 peviu dileriahuban bahwa data yang digenskan
schagal data dasar (database) penentian RTS penerima BL T 2008 &1 Kabupaten Tapanuli
Tengah bersumber dari 2 sumber. Hal ini terjadi karena, Kabupaten Tapanuli Tengah
termasuk dan 97 KabHota vang melakukan kegiatan Survei Pelayanan Dasar Pendidiban
dan Keschatan (SPDKP) tshon 207, yanp menghasilkan RTS penedma Progrm
Keluasga Harapan (PKH). Dimans hasil dori kegiotan SPOEP ini juga digunasan ssbags
dasar penentuan RS penerima BLT 008

2. Kedua sumber data Jasar penentusn RTS pencrima BLT 2008 tersebut adnlah:

a.  Data dasar (database) RTS penerima BLT 20052006 (keadaan 31 Miei THA). Femdah
RTS pemoima BLT 20052006 scune unasienal 180 juta RTE, dan wntuk Kab

Tapanuli Tengah sebanyak 33861 RT3,
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b Deta husil Verifikas? pelaksanaan SPDKF tahun 2007, Kegiatan ini dilakukan di &
Keeamatan . yaitu Kecamatan  Pinangsori, Badirl, Tukka, Sitahuis, Tapian Nauli,
Sosor Goudong, Sirandomng dan Manduamas.

==7Pada kegiatan SPOKP 2007 sebaginn pencrima BLT 20052006 (sangat miskin dan
sebagian misking divenkosi kembali oleh tm SBDER {1 Tim terdin dori 3 oreng),
bila kondisi ckonominya mampu diberi kode | dan bila tdak mampu diber kode 2.
RTS vang telah diverifikasi tersebut dan bila berkode | (mampu ko sominya) dihapus
dari_datsbase RTS penerima BLT 2008 dan bila berkode 2 tetap scbagai pencrima
BLT 2008
Pada kegiatan SPDEF 2007 tersebut jugn dilakukan penelusuranfsweeping wuntuk
mencard RTS yang sangat mizhiu dau wemeuold sywat PKH (Mompunys iba hamil
dan atau balita dan atau snak usa sekokah 6-15 whun) dan bokan merupakan penerima
BLT 20052006, RTS hasil penelusuran tersebut dimasukan sebagai RTS penerima
BLT 2008

5. ladidata RTS pencrima BLT 2008 di Xabupaten Tapanuli Tengah adulah;
= Unigk Hecamatan Sibabangun, Lumut, Sukabangan, Pandan, Kolang, Scrkam,

Sorkam Barat, Barus , Borus Utara din Andem Dewi masih menpggunakan deta RTS
penerima bLT 200572006 dzn nama-nama felzh discrahkan kepada Bapak Sekretaris

Dagrah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 19 bei 2008,
Spdanghkan untuk Kecamatan Pinangron, Badin, Tukka, Sitahwis, Tapian Nauli, Sosor
Gadong, Slrandorung dan Mandumas menggunakan kombinasl penerime BLT
2052006 dan hasil venifikasi SPDEP 2007, dan nama-rama tefah diberikan kepada
Dinas Sosial dan Tenage Kerja dan Transmigrast Kab, Tapanuli Tengah tanpgol (0
Juni 7008,

= . Jumlah RT3 Penerima BLT Z2008. secara nasional jumishnya 19.023 juta RTS, dan

Kabupaten Tapanuli Teagal sebanyak 34,900 ET5 {Kamu DLT)

7. Perlu diinga: bahwa RTS penerima BLT 20082 merupaken Rumah Tanggs Sangar
Miskin, Miskin dan Mendekati Miskin.
& Pendiswibusian Kamo BLT 2008 kepada RTS penerima BLT menjedi wewenang dan

tangpung jaweb PT Pos bekerjasama denpan aparat desabelurahan. Sebelum Karmo BLT

dilistribusikan Peluzss PT Pos den aparat desakelorshan melukokan verifikasi

terbatas terhadap keberadaan dan kelayakan RTS pencima BLT tersebut.

4. Pada zast pendistribusian Kartu BLT dan pencairan dana BLT 2008, BFS tidek berperan

Juga daltvm pelak canann veniikas terbatas tercebur
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10. BPS aken melabmkan Updating terhadep RTS pencrima BLT 2008 yasg 1elah
Jivenifikesi terbotes oleh PT Pos atou oparst descicluahan tersebut, pada bulan
Sepiember — Oktober thun 2008, dengan tujuan menyediakan dats untuk semua progRm
peng.ntasan kemiskinan (Pensjaman Program BLT 2009, Program Raskin, Program
Jamkesmas/Askeskin, Program Reforma Agraria dan Program BOS). Dimans informasi
vang akan dilkumpolkan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing program antara lain:

. Jamkesmas : Nama anggola rurnah anggafcluargs
ii. PEH 2 Jenis Kelzmin, U, States Sekolah, Bals, Ussa
Pendidikan Dasar, WIS, Statns Pekerjzan
mi.  Program Reforma Agraria ! Lapangan Pekerjaan
w. Ras = Mame mud ST dan SLETP

| * Pt : I :'..u.
R | !r‘-.r
.I‘.‘._‘JE- e ":I’lu F
LI ASMEBUTAR-BUTAR, SE, M.Si
Tembusan disempeikan kepada Yih; MIP 34001 1676

1. Kepala BPS Provinsi Sumaters Litara di bedan
2. Bupati Tapanuhi Tengah di Pandan.
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Lampiran 7

Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Cianjur No. 466.1/1729/DSTKC tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT)

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KEPENDUDUNAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Raya Bandung KM. 4,5 Telp. (0263) 261221 - 262464 Cianjor 43251

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN CIANITTR

NOMOR = 466 10 714 /DSTELC

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
RUMAH TANGGA SASARAN [ UPP BLT )

Menimbang : 2. habwa dengan adanyva kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minvak
(BEM) maka perlu diluncurkan program untuk membaniu masvarzkat
muskin agar weiap memenuhi kebutchan dasamys, mencegah penurinan
lamap  kesejaleraan  masyarakal  akibm kesulian  ekomomi  dan
menngkatkan tanggung jawah sosial bersama.

h.  hahwa untuk membaniu masyarkal miskin sebagaimana dimaksud dalam
butir 2, perlu program bastusn yang sangnt bermangfao dan diperlukan
vaie Baniuan Langsung Tunal yang dalam pelaksanaannya diperlukan
koordinasi amar lints sekior vang terkail dalam program  untuk
kelancaran pelaksanaannya.

¢. kahwa atas dosar hal rerschu, perlu dibentuk Unit Pelakzana Progrom
Panman Langsung Tunii Rumah Tangga Sasaran | UPP BLT-RTS) vang
diteraphan dengan Kepurusan Kepala Dinas

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 19 Tabun 1974 temang hetentuan-Retentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara BT Tahun 1974 Nomor 51,
Tl xalazi FJ.'II‘ME.H. Nq_.',u.ld BRI Noavor 3039},

2. Inmtruks: Presiden BI Nomor 3 Tahun 2008 emang Pelaksanaan Program
Bantvan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran..
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Wi apin

PERTAMA

KETIGA

MEMUTUSKAN

: Mambentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga
Sasaran { UPP BLT ATS |, dongan susunan personshs sehagal berkut

Hetua Kepaia Dinas Sostal Tenpge Kerje Kependudugn dan Catatan
Sipll Kabupaten Cianjur

Seicratars Kasubdn Sosisl pada Dinas Sosial Tenaga Kana Hapandudukan
dan Catatan Sigd

Angga 1. Unsur Dappeda Kobupaten Cisnjar

2. Unzur BPS Kabupaten Chanjur

3. Unsur Kantor Infokom Kabapaten Cianjur

4. Unsur Kantnr Pemberdayaan Masyanskat Kahopaten Canjue

5 Unsur Dinas Soslal Tenage Here Hependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Clanjur.

& Pelugas Sekretarial dan Unsur Dinas Sosial tanaga Kera
Kapwndidikan dan Trnaga Kera Kahqaten Conjr

*UPP BLT RTS sabagaimana dimaksud dalam dctum Patata adalah Lembaga
Non Strkiuml yang barkedudukan dibawah dan befangoungawab kepada
Hepais Dinss Sosil Tenag Mo Mepwdudukan don Gatatan Sigd Mabupaten
Guanjur

Tugas UPP BLT RTS sebagasmana dmakaud calam deium Pertama, adatah :
a. Melakukan pombinaan, suverdisi dan pangawasan lothadap pelaksaraan
BLT lermasuk pengeiolaan UFF BLT o Tmgcat Kecamatan
b. Melakukan pengampingan dan membanty PT Pos paca saal pembagen
Kariu BLT dan pembayaren BLT dengan melibatken Tenaga Keseiahtersan
Sesial Masyorosat { Harang Tarune, TAGAMA, PEM, Tokoh Agama dan
I oich Masayarakal)
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. Memberikan pedindungan khusus bagi kelompok rentan | Penyandang
Cacal, iby Hamil gan Lanjut Usla sena RTS yang Saxi)

d. Membual Laporan pelsksanean program BLT - RTS sesusi dengan
Kewenangan yang dimilid,

KEEMPAT  : Segala bigya yang diperuikan unfuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit
Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunal Rumah Tangga Sasaran
ddhahankan kepada Anggaran Pendapatan dan Balanga Megara | APRN)

HELINA Hal-hal yang belum diatur dalarm HKepulusan ini sepanjang mengenal taknis
pelaksanaannya akan dialur kemudian dan merupakan bagian wang bidak
terpisahian,

KEENAM - Keputusan ini mulai berlaku sejak langgal dielapkan

PETIKAN : disampaikan kepade masing-masing yang berkepentingan unfys
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Dietapgandl (CIANJUR

Pada Tanggal - 7 Juh 2008

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA
KAN DAN CATATAN SIPIL

NIF. 010 081 190

TAMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yih -
1. Deparemen Sosial Republik Inconesia di Jakana
2. Gubamur Jawa Baral di Bandung
- Kepata Bagian Hukum Sewnetans Daerah Kabupaten Cianjur
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Lampiran 8

Keputusan Bupati Demak No. 420/369/2007 tentang Tim Koordinasi dan Tim
Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS
BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR : 420 / 2007

TENTANG

PEMBENTUNAN TIM KOOHDINASI DAN TIM PELAKSANA
PROGRAM KOMPENSAS] PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN EAKAR MINYAK (PKFS BBM)
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI DEMAK

Wi~ —zi%g : a3 bahwa dalam ramgka meringankan Deban masyarakal miskin
tarhadap pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahleraan
Sosial, Perkanan. den Non Keuangan | Koperas. Pemenniah
menyolonggarakan Program Kompangasi Pengurangan Subeidi
Banan Bakar Mnyak (PEPS-BBM) melaki sunber pembiayaan
dari APBMN yang dilsksanakan oleh Dinas tekris dengan melibatkan
instansi tarkait |

b batwea etk hindak lanut program dimaksoed peru  dibeniuk Tim
Koordinas: dan Tirm Pelaksana Mrogram Kempensas Pengurangan
Subsii Banan Bakar Minyak (PEPS5-BEM) Kabupatsn, yarra
mensinergikan sislem sosiaksasi, pelaksanaan, monitoring dan
pelaporannys

e bahwa untuk maksud lersebul huref a dan b pedo difetapkan

dengan Hepulusan Bupsal !

Wiz ;W 1 Undang- undang MNomor 13 Tabwn 1950 kevilasy pembentukan
Daerah - daerah Kebupaien dalam Ningkungan Prowvins Jawa
Tangah.

?  Undang-undang Nemor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara,

3. Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

4. Urndarg- undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pambaeniukan
Pearaturan Perundang-undangan:

& LUndtang- undang Mamar 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan,
Pengelola dan Tanggung Jewab Keuangan Negara;

E Undang- undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
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7 Undang-undang MNomor 33 Tahun 2004 temeang Penmgangan
keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemeniniahan Daerah;

8 Peratwan Pemerintabh  Momor 18 Tahun 18768  tenlang
Perivasan Kolamadya Daerah Tinghal || Semarang

S Peratran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenniahan
Cacrah

10 Peraturan Femenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah .

11 Kepulusan Pressden Memor 22 Tahun 2005 lentang Bahan Bakar
Mnyak [ BEM ),

12 Kepulusan Presden Nomor 8 Tahun 2008 lentang Perubahan
Keempat atas Kepulusan Pragden Momor 80 Tahen 2003 1ontang
Pegoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemermiah

13 Instruks Presiden Momor 3 Tahun 1983 tectang Pemngkalan
Penangoulangan Kermiskinan |

‘2 Peraturan Menten Datam Megen Memer 13 Tehwn 2008 terilang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

15 Perzturan Menteri Dalam Megeri Nomgor 26 Tanon 2008 tertarg
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belange Dacrah
Tahun 2007 |

16 Peraluran Menten Negara Koperasi dan Usaha Kecu .dan
Msgnengah Republk Indenscia Nomor 13/Pan KUKMAXI2005
lemang Pewunjuk Tesms Program Peruatan Koperasi 1833
Keuangan Syanahiunil Jasa HKeuvangan Syarah  Uniuk
Pemberdayaan Usaha mikro |

17 Kepulusan Menteri Sosial Nomar 01/PRS-1/KPTS/2005 tanggal 11
April 2005 ‘temtang Pelunjuk Pelaksanaan Subsid Tambahan
Biaya Parmakanan :

18 Keputusan Menien HKesehatan Repubik Ingonesa Nomor
33.2MENKES/SK/2006  lentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Pemaliharaan Kesehatan Bagi Mesyaraxat Miskin Tabun
2006 :

19. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Deparlemen Agama Propinsi
Jawa tengah nomor KW 11 4(WPPOOGTESZ007 tangpal 26
Jarvaar 2007
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Bemper-atkan ;1 Surst Drskhur Jonderal mansgeman Pendidkan Dasar can

Benetapsar

EESATU

HEEMPAT

menengah  Departemen  Pendedikan  Mosional  Momer
435/C.CHOTZ006 Tanggal 18 Jnauan 2008 1eniang
Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikan Tahun
2006 :

2  Kepuuson Guborms laws fengah Nomor 425050102007
tanggal 5 Januan 2007 tentang Pembentukan Tim PKPS-
BEM Bidang pandiiian Frovingi Jawa Tengan

MEMUTUSKAN

< nieniuk Tim Koordinasi Program Kompensesi Pengurangan Suositi

= z7an Bakar Minyak (PKPS—BEM) Kebupsien Demak Tahun Anggaran

.~ J7 sebagaimana bersebu! dalam lampran | Kepulusan ini |

vrambeniuk Tim Pelaksana Program Kompensas: Pengurangan Subsidi

= znan Bakar Minyak [PEPS-BAM) Kahupaten Demak Tahun Anggearm

D237, wniuk Bidang Pendiddan, Hesehatsn Hesejshiercan Sosial,

“z-ikanan, dan NON Keuangan/koperasi sebagaimana (ersetul dalam

a~piran I, 11, IV, W, VI, dan Vil Keputusan ini ;

T~ Kpordinasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai

T -3as sshagai barikul

z Mensosiaisasikan Program HKompensss: Pengurangan  Subsidi
Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM] Bidang Fendidikan, Keswelwlar,
Kesejahteraan Sosial, Penkanan, dan Mon Keuangan/Moperasi
Tinpkal Kabupaten Demak:

¢ Memberikan dukungan atas kelancaran knordinasi pelaksanaan dan
pengendakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bohan
Bakar Minyak (PKPS-BEM] drwiayan Kabupaten Cemas |

- Melakukan monitonng pelaksanaannya dan melaporkan hasinya
tocara penodik kepada Bupat. Gubemnur dan Menten serla Pejabat
Dinasilnslans terka? |

o Memberi msnan sepede Ton Pelsksana Program  Hompenzasi
Pengurangan Subsidi Hahan Bakaw Minyak [(PKFS - BBM)
Kabupaten Demak -

Tigas Tim Pelaksana sebagamana dimaksud Diktum KEDUA

=empunyai Tugas sebagas berilout

: Menyelengarakan Program Kompensasi Mengurengan  Bubaidi
Bahan Bakar Minyak (PrF5-BEM) sesuan dengan masing-masing
bidang termasuk melakukan koordinas: dengan iestans: terkail |
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Jelaksanakan wias operasonal calam pevencandan, polaszsanaan
camaniauan, pengendalian 4an evaluasi proegract MASING-Mmating
= dang |
: Naming-masing bidang meryusun laporgn penyslengaraan FAPS-
58M secara periodik kapada Tim Koorgings: Kabupatan
KE_WaA 222 abiaya yang timbul sebagai akbal dterhitkannys Keputusan ni
2 emankan pada Angaran Pencapsten dan Eslang Negara [ APBN |
=&~ anggaran Pendapatan Baelanja Dasran {APED) Kabusalen Damak |
EEESAV  Tpza saol berlakunye Mepuwsan inl maka Keputusan Dupat Damak
WITIP AZ0VIGERZ006 1anggal 9 Me 2006 teiang Pembeniuken Tim
<::onasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan
5.csdi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Demnak Fahun
A= soaran 2006 dicabud dan dinyalakan hoak berlake
EETUIUH ¢ <oz tysan inmulal Beraku pada langgal dtetaphkan.

Ditetapkan di Demak
padatanggal : 5 MARET TF

BUPATI DEMAK

T. ZANI

- S tusan i dsampsikan capada Yih

2 Rapubk Indonesa |

e Megen Republik Indonesia |

-7 &3n Umum Repusiik Ir‘donema
i75 @ ~an Nagone: Republik Indonesia |
* 2332 Republik Indanesia |
Mheac <zoorgnan Republik Indonesia .
%" 53212 Republik Indonesia
Mece Cwipace Percepeten Pembangunan Daerah Teninggsl Republk N0onesia |
W3t <2 31350 Republik Indonesia |
C Keca & Sacoeras Republk indonesia
=.* Jawa Tenpah
YL Kaca 3 C ~as Kimlaru Prop, Jateng |
13 Kecs 2 Tas Pendidikan Prop, Jateng |
*& Waca 3 Ka<un Daepag Prop. Jateng
£ WKeca z <esegnieraan Sosial prop. Jateng |
"L Kecs 3 JAPPEDA Prap. Jalens
=T W=ET_A DPRD Habupalen Uemak |
"2 Kora 3 SazeThnasMartonDagian terkait di linghwngan Pemmenteh Kab, Demak |
"2 T= dzz'2nas PKPS ABM Kabupaten Demak ;

e
w
I

B MLag

i

A urim iR e L R

f
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LAMPIRAN | - KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR : A0/62/ 07
TANGAL : § MARET @7

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK ( PKP3-BEM )
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2007

Im' T MEDUDURAN JABATAN DINAS
DAL AM TiIM .
B | FEENDUNG BUPATI DEMAK
B | FENGAHAH WAKIL BUPATI DEMAK
H | EETUA KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DEMAL
H | RN EETUA ASSISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKLA
KABUPATEN DEMAK
Im | ERRETARS KLPALA DIDANG PCMCRINTAL AN DAN SOSIAL DUDAYA
| BAPPEDA KABUPATEN DEMAK
B EEEEOTA « KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMARK

« KEPALA DINAS KESEHATAN KABUFPATEN DEMAK

= KEFALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN DEMAK

» KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH KABUPATEN DEMAK

* KEFALA BADAN PENGELULAAN KEUANGAN DAN
HEKAYAAN DAERAH KABUFPATEN DEMAK

» KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABLIPATEN
DEMAK

= KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FABUFATEN DEMAK

= KEPALA KANTOR KOPERAS| DAN PEMBINAAM LIKM
KABUPATEN DEMAK

+ KEPALA KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

= KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
CABLIPATEN DEMAK

« KEPALA BAGIAN PEREFONOMIAN SETDA
KABUPATEN DEMAK
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__ CAMAT SETEMPAT .

« KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PFERUNDAMNG-
UNDANGAN SETDA KABUPATEN DEMAK

» KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANG_NAN
SETDA RABUPATEN DEMAK

= KEPALA BIDAMG PRASARANA WILAYAH BAPPEDA
KABUPATEN DEMAK

« KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA BAPPEUA KABUPATEN DEMAK

+« BEHBN BABUPATEN DEMAK

+ DIREKTUR RUMAH SAKIT SUNAN FALLIAGA
KABUPATEN DEMAK

— e ————————

BUPATI CEMAK

T ZANI
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Lampiran 9

Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 326 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Program BLT RTS Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008

S e PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
) DINAS SOSIAL

Jalan Garuda No. 2 Telp. (0374) 43229 Fax (0374) 43666 Kota Bima

KEFUTUSAN KEFALA DINAS SOSIAL
HOMOR B TAHLIN 2009 8/ 1428 H

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA FROGRAM DLT-RTS
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2003

HOPALA DMNAG GOSIAL

Mambaca a Insbuke Presiden Nomor 3 Tahun 2008 iefang Pelssanaan Progam Bantuan
Langsung [unss uniuk Rurmah Tangga Sassran | BLT-RTS )
b Surat Sektetans Jenoeral Deparemen Sosia Al Nomon QUBLT-ATSAVZO0N  peiibal
Tewtak Lanpt Hakamas Program AL T
Mt by B Babem unhue kalancsian  pelasssnasn Megiatan Penysiuran BLT & masing-masnog
witayah, dpandang pedu membentuk Unt Peiaksana Program BT Tingeat Kabupaben
amma

b oatves Narmenans yacg lerceniue peda laigrEn sogutusen B Sarggag marmpu dan
;:arwm gyaral unhi dudul sebagai Unt Peiakesns Pregram BLT Tingkat Kabupaten
3
Mengingal 1, Undang-Undang Momar & Tahun 1972 tentang  Keweniuan-Keteruar  Polok
Hesaarseraan Sosal | Lombaran Megars Republs lndonesa Tebus 1874 Momor L3,
Tambakan Larmbaran Nogara Repubik indonesds Nomar 3039 i

2 Undang Undang Nomor 17 s 2005 mrtang Keuangan Negam,

3 Undgng-Lindang Nomor 1 Tatuin 2004 tontang Perbendahasasn Negars | | Lembaran
Nogara Tabun J00& Mool & Tambalum Lombaii Negam NOmOr 4355 |

& UncEng-Undang Peomoe 15 Tahun 2004 loniang seiem Pemeiksan Pengeiotaan dan
T.:w,ng Jawsady Knuamgan Megara

5 Undshg = Uindang Nomar 32 Tanee 2004 Pemerintahan Dearad [ Lembaran Negan
Tabun 2004 Nomar 125 Tembahan Lembaan Nogara Nomaor 4457 | setagaimana telah
cRuSan dengan Ungeng = Undang Nomor 8 Taben 2008 temiang Pergtapen Foraturen
Pemanstah Pangganti Undang - Undang Nomar 3 Tahun 2005 lantang Pafubanan stas
Uingang = Undang Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemennanan Deerah mengad Undang
- Ungaog | Lemgaran qunl Fepubik Indomsis Tehwn 2005 Momod 10, Tambahan
Lnfribaran Megars Republik Indonesia Nomor 4544 |

6 Keputusan Presiden Rl Nomar 72 Tahun 2004 entsng percbahan atas Kepres Ri Nomor
42 Tahun 2002 tintang Pelossarasn Angoaran Pendapatan dan Belana Negara

7T Hoputusan Presdon Memer 8 Tanun 2008 tontang Perubahas keempat stas Haputasan
Presiden Nomor B0 Tahun 7003 iwntang Pedoman Pengacasn Baarg dan Jasa instansl
Pegraririan

B instuke Presden Repubik indonssis Nomer 3 Tshus 2008 testang Pelaksanasn
Program Bantuan Langsung Tura wniuk Riemah Tanggs Sasacen,

% Peratwran Menter) Scainl Repubhl indonesa Nomor B2 | HUK /2005 lentang Organisas|
aan Tata Kena Departemen Sosal Hepablik inganésia

10 Peraturan MENSEN KEENCAN MEPUDIE MODNESiE MoMDe S50 MR QSG0ID mmbeng
Batam Rntans: tan | apnran Pamarintab Pusat.

11 Pematursn Menten Weuangan Repudik indonesia Nomor 134PME 082005 ientang
Pedoman Pombayaman Datem Pelaksanaan Anggaran Pendspatan dan Belana Negara

12 Peraturan Direster  Jengeral Perbendznaraan Nomor PER-SGPEIODS lentang
MEsgnEme PRiadsansan Pemosyean atas Beban anggeran Pentapatan den Belaga
llm;';l

131 Pershuran Direkiur Jarderal Perbendatarann Nomat PER-1GPE2008 tentang Patunuk
Pencaran [ana Program Bantusn Langsung Tuna Untuk Rumah Tangga Sasaran
Tanen Anggaren 2000,

t4 Surad Merjopon Monasoma oriora Dopartomen Social Bamutds indanasa dengan Bank
Rawyat Indonesia dan PT Pos Ingonesa Nomor £17/E-KEUWN008 Nomar B.250-
DIRHBLOS2008 dan Nomar BKS 42Miret*d508 lentang Pelaksanaan Petyauran BLT

e L1
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Menetapkan
PERTAMA

EEEMPAT

Temhuaan - dl Sampaikan dengan hormat kepada
Manled Sosial B di Jakans (sabagai bporan |
LSubenur Nusa Tengoara Barat di Mataram
Righali Bima di Faba-Bima:

Kegats Dinas Kesejahieraan Sosal dan PP Prop NTE di Mataram,

Eepa Bagpeda Kab Bima ol Rabie-Binms

Marut BT Prs Indesesis Cabeng Bima di Raba-Bma.

Eepaia BPS Kabupaten Bima di Raba-Bima,

Fepata Dnas Permubungan Komunikasi dan Infoimatsa Kab Bina & Raba-Bema;

. Kerals Redan Pemberdayaan Masvarakst Desa Kab. Bima & Raba-Bema;

B s o B R

MEMUTLISKAN

Membentuk Tim Unit Polgksana Program BLT-RTS Tingkat Kabupeten Bima Tahun
ANQGaran 2008, dengan SusWa Pt suleyainang fercantum dalam  Lemgimn
Kapunan ini

Tugas dfan fangpung Ewat Uinit Pelsksana Program SLT Tahun 2008 atasan

1

-
4

i

Melaksanakan Rapal berkals permbahasan (oses penysluran Kartu dan Pencaran Dana
gleh Rurnah Tanpgga Sasaran | RTS )

Melakukan Koordings! dengan Instans| terait dan instiusi kelembagaen masyaraksl
melald  embuk  Jusuvkarpungidess defam  keranghe Penpganion  Kafd yarg
dinyetakan tidak berkal sebagal RTS-BLT Tahun 2008

Membuat laporan leruls secars perjenjang lentang permasalahan oan penanganan
nagsalah yang berkatan cangan penyal Band Langcung Tunad

Segals baya yarg Smbul skibst divelugrkannya keputusan o dbabanican pada DIPA
Sekretariat Jenderal Departemen Sosial Repubdk indonesia Tahun Anggaran 2008 Nomor
0332 0/058-03 V2008

Keputusan i mulal berlaku pads tanggal dietapkan dengen ketentuan apabila diemudian
hafl terdapat kekeluan dalam peastapen ind okon diadakan  parbadkan sebagamana

mestinys

DITETAPKAN DI - RABA - BIMA,
“RADA ESGAL - 23 Juni 2008
;o Tty 20 Jumadil Akhir 1428 H
¥ i
ﬁﬁms

: 'ﬁ‘_!-i‘_. 5051

T

10 Yang bersangioutan untuk diketanui dan ciaksanakan
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Lampiran
MNomor
Tanggal
Tentansg

Ll B LI

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima

3¢ Tahun 2008
© 23 Jurd Tahun 2008 M/ 1428 H

. §usunan Tim Unit Pelaksana Program BLT- RTS Tingkat Kabupaten Bima

Tahun 2008.

HAMA JABATAN DALAM UPP BLT- RTS

H. Munammad Qurban, SH |1 .
Dirs. Muharmmad L3 bk
s, M. Masykur HMS r;,:».;f.ﬁ.
Amar Mamu, H gt
Nurdin, S, 508 11 fohe !

Drs. Mashrul Waidi 101>

Drs. H. M.Rafidin Ibrahim Roy

M. Matsir, 5H {

D=, Jaharuddin o

Noor Hidayat, SE Loy 27
Dirs, M. Amin

Rukmani

Katua
Sakrotaris
Anggola
Anggole
Aunnggaba
Argguta
Anggola
Anggata
Sekretanat
Sakratarsl
Sakralanal
Eghreianat

HETERANGAN
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Lampiran 10

Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 327 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Panitia Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Tingkat
Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008

/‘

'

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
* 4 DINAS SOSIAL

Jalen Garuda No. 2 Telp. (0374) 43229 Fax (0374) 43666 Kata Bima

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR: 327  TAHUN 2008 M/ 1428 H

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KODRDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI
RUMAH TANGGA SASARAN TNGEHA] RABUFATEN BIMA
TAHUN ANSGARAN 2008

KEPALA DINAS SOSIAL,

tafwE UMUK Kelancaran pelaksanasn Registan Rapsl Kovodioes: Boniuan
Langsung Tuna: Rumah Tangga Sazaran [ BLT-RTS ) Tingkat Kahapaian Bima
Tahun Anggaran 2008, dipandang periu uniuk membentuk Panitia Pelaksana;
b bahwa Pembenkan Panilia Rapal Kpordinas! sebagaimana dimaksud hund a
digtes, peru ditetapkan dengan Keputusan Hepals Dinas Sosial Kabupaten
Bana,
engingat 1. Undaigg-Uisnkaing Mumor G Tahuin 1974 teptang Ketemuan-Ketentuan Mol
Kecajahteraan Sosial [ Lembaran Negara Republik Ingonesia Tahun 1974 Naomar
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomge 3038 ),

2 Undang-Undang Mamar 17 tahun 2003 tentang Kewangan Megara;
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara |
{ Lembaran Megara Tahun 2004 NMomor 4 Tambahan Lembaran Negara Narmgs
4255 )

4 Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 lentang asistem Pemeriksoon
Pangalnkaan rfan Tanggung Jawah Keuangan Nagara

& Deraluran Presiden Momor 8 Tahen M6 tesiang Peribahan keempat atas
Kepulusan Fresiden Momor BO Tahun 2003 tentang Pedomen Pengadaan
Barang dan Jasa instans| Pemanntah;

6 Instruksi Presiden Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Halaksanaan
Frogram Dantusn Langaung Tumai untuk Rumah Tangga Sasaran.

7. Pealuran Menter Sozial Repubik indonesia Momor 82 / HUK / 2005 tentang
Cwganizasi dan Tala Kera Depademen Sosmal Republik Indonesia;

B Pergturan Menter Kenangan Rapahlic Indonesia Momor 53 KME 082005
tentang Sistern Akuntansi dan Laporan Pemerintah Pusal,

9. Peraluran Menteri Keusngan Republk Ingonesa MNomor 134/PMK DER2005
tentang Pedoman Pembayarsn Dalam Pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan
Deianya Negara,

10. Perpturan Direkiur Jenderal Pesbendaharaon Momor PER GE/PBI2005 tentang
Mekanisme Pelaksanasn Pembavaran Afas Baban Angparan Pendapatan dan
Belanja Megara;

11. Peraturan Direkivr Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PBI2008 tentang
Petunjuk Pencairan Dana Frogram Bantuan Leogsuny Tunal Untuk Rumah
Tangga Sasaran Tahun Anggaran 2008

12, Surat Perjapan Kenassme artars Departeman Sosal Repubiik Indonacia dengan
Bank Rasyat Indonesia dan PT. Pos  Indonesia  Nomor  417/5J-
KEUNR008 Momor B 250-DIRMHBLA0S2008 dan Nemer PRS 42/Dindf0S08
rrlanyg Pelaksanasan Penyalutan BLT untuk RTS

Memmbang
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MEMUTUSKAN

PERTAMA Membeniuk FPanbia Pelaksana Kegiatan Rapal Hgordnosi BLT-RTS Tingkat
Wahematen Fima Tahun Anggaran 2008, dengan susunan Pandia sebagasmana
tercantum daiam Lampiran Keputusan ini

KEDUA . Panilia yang dibentuk sebagaimana dimaksud dikium PERTAMA bedugas |
1. Melgisanskan Pengarahan Kegistan Rapat Keordingsi berdasarkan Peraturan

yang beriaku;
2 Menyrapkan dan mefaksanakan adminstas kegatan qlapangan.

3. Malaksanaken Bimbagan BLT-RTS terhadap Pesena Kegiatan

& Meniapkan feknis operasional untuk kelancaran pedakzanasn Rapal Koordnasi
BLT-RTS;
5 Mastaporkan dan memperisnggung jawabhan pelaksanaan tuges kegetan hopada
Kepala Dinas Sosial Kabunaten Sima
KETIGA Segala teayn yang tmbul akibal dikeluarkannya keputusan iy dibebankan pada
Anggarsn  Pendapatan Belanja Negara melalw DIPA  Sekretanal  Jendaral
Departemen Sosial Ropublik |ndonasia Tahun Angosran 2008

KEEMPAT © Keputusan il mulai beriaky pada tanggal odetapsan oengan ketentuan apabil
dikermudian hadi tordapal kekelinuan dalar penatapan inl akan dadakan perbadkin

sebagaimana meslmya,

DITETAPKAN [ © RARA — BIMA.
PADA TANGEAL - 23 Juni 2008
20 Juradill Aliher 1420 H

Tembusan : di Eamgaikan dengan harmal kapada

. Mented Sosial Bl di Jakarta (sebagai laporan |,

Gubermur Nusa Tenggara Baral di Mataram;

Bunpsat: Bema & Raba-Dima

Kepala Dinas Keseishteraan Sosial dan PP Prop NTB di Mataram,

Kepata Bappeda #ab Bima di Raba-Bma;

Darut 1. Hos Inconesia Gasang Bima ol Raba-Bima;

Kapala B85 Kabupaten Rima o Raha-fima,

Kepala Dinas Perhubungan Komunskas: dan Informalika Kab Bima & Raba-Bima;
Kepala Badan Pembargayaan Masyarakal Liesa Kab. Bima o Raoa-Gima;

0O sl EN N B B s
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Lampiran . Gurat Meputusan Kepala Dinas Scsial Kab, Bima

Homaor 3 _-5,1? Tatwm 2008

Tanggal © 23 Juni Tahun 2008 M / 1428 H

SUSUMAN PAMITIA, PEMGARAH, DAN MARASUMBER PELAKSAMNAAN RAPAT KOORDIMASI
BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TANGGA SASARAN [ BLT-RTS )
TINGHAT KABUPATEN EIMA TAHUN ANGGARAN 2008

HO. JABATAN DALAM
! I DINASANSTANSI

Bupati Bima
2 Kabed. Perenc Pembangunan
Sosial dan Budaya
3. Kepala PT. Pos Indonesia
Cabang Birna
Kepata BPE Kab. Bima
Habid DJS Dinscs Hab Bima
Hasubag Prog dan Laporan
Kasubag Keuangan
Kas PEFM
Bendahara Pangeiuaran

woE o o® oA

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN

Pengaran
Marasumber

Marasumbsr

Marasuminer

Hatua Manidia
Anggota
Angooia
Anggota
Anggota

5

" W MUHAMMAD QURBAN, SH
NIP, 810010860

Lembaga Penelitian SMERU

81



Lampiran 11

Kesepakatan Rapat Koordinasi BLT RTS 2008 Kabupaten Bima

KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI RLT- RTS 2008

1. KIS YANG MENINGGGAL DUNIA FENGGANTINYA HARLS DARED TEMPAT YANG SAMA
DAN DITETAPKAN MELAL LI REMBLG DESA

£. KEPALA DESA YG MENGEMBALIKAN DATA VERIFIKASI UTK PENCAIRAN DANA BLT

3. TIDAK BISA DIWAKILKAN UNTUK MENGAMBIL BLT

4. KHUSUS BAGI FENEKIMA BLT YANG TIDAK BISA JALAN TIDAK ADA YANG
MENGANTAR PT POS AKAN MENGANTAR | ANGSIMNG

3. HKA TIDAK MEMPUNYATL KTP BISA MENGGUNAKAN KETERANGAN DOMISILL
6. PEMEREMA BLT YANG PINDAH KOTA ¢ PROPINS TIDAK BISA MENERIMA RLT

7. PONCRIMA BLT YANG FINDAN PERMANEN DAPAT LECARIRAN GANTINYA ATAL
LANGNYA DIKEMBALIKAN KE KAS NEGAKA

8. WAKTU PENCAIRAN DANA  BLT TERGANTUNG DATA  VERIFIKAS] YAMG
DI EARAL IKAN W BN KADES

B UNTUE KECAMATAN SORKOMANDH KHUSUS DESA SAT DAN SAMPLNGU PEMBAYARAN
BLT DILAKUKAN DI DESA SAl

I UNTUK KECAMATAN DONGOD KHUSUS DUSA BUMIFAN, RONA DAN PALAMA
PEMBRAYARAN BLT DILAKUKAN DI DESA RORA

11, UNTUK KECAMATAN PARADG FEMIBAYARAN BLT ILA RUKAN [H KANTOR CAMAT,

Wﬁﬁ;!ﬂ:
 DINAS SOSIAL KAD. BIVA

UH, SBLTHARRRALD UIBEFLA M SR}

L P, PO AR, BIMVA
({KANFEK SURARMARNA )

3. BFS KALL BIMA
{ RLSDY MUHAMMAD, S Si)

4. BAFFEDA KAB. BIMA
{ DRS H ISHAK JON MDi

5 CAMAT SAFE
1 SYAFRUDDEN DAUD 5 %)
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Lampiran 12

Keputusan Walikota Ternate Nomor 151 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga
Sasaran (UPP BLT RTS) Kota Ternate

WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 151 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASIE UNIT PELAKSANA PROGRAM EANTUAN LANGSUNG
TUNALRUNAF TANGGA SASARAN [UPP BLT-RT5) KOTA TERNATL

WALTHOTA TERNATE

“enimbang & babwa usuk kelancaram pelaksansan program pomboian bantar laegsang i
untux mamah tanges sasaran dalam megka kompensasi pecsuwianean subsidy bahan
baker minyak maka dipasdang neiln dibeatik Tim Koordieas Unir Pelskessa
Program Bantuan Langsung Tunai-Rumaeh Tenors Sassman (UPP BLT-RTS) Ken
Terrate; ;

b, bahws berdasarkan penimbacgan sebazaioeenz dimaksad pads bumd g, per-‘u
mérdtapian Kepuisan Walicota tentane Tim Keoidinasi Undl Pelaksana Program
Baniuan Langsung Tunaf-Rumak Tanggn Sasaran {UPP BLT-RTS) Kata Termate

Mengiagat - 1 Undang-[Indang Momoe & Tahun 1874 temtang Korestone-Eereatums Palok
Kesejzhierazn Sogial (Lemberan Negera Tabum 1974 Mpmer 53, Tarbahan
Lembaran Megara Nomer 3035);

2. Undamg-Uicany Moo 11 Telhwn 1999 wecany Pembemusen Koamaoya Daeral
Tingkat Il Ternule [Lembaran Megera Tahuen 1990 NMomor 25, Tamzaban Lambaran
Megara Momar 3824}

3 Undang-Undarg Nomer 17 Talus 2093 tenting Keuergan Megam (Lembaran Mogar
Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemsaran Negara Nomor 4285)

4, Usdang-Uedang Nomer | Tahun 2304 teatang Perbendakaraan Megarn  {Lembaran
Negara Takun 2004 Nomor 5, Tambalien Lembarma Negass Nomer 43551

5, Undarg-Undang Momor 10 Takun 2004 tentang Pembentukan Pesiturar Penirdany
undangan (Lembaran Megara Tahun 2004 Momar 53, Tebahan Lembarnn Megara
Bgmor 4169},

6 Undarg-Undang Momas 32 Tahun 2004 tendniy Pemonngekas Dacrab (Lombursn
Negara Takue 2004 Nomor |25, 'smbalien, Lescharan Megara Momns 4437
sehagaimana telak diubak dengan Unfang-Uinding Nomos § Talwn 200% teninng
Pewinpan Perafuran Pemerininb Fengeanti Undang-ndzeg Nosae 3 Tabun 2003
tentang  Pervbaban  alzs Undang-Undung Momwr 32 Tabun Z004 temang
Pemeniarahan Daera® (Lembaran Meeara Tobun 200% Nemer 108 Taokaban
Lembaran MNegara Bomor 4348,

7. Undang-Undang Momor 33 Tabon 2004 senigng Peombamean Xeummas aclam
Femcrintah Puzat dzn Pemerintzhan Daeveh (Lembarsn Negacs Tabod 7004 Nomor
136, Tambahan Lambacun Meuars Momor 4438),

& Peratwran Pemerintah Nemar 55 Tahun 2005 tentaog Deea Panmbangan (Lombaran
Megara Tabun 2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Nagars Momer 1555,

2. Persturan Pemenotah Momor 8 Tahun 2005 wentanz Pergelaiang Kavingan [Tagiah
{Lemberen Mogara Tabun 2005 *omcr 140, Taohabei Leazoaian Moggia Romor

4578,
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10 Poraturan Memeni Dalam Negeri Numor 13 Tohue 2005 remeng  Pedoman
Pengelolaan Keuarpan Dacrzh sebagaimana telan dicba’ dengan Poratwran Senter
Dalam Meger: Nomor 5% Tahwn 2007,

Tl Pesahisan Menteri Sosinl Momer 220HUKA005 tomane Ormamses dan Tom Kevja
Departemen Sosial,

12, Peraturan Dacrah Kota Ternate Nomor 15 wahun 2007 temarg Organisasi Dinas-
Dinas Daerah Kotz Ternate (Lembaron Duerph Kotn Termate Tanur 1007 Nomar 15,
Tambahas Lembaran Oaeral Romor 309,

Memperbatikan | Instruksi Presidun 1 Nomer 3 Talun 2008 rentang Peloksaraan Program Barmuan
Langwung Tumai untak Rumih Tengia Sasacar,
Z. Sura: Kepaia Dines Sositl Prowingl Miluku Ltara Nemeor D087255/08, 1/VID 2008
tamggal 1 fuli 2008 Perihal Rapat Koardingsi UPP BLT-RTS Kabapaten Kota

L
MEMUTUSKAN

Mensaphan

PERTAMA . Membeniuk Tie Koordinasi Urit Pelaksana Promem Bamuan Langsurg Tunai Bumak
Tengga Szsaran (UPP BLT-RTS) Ko Ternme dongan Sususan Keangpotaannya
Sebagaimiara tercanum dalnm Lampiran Kepumaan ini.

KEDLUA * Tupas Tim schagaimany dimaksud Dikiam Periama adaleh melaiokan koordings dan
keterpaduan secara lebih inters, pengawasan dan melsksamakan evaluasi dalem
pelaksanazan progren b,

KETHGA - Segaia biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusar i dibsbankan pada
Anggaran Togas Pembantuan Dinas Tesapa Kerja dar Sosial Kotz Termate yang
dialokasikas ol Depactemen Sosial amen 008

KEEMPAT . Keputusan ini mulsi berlako pada rasgnsl dictaphan

Dtelapka i Termate
padatanggal 18 Juli 2004

WALIKOTA TERNATE,

Brs, H.AYAMSIR ANDILY

Femburan, disompotkan bapol Vify ©

Menter: Sosial R di Jakaon

Gubermun Malukas Lvara di Ternare

Ketue DFRD Kota Termate di Temaie

Kepala Dinas Sosial Provinsi di Terpare.

Tnzpekior Koa Temare di Termase

Kaopala Dhnzs Perdapatar, F'ngﬂﬂ]!:ll‘l Keunngun dan Ascr Decieh Ketn Ternate df Tomaie
Yang bersarguten unnuk diketabul dan dilaksanaien sehogaimane mestina

WS e e
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE

MOMOR 151 TAHLIN 2008
TANGGAL 18 JULI 2003

DAFTAR : SUSUNAN KEANGUGOTAAN TIM KOORDINAS] UNTT PELAKSANA PROUGEAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TAMNGGA SASARAN (UPF DLT-RTS)

KOTA TERMNATE

=
L

3

: Walikota Ternate ; ;
: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Keta Temate -

: Sekretaris Dines Tennga Kerja dan Soxial Kota Ternate

Kepaln Bappods Kotn Termle
Eepala BPS Kot Ternate

Kepais Bagian Humas & Piowokole

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakai Keia Ternate
Kabid. BAnsas Dinas Tenaga Kerja dan Sosal Ko Terma

Kasie Pemberdavaan Fakir Miskin dan Orsos Dinas Tensga Kerja dan Sosial

WALIKOTA TERNATE,

g

Drs H. SYAMSIR ANIDILI
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Lampiran 13

Contoh Kupon Bantuan Langsung Tunai
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